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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas bimbingan dan
perlindungan-Nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota
Bontang Tahun 2019 dapat diselesaikan tepat waktu dan dapat disusun memenuhi
ketentuan yang berlaku. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pasal 22
menjelaskan bahwa Bupati/Wali Kota menyusun laporan kinerja tahunan Pemerintah
Kabupaten/kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri

Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyajikan capaian kinerja
Pemerintah Kota Bontang selama tahun 2019 berdasarkan perencanaan strategis
dan perencanaan tahunan. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota
Bontang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah, sehingga dalam proses penyusunannya mengikuti kaidah-kaidah yang

terkandung dalam peraturan tersebut.

Laporan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Bontang Tahun 2019 ini terdiri
dari 4 Bab, yaitu:

Bab | Pendahuluan; memuat Latar Belakang, Sejarah Kota Bontang, Perangkat
Daerah, Sumber Daya Aparatur, Potensi Unggulan Daerah, dan Isu

Strategis

Bab Il Perencanaan Kinerja; memuat Visi, Misi, Tujuan Pembangunan Daerah,

Perjanjian Kinerja Tahun 2019, dan Indikator Kinerja Utama
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Bab Il Akuntabilitas Kinerja; memuat Pengukuran Kinerja, Analisis Pengukuran
Kinerja, Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran, dan Tindak Lanjut

Rekomendasi Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur
Bab IV Penutup

Lampiran memuat Daftar Penghargaan yang diterima Pemerintah Kota Bontang

selama tahun 2019 serta beberapa dokumen perencanaan.

Kami berharap dengan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah di Kota Bontang dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur dan
meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat sehingga adanya kepercayaan
publik terhadap pemerintah.

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada seluruh aparatur pemerintah
Kota Bontang dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
dukungan instansi lain serta masyarakat yang telah berkontribusi. Kritik dan saran
yang membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan sebagai upaya

penyempurnaan Laporan Kinerja dimasa mendatang.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan rahmat-Nya kepada Pemerintah
Kota Bontang sehingga mampu mewujudkan visi dan misi pembangunan 2016-
2021.

Bontang, April 2020

WALI KOTA,

NENI MOERNIAENI
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IKHTISAR EKSEKUTIF

Sesuai dengan RPIJMD Pemerintah Kota Bontang tahun 2016-2021 dan
Perjanjian Kinerja Kota Bontang Tahun 2019, Pemerintah Kota Bontang
menetapkan dan melaksanakan 10 (sepuluh) Sasaran Strategis, 22 (dua puluh
dua) Indikator Kinerja Sasaran dan 106 (seratus enam) program. Capaian kinerja
Pemerintah Kota Bontang tahun 2019 sebanyak 8 sasaran telah terealisasi lebih
dari 95 persen dari 10 sasaran yang ditetapkan. Hasil pengukuran masing-
masing sasaran telah dianalisis, yaitu membandingkan realisasi kinerja
berdasarkan target yang telah ditetapkan, dijelaskan cara menghitung capaian
kinerja, membandingkan realisasi kinerja dengan realisasi tahun lalu dan
beberapa tahun terakhir. Kemudian disajikan juga program yang mendukung

realisasi sasaran dan faktor-faktor keberhasilan dalam pencapaian kinerja.

Pagu anggaran yang ditetapkan untuk mendukung pencapaian sasaran
strategis tahun 2018 sebesar Rp.
sebesar Rp. 561.881.429.804,88 atau 87,617 persen sehingga terjadi efisiensi
anggaran sebesar Rp. 70.250.273.108,12 atau 33,87 Persen. Selain dari
realisasi keuangan program-program yang mendukung sasaran strategis

632.131.702.913 dengan realisasi anggaran

tersebut, di bawah ini disajikan realisasi keuangan Kota Bontang secara
keseluruhan sehingga dapat dibandingkan secara komprehensif antara target

anggaran dan realisasi keuangan yang dicapai.

Uraian Pagu Anggaran Realisasi (Rp) %
(Rp)

PENDAPATAN 1.428.087.425.185,31 1.477.726.740.345,66 103,48
DAERAH
BELANJA DAERAH 1.685.828.021.759,00 1.553.770.272.149,61 92,17
Surplus/Defisit (257.740.596.573,69) (76.043.531.803,95) 29,50
PEMBIAYAAN DAERAH 257.740.596.573,69 257.728.040.488,69 100,00
Penerimaan 257.740.596.573,69 257.728.040.488,69 100,00
Pembiayaan Daerah
Pengeluaran 0 0 0
Pembiayaan Daerah
Sisa Lebih Pembiayaan 0,00 181.684.508.684,74 100,00

Anggaran (SILPA)
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Kami berharap laporan ini dapat menjadi salah satu bahan evaluasi dalam
rangka peningkatan kinerja Pemerintah Kota Bontang ditahun mendatang.
Pemerintah Kota Bontang mendapatkan nilai 67,66 dengan predikat “B” dalam
akuntabilitas kinerja tahun 2019 yang ditetapkan pada tahun 2020. Penilaian ini
dimaksudkan untuk memotivasi Pemerintah Kota Bontang dalam pencapaian visi
dan misi kepala daerah. Sedangkan hasil evaluasi penyelenggaraan SAKIP

Pemerintah Kota Bontang tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut.

No Komponen yang Bobot Nilai
dinilai 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 4 5
1 Perencanaan Kinerja 30 22,73 20,46 21,07 21,16
2  Pengukuran Kinerja 25 13,75 17,32 17,69 17,77
3 | Pelaporan kinerja 15 9,94 9,19 9,23 9,85
4 | Evaluasi Kinerja 10 5,10 6,18 6,29 6,67
5 | Capaian Kinerja 20 12,65 11,94 11,53 12,21
Nilai Hasil Evaluasi 100 64,74 65,10 65,81 67,66
Tingkat Akuntabilitas Kinerja B B B B
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BAB |. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja
sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instantsi Pemerintah. Penyusunan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah selanjutnya diatur secara teknis dalam
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pemerintah Kota Bontang dalam menyelenggarakan SAKIP telah menyusun :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang
Tahun 2016 — 2021 yang merupakan periode ketiga pelaksanaan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bontang Tahun 2005 —
2025 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2011
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bontang
Tahun 2005 — 2025.

2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bontang Tahun 2019 berdasarkan
Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kota Bontang Tahun 2019.

Perjanjian Kinerja Kota Bontang Tahun 2019.

4. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bontang Tahun 2019 sebagai

pertanggungjawaban pelaksanaan sasaran dan penggunaan anggaran yang

anda baca saat ini.

1.2. Sejarah Kota Bontang

Bontang merupakan Desa kecil di daerah aliran sungai pedalaman Kalimantan.
Pada tahun 1952, Bontang ditetapkan menjadi kampong dengan dipimpin oleh Tetua
Adat (urusan adat istiadat) dan Kepala Kampong (urusan pemerintahan). Sebelum

menjadi sebuah kota, status Bontang meningkat menjadi kecamatan dibawah
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pimpinan seorang asisten wedana dalam Pemerintahan Sultan Aji Muhammad
Parikesit, Sultan Kutai Kartanegara XIX (1921-1960), setelah ditetapkan Undang-
undang No. 27 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat Il di Kalimantan
Timur dengan menghapus status Pemerintahan Swapraja. Bontang ditetapkan
menjadi kota pada tahun 1999 berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten
Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang. Menurut
cerita turun-temurun, "bontang"” merupakan akronim Bahasa Belanda “bond” yang
berarti kumpulan atau Bahasa Inggris yang artinya ikatan persaudaraan serta “tang”
dari kata pendatang. Sebutan ini diberikan karena cikal bakal kampung Bontang
tidak lepas dari peran pendatang.

1.3. Kondisi Geografis Daerah

Bontang merupakan salah satu kota di Provinsi Kalimantan Timur yang terletak
sekitar 120 km dari Kota Samarinda. Secara geografis berada di antara 0°01’
Lintang Utara — 0°12’ Lintang Utara dan 117°23’ Bujur Timur — 117°38’ Bujur Timur
dengan luas wilayah 497,57 Km? yang didominasi oleh lautan, yaitu seluas 349,77
Km? (70,30%) sedangkan wilayah daratan hanya seluas 147,80 Km? (29,70%). Kota
Bontang memiliki 3 (tiga) kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang
Nomor 17 tahun 2002 dan 15 (lima belas) kelurahan berdasarkan Peraturan Daerah

Kota Bontang Nomor 18 tahun 2002 yakni :

> Kecamatan Bontang Utara

(1) Kelurahan Bontang Baru; (2) Kelurahan Bontang Kuala; (3) Kelurahan Api-Api;
(4) Kelurahan Loktuan; (5) Kelurahan Guntung; dan (6) Kelurahan Gunung
Elai.

> Kecamatan Bontang Selatan

(1) Kelurahan Berebas Tengah; (2) Kelurahan Berebas Pantai; (3) Kelurahan
Tanjung Laut; (4) Kelurahan Tanjung Laut Indah; (5) Kelurahan Satimpo; dan
(6) Kelurahan Bontang Lestari.

> Kecamatan Bontang Barat

(1) Kelurahan Belimbing; (2) Kelurahan Kanaan; dan (3) Kelurahan Telihan.

Secara administratif Kota Bontang berbatasan dengan :
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»  Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai
Timur;

> Sebelah timur berbatasan dengan Selat Makassar;

»  Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai

Kertanegara; dan

»  Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai

Timur.

Peta Wilayah Administrasi Kota Bontang

\

s

1.4. Struktur Organisasi

Pemerintah Kota Bontang sampai dengan 31 Desember 2019 memiliki 31 (tiga
puluh satu) Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor
5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Adapun 31 (tiga puluh satu)
Perangkat Daerah tersebut yaitu :
1. Sekretariat Daerah
Sekretariat DPRD
Inspektorat Daerah

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

o &~ 0N

Dinas Kesehatan
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6 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota

7 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
8. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

9 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
11. Dinas Ketenagakerjaan

12. Dinas Lingkungan Hidup

13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

14. Dinas Perhubungan

15. Dinas Komunikasi dan Informatika

16. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

17. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

19. Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian

20. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
21. Satuan Polisi Pamong Praja

22. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
23. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

24. Badan Pendapatan Daerah

25. Badan Pengelolaan dan Keuangan Aset Daerah

26. Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada

27. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

28. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

29. Kecamatan Bontang Utara

30. Kecamatan Bontang Barat

31. Kecamatan Bontang Selatan

Di samping itu terdapat beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk
mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yaitu sebagai berikut.
1. UPTD Laboratorium Kesehatan
2 UPTD Laboratorium Lingkungan
3. UPTD Tempat Pemrosesan Akhir
4 UPTD Tempat Pelelangan Ikan
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5 UPTD Rumah Pemotongan Hewan

6 UPTD Pasar

7.  UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa
8 UPTD Air Limbah Domestik

9 UPTD Satuan Pendidikan Formal

10. UPTD Satuan Pendidikan Non Formal
11. UPTD Puskesmas

1.5. Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Aparatur (SDA) Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan di
Pemerintah Kota Bontang berjumlah 2924 orang dengan komposisi seperti disajikan
pada tabel di bawabh ini.

1.5.1. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Tabel 1.1. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jenjang Laki-laki Perempuan Jumlah Proporsi % @ Proporsi %

Pendidikan Laki-laki Perempuan
SD 17 2 19 89,47 10,53
SMP 41 1 42 97,62 2,38
SLTA 383 223 606 63,20 36,80
D-1 5 8 13 38,46 61,54
D-2 9 24 33 27,27 72,73
D-3 161 400 561 28,70 71,30
D-4 17 18 35 48,57 51,43
S-1 511 869 1380 37,03 62,97
S-2 140 95 235 59,57 40,43
Total 1284 1640 2924 43,91 56,09

Sumber Data : BKPSDM Kota Bontang, 2019
1.5.2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jenis Jabatan

Tabel 1.2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jenis Jabatan

Jenis Laki-laki | Perempuan Jumlah Proporsi % Proporsi %
Jabatan Laki-laki Perempuan
Eselon IIA - 1 1 0 100
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Eselon 1IB 24 3 27 88,89 11,11
Eselon Il1A 31 12 43 72,09 27,91
Eselon 11IB 56 16 77 77,78 22,22
Eselon IVA 190 117 307 61,89 38,11
Eselon IVB 43 37 80 53,73 46,25
JF Guru 161 467 629 25,60 74,40
Pelaksana 48 105 153 31,37 68,63
Sekolah
JF 85 365 450 18,89 81,11
Kesehatan
JF Lainnya 49 41 90 54,44 45,56
Pelaksana 597 475 1072 55,69 44,31
Total 1284 1640 2924 43,91 56,09

Sumber Data : BKPSDM Kota Bontang, 2019

1.5.3. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin

Tabel 1.3. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin

Jenis Jabatan Laki-laki | Perempuan @ Jumlah Proporsi % Proporsi %
Laki-laki Perempuan
Fungsional 295 874 1169 25,24 74,76
Tertentu
Fungsional Umum 645 580 1225 52,65 47,35
Jabatan Rangkap 1 3 4 25,00 75,00
Struktural 343 183 526 65,21 34,79
Total 1284 1640 2924 43,91 56,09

Sumber Data : BKPSDM Kota Bontang, 2019

1.5.4. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan

Tabel 1.4. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

Golongan Laki-laki Perempuan Jumlah Proporsi % Proporsi %
Laki-laki Perempuan
I/b 1 - 1 100 0
Ilc 23 2 25 92,00 8,00
Iid 8 - 8 100 0
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Il/a 37 3 40 92,50 7,50
I1/b 37 9 46 80,43 19,57
Ilic 177 129 306 57,84 42,16
Ii/d 147 155 302 48,68 51,32
/a 190 260 450 42,22 57,78
/b 157 352 509 30,84 69,16
ll/c 148 274 422 35,07 64,93
l/d 183 221 404 45,30 54,70
IV/a 125 194 319 39,18 60,82
IV/b 33 29 62 53,23 46,77
IVic 17 9 26 65,38 34,62
Iv/d 1 1 0 100
IV/e 1 2 3 33,33 66,67
Total 1284 1640 2924 43,91 56,09

Sumber Data : BKPSDM Kota Bontang, 2019

Sedangkan Permasalahan utama (strategic issued) yang dihadapi organisasi

untuk pembangunan Kota Bontang yang merupakan hasil analisis terhadap

berbagai aspek dan urusan pemerintahan dalam pembangunan jangka menengah

2016-2021 masih dihadapkan pada permasalahan utama pembangunan yaitu:

1.

Belum mantapnya daya saing SDM khususnya dalam mendukung
pengembangan sektor industri dan sektor maritim;

Perekonomian daerah yang masih sangat tergantung pada sektor industri basis;
Daya dukung infrastruktur belum optimal dalam pengembangan daya saing
daerah;

Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;

Belum terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien.

Sebagai bagian dari hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan periode

pembangunan yang telah dilalui, ke 5 (lima) permasalahan pembangunan tersebut

merupakan faktor utama yang menyebabkan belum kuatnya kemandirian ekonomi

dan masih relatif tingginya kesenjangan kesejahteraan antar kelompok pendapatan.

Oleh karena itu permasalahan utama pembangunan tersebut akan menjadi basis
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pijakan dalam penyusunan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kota Bontang
selama 5 (lima) tahun (2016-2021).

R/
0‘0

Belum Mantapnya Daya Saing SDM

Kota Bontang adalah daerah kota yang sangat kental dengan karakteristik
ekonominya dengan sektor industri. Namun sektor industri dimaksud bukanlah
industri manufaktur sebagaimana industri yang umumnya berkembang di
beberapa daerah utama di Pulau Jawa. Industri di Kota Bontang yang berbasis
industri pengolahan Migas dan Industri Kimia merupakan industri yang lebih
bersifat padat modal sehingga serapan terhadap tenaga kerja menjadi relatif

terbatas.

Rumusan Permasalahan Perekonomian daerah yang masih sangat tergantung
pada sektor industri basis.

Struktur ekonomi Kota Bontang hingga tahun 2015 masih sangat didominasi oleh
kontribusi sektor industri pengolahan khususnya sub sektor gas alam cair. Secara
umum sektor yang mengambil peranan terbesar pada PDRB Atas Dasar Harga
Berlaku yaitu sektor industri pengolahan, sektor bangunan dan sektor
perdagangan, hotel dan restoran. Sedangkan untuk sektor yang lain masing-
masing memberikan kontribusi dibawah 1%. Kontribusi sektor industri pengolahan
dengan sub sektor gas alam cair dalam komposisi PDRB masih sangat dominan
dengan perannya mencapai lebih dari 80%. Hal ini berdampak pada kestabilan
pertumbuhan ekonomi Kota Bontang yang sangat tergantung pada fluktuasi

kontribusi sektor industri pengolahan khususnya sub sektor gas alam cair.

Daya Dukung Infrastruktur Belum Optimal Dalam Pengembangan Daya saing
Daerah;

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu indikator utama yang
menggambarkan kapasitas daerah dalam menyediakan sarana publik yang
dibutuhkan masyarakat. Hal ini sangat beralasan mengingat kemantapan
infrastruktur akan berkaitan hampir pada seluruh aspek pelaksanaan
pembangunan yang menjadi tugas pemerintah daerah. Pembangunan
infrastruktur jalan, jembatan, pelabuhan, bandara dan sarana publik lainnya, tidak

hanya akan berdampak pada meningkatnya pelayanan kepada masyarakat.
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Lebih dari itu, pembangunan infrastruktur juga bertujuan untuk menstimulasi

peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat.

Belum Optimalnya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Sumber daya alam merupakan potensi penggerak perekonomian utama di Kota
Bontang, terutama migas dan sumber daya perairan laut. Tanpa tata kelola
sumber daya alam yang baik, potensi yang ada dapat menjadi permasalahan bagi
pembangunan daerah. Konsekuensi dari keberadaan industri baik migas atau
pengolahan akan memiliki dampak terhadap permasalahan lingkungan. Perlunya
langkah pengendalian sebagai upaya untuk menjaga kualitas lingkungan hidup
sebagai upaya untuk mencegah atau mengurangi adanya polusi udara dan air.
Pengendalian dimaksud untuk menjaga kelestarian lingkungan sehingga tidak

berdampak pada perubahan ekosistem pada lingkungan.

Belum Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien

Penyelenggaraan tata pemerintahan belum sepenuhnya menerapkan praktek-
praktek tata pemerintahan yang baik yang setidaknya mencakup prinsip-prinsip
akuntabilitas, keterbukaan, keterukuran dan partisipasi masyarakat. Meskipun
predikat WTP telah diraih, akuntabilitas masih membutuhkan kesungguhan
seluruh penyelenggara pemerintah daerah sehingga setiap alokasi anggaran
yang dibelanjakan memiliki ukuran kinerja yang jelas dalam rangka meningkatkan
kinerja pemerintah sebagai penyedia dan penyelenggara layanan publik bagi

masyarakat.

1.6. Potensi Unggulan Daerah

Kehadiran PT. Badak NGL sebagai industri pengilangan gas alam cair dan PT.

Pupuk Kalimantan Timur, Tbk. sebagai industri pupuk serta PT. Black Bear dan PT.

Kaltim Nitrat Indonesia sebagai industri pembuat bahan amonium nitrat yang

bertaraf internasional, menjadi potensi unggulan Kota Bontang karena mampu

memberikan income besar serta mendorong pertumbuhan ekonomi baik di Kota

Bontang, Kalimantan Timur dan Nasional. Potensi lainnya yang dapat diproyeksikan

menjadi potensi unggulan serta dapat dikembangkan menjadi penggerak ekonomi

Kota Bontang diantaranya dapat dijelaskan sebagai berikut:
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» Jasa Kelautan
Sebagai daerah pesisir, Kota Bontang memiliki potensi jasa kelautan yang
dapat dikembangkan berupa jasa transportasi laut. Tujuannya adalah untuk
memperlancar kegiatan perdagangan lokal, regional dan internasional. Dengan
kedalaman alur yang berkisar antara 17-20 meter, perairan Kota Bontang
dapat dilalui kapal-kapal besar dengan kapasitas 20.000-40.000DWT serta

dapat melakukan bongkar muat.

Saat ini Kota Bontang memiliki beberapa pelabuhan untuk mendukung aktivitas
industri dan masyarakat umum, antara lain pelabuhan khusus yang berjumlah
3 unit (PT. Pupuk Kaltim, PT. Badak NGL, dan PT. Indominco Mandiri),
pelabuhan Umum di Loktuan, Pelabuhan Rakyat di Tanjung Laut Indah dan

Pelabuhan Pendaratan lkan di Tanjung Limau.

> Perikanan

Dengan dukungan perairan yang luasnya mencapai 49,757 ha atau 70,30%
dari luas Kota Bontang, maka perikanan dan kelautan sangat potensial
dikembangkan. Pemanfaatan sumber daya ikan dapat dilakukan melalui
kegiatan penangkapan dan budidaya. Potensi perikanan yang menjadi
unggulan saat ini adalah kepiting, ikan kerapu, kakap, lobster, teripang dan
rumput laut. Jenis-jenis ikan tersebut bernilai ekonomi tinggi di pasar domestik

dan pasar internasional.

Ikan-ikan hasil tangkapan nelayan hanya memenuhi kebutuhan lokal
sedangkan kebutuhan pasar regional dan internasional hanya dapat dipenuhi
dalam jumlah kecil. Dengan demikian pengembangan kegiatan perikanan
mempunyai peluang yang sangat besar mengingat kebutuhan konsumsi ikan
baik dalam negeri maupun luar negeri terus mengalami peningkatan.
Begitupun dengan rumput laut yang sangat menjanjikan karena mempunyai

kualitas terbaik ditingkat nasional.

» Pariwisata
Sebagai kawasan pesisir, Kota Bontang mempunyai potensi wisata yang layak
untuk dikembangkan seperti: pemukiman di atas air, wisata kuliner, hutan

mangrove dan terumbu karang. Terdapat pula pesta laut sebagai event
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tahunan untuk masyarakat pesisir yang diisi dengan acara adat disertai hiburan
rakyat. Juga acara pesta adat Erau Pelas Benua yang dilaksanakan di
Kelurahan Guntung sebagai ritual tolak bala bagi warga sekitar, yang dirangkai
dengan olah raga tradisional berupa permainan sumpit dan gassing.

Luas hutan mangrove Kota Bontang adalah 2.105 ha. Kawasan tersebut
potensial untuk dikembangkan menjadi ekowisata karena beberapa faktor
pendukung antara lain: mudah dijangkau, memiliki struktur tegakan yang
sempurna, serta spesies penyusun tegakannya beraneka ragam. Hutan
mangrove Kota Bontang tersebar di sepanjang pesisir pantai yang
membentang mulai dari Guntung, Gunung Elai, Bontang Kuala, Rawa Indah,
Teluk Kadere dan Manuk-manukan. Ketebalannya dari garis pantai ke arah
darat bervariasi antara 50-710 M.

Terumbu karang potensial untuk wisata snorkeling dan diving. Lokasinya
berada di Karang Kiampau, Karang Segajah, Agar-agar, Melahing,
Kedindingan, Beras Basah dan Tihik-tihik. Terumbu karang dapat dijumpai
sampai kedalaman 15 M dan dihuni oleh ikan-ikan hias maupun komersil.

1.7. Isu Strategis

Kota Bontang telah menjalani 3 (tiga) periode pembangunan jangka menengah
sejak ditetapkan sebagai daerah otonomi pada tahun 1999. Selama lima belas
tahun, Pemerintah Kota Bontang mengalami perkembangan yang cukup pesat baik
dari aspek fisik maupun aspek sosial ekonomi masyarakatnya. Pemerintah Kota
Bontang telah berupaya mengantisipasi permasalahan yang mungkin terjadi di masa
mendatang tanpa mengesampingkan permasalahan yang telah terjadi. Beberapa
permasalahan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah tahun
2019, yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Bontang

adalah sebagai berikut.

a. Belum meratanya kualitas penyelenggaraan dan penguatan relevansi
pendidikan
Perkembangan angka melek huruf masyarakat Kota Bontang hingga tahun
2017 telah mencapai 99,41% atau dengan kata lain masih terdapat 0,59%

penduduk di atas 15 tahun yang masih buta huruf. Bila melihat variasi data
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angka melek huruf dari tahun 2012 terlihat persentasenya berfluktuasi di atas
99%. Artinya perubahan jumlah penduduk yang buta huruf lebih karena faktor
adanya migrasi penduduk. Indikator rata-rata lama sekolah hingga tahun2016
telah mencapai angka 10,39 tahun. Dengan demikian, penduduk Kota Bontang
yang berumur 25 tahun ke atas secara rata-rata telah mengikuti pendidikan
formal dengan lama waktu 10 tahun atau berpendidikan setara SMP.
Selanjutnya capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) yang menunjukkan
proporsi anak sekolah pada suatu jenjang Pendidikan tertentu dalam kelompok
umur yang sesuai dengan jenjang Pendidikan tersebut, capaian indikator ini
hingga tahun 2017 untuk jenjang Pendidikan SD/Ml/Paket A telah
mencapail03,09 sedangkan untuk tingkat SLTP sederajat tercapai 106,76.
Berdasarkan realisasi APK sejak tahun 2012 hingga tahun 2017 menunjukkan
tingginya tingkat partisipasi sekolah dengan APK yang melampaui 100%.
Namun jika berdasarkan perhitungan APM yang merupakan proporsi penduduk
pada kelompok usia jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah
terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut, angka partisipasi sekolah
relatif lebih rendah. Pada jenjang SD/MI/Paket A sederajat secara rata-rata dari
tahun 2012-2017 berada pada kisaran 95%. Sedangkan untuk tingkat SLTP
sederajat tercapai rata-rata 80%. Pada tahun 2017 jenjang SD/MI/Paket A
tercapai 93,54 dan tingkat SLTP sederajat tercapai 80,82. Realisasi ini masih
tergolong tinggi karena memperhitungkan ketepatan kelompok usia dengan
jenjang Pendidikan yang sesuai. Realisasi APM tersebut dapat menjadi ukuran
daya serap sistem Pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Beberapa
permasalahan pencapaian prioritas peningkatan kualitas pendidikan untuk
semua adalah sebagai berikut.

- Penyelenggaraan Pendidikan yang berkualitas masih belum secara efektif
dan sungguh-sungguh direalisasikan melalui program-program nyata pada
setiap jejang Pendidikan;

- Masih belum meratanya kualitas penyelenggaraan pendidikan baik yang
dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat;

- Keterkaitan sistem pendidikan baik Pendidikan formal maupun nonformal

dengan ketenagakerjaan masih belum optimal;
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- Pendidikan berbasis teknologi informasi dan Pendidikan berbasis kearifan
lokal belum berkembang;

- Satuan Pendidikan berbasis keunggulan lokal belum dikembangkan
dengan baik;

- Pendidikan di semua jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan untuk
meningkatkan daya saing Pendidikan Kota Bontang masih perlu
ditingkatkan mutunya;

- Fasilitas/sarana penunjang Pendidikan termasuk pengembangan
perpustakaan dan laboratorium sebagai sarana minat dan budaya baca
masih perlu ditingkatkan;

- Belum optimalnya pengembangan keragaman seni dan budaya serta
pemberdayaan Lembaga budaya.

b. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Belum Optimal Khususnya yang
Bersifat Promotif dan Preventif
Kesehatan merupakan salah satu faktor utama yang diperlukan untuk
membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Upaya pelayanan
kesehatan masyarakat terus ditingkatkan agar semua lapisan masyarakat
dapat memperoleh secara mudah, murah dan merata. Pengembangan sarana
dan prasarana pelayanan kesehatan serta pemenuhan dokter dan tenaga
medis yang berkompeten. Beberapa permasalahan pencapaian prioritas
peningkatan kualitas pelayanan kesehatan untuk semua adalah sebagai
berikut.

- Belum optimalnya upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotive
dan preventif;

- Mutu layanan kesehatan belum sepenuhnya sesuai dengan standar
nasional;

- Perilaku budaya hidup bersih dan sehat di kalangan masyarakat menuju
derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik belum berkembang;

- Perkembangan metode dan teknologi medis belum diikuti dengan

peningkatan sarana dan prasarana alat kesehatan terkait dan

profesionalisme pelayanan kesehatan, serta ketercukupan jumlah tenaga-
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tenaga medis dan spesialis serta paramedis, bidan, ahli gizi, dan ahli
sanitasi;
- Sistem Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) bagi

masyarakat belum optimal.

c. Persentase Angka Kemiskinan dan Pengangguran Masih Tinggi
Tingkat ketimpangan distribusi pendapatan erat kaitannya dengan realisasi
tingkat kemiskinan dalam suatu wilayah. Semakin timpang distribusi
pendapatan, umumnya akan mencerminkan tingkat kemiskinan yang semakin
tinggi. Berdasarkan perhitungan BPS tingkat kemiskinan atau persentase
penduduk miskin Kota Bontang pada tahun 2017 mencapai 5,16%, relatif
mengalami penurunan dibandingkan tahun 2016 yang sebesar 5,18% atau
mengalami penurunan 0,02%. Secara absolut jumlah penduduk miskin Kota
Bontang selama tahun 2012-2017 cenderung mengalami peningkatan. Hanya
pada tahun 2015 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan, dan
kemudian meningkat kembali pada tahun 2016 dan 2017. Turunnya jumlah
penduduk miskin pada tahun 2015 tersebut tidak terlepas dari pertumbuhan
ekonomi yang cukup tinggi pada tahun tersebut. Pertumbuhan sektor-sektor
ekonomi yang cukup bergairah pada tahun tersebut terlihat berdampak pada
perbaikan pendapatan masyarakat. Sebaliknya sejalan dengan pelambatan
bahkan penurunan pertumbuhan ekonomi tahun 2016 telah berdampak pada
meningkatnya jumlah penduduk miskin. Lesunya sektor pertambangan dan
menurunnya sektor industri pengolahan telah berimplikasi pada berkurangnya
sumber-sumber ekonomi masyarakat yang berkaitan dengan dampak multiplier

sektor-sektor tersebut.

Angka partisipasi angkatan kerja di tahun 2016 telah tercapai sebesar 70,17%
dan pada tahun tahun 2017 tercapai sebesar 67,30% menurun sebesar 2,87%.
Angka partisipasi angkatan kerja merupakan perbandingan jumlah angkatan
kerja dengan jumlah penduduk usia kerja, terjadinya penurunan tahun 2017
menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja menurun dari tahun 2016. Hal
tersebut merupakan dampak dari lesunya perekonomian kota bontang di tahun

2017, yang mengakibatkan beberapa perusahaan yang menarik investasinya
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dari kota bontang atau bahkan gulung tikar. Dalam pencapaian indikator tingkat
pengangguran ditahun 2017 angka pengangguran mengalami kenaikan
sebesar 0,01% dibandingkan dengan tahun 2016, sehingga perlu adanya
komitmen yang tinggidalam menurunkan tingkat pengangguran tersebut.
Beberapa permasalahan pencapaian prioritas menurunkan angka kemiskinan
dan pengangguran adalah sebagai berikut.

- Masih tingginya angka kematian;

- Masih tingginya angka pengangguran.

d. Belum Terwujudnya Pemerintahan yang Responsif, Transparan, Akuntabel dan
Partisipatif
Penyelenggaraan tata pemerintahan belum sepenuhnya menerapkan praktek-
praktek tata pemerintahan yang baik yang setidaknya mencakup prinsip-prinsip
akuntabilitas, keterbukaan, keterukuran dan partisipasi masyarakat. Meskipun
predikat WTP telah diraih, akuntabilitas masih membutuhkan kesungguhan
seluruh penyelenggara pemerintah daerah sehingga setiap alokasi anggaran
yang dibelanjakan memiliki ukuran kinerja yang jelas dalam rangka
meningkatkan kinerja pemerintah sebagai penyedia dan penyelenggara layanan
publik bagi masyarakat. Beberapa permasalahan pencapaian prioritas
peningkatan Pemerintahan yang Responsif, Transparan, Akuntabel dan
Partisipatif adalah sebagai berikut.
- Kualitas layanan publik masih belum optimal,
- Keterbukaan dan transparansi informasi publik masih harus ditingkatkan;
- Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam

penyelenggaraan tata pengelolaan pemerintahan.

e. Belum Optimalnya Kualitas Lingkungan Permukiman
Beberapa permasalahan pencapaian prioritas peningkatan kualitas lingkungan
permukiman adalah sebagai berikut.
- Belum memadainya sanitasi permukiman di atas laut;
- Belum optimalnya penataan Kawasan permukiman kumuh;
- Partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam penataan lingkungan

permukiman belum optimal.
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f.  Belum Optimalnya Kualitas Lingkungan Hidup

Pada periode 2012-2017, upaya penanganan sampah cenderung meningkat
dari tahun ke tahun. Persentase penanganan sampah maupun TPS per satuan
penduduk cenderung meningkat sepanjang tahun. Keseriusan pemerintah
dalam penanganan sampah tergambar dari pencapaian piala Adipura secara
berturut-turut sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2017 dan pada tahun
2013 memperoleh Adipura Kencana. Dalam rangka menjaga kelestarian dan
daya dukung lingkungan maka dilakukan penataan kawasan pemukiman dan
pengawasan pencemaran. Beberapa permasalahan pencapaian prioritas
peningkatan kualitas lingkungan hidup adalah sebagai berikut.

- Kawasan RTH belum dikelola dengan baik;

- Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan pemberdayaan

masyarakat untuk peduli terhadap pengelolaan sampah secara mandiri;

- Peningkatan limbah cair, padat dan B3.

g. Belum Optimalnya Penataan dan Pengendalian Penataan Ruang
Ruang Kota Bontang termasuk sangat sempit dibanding daerah lainnya di
Kalimantan Timur. Kondisi ini seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah
agar lahan yang ada dimanfaatkan secara efisien sesuai penggunaannya. Untuk
mencapai hal tersebut diperlukan ketegasan dalam menegakkan peraturan yang
terkait penataan ruang. Beberapa permasalahan pencapaian prioritas Penataan
dan Pengendalian Penataan Ruang adalah sebagai berikut.

- Tekanan alih fungsi lahan dari fungsi hutan lindung ke peruntukan
budidaya yang menimbulkan dampak terhadap kelestarian lingkungan;

- Kawasan pesisir dan laut khususnya hutan mangrove dan ekosistem
terumbu karang akan semakin terdegradasi seiring dengan meningkatnya
aktivitas masyarakat dan industri pada kawasan pesisir dan laut;

- Semakin meningkatnya jumlah penduduk dan pembangunan perumahan
pada kawasan perkotaan berpotensi menekan fungsi daerah aliran sungai
(DAS), termasuk ancaman pencemaran air sungai di Kota Bontang;

- Kota Bontang merupakan daerah yang rawan potensi banjir dan bahaya

kekeringan;
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- Semakin meningkatnya aktivitas industri membawa konsekuensi pada
potensi penurunan kualitas udara karena meningkatnya sumber emisi gas
rumah kaca, emisi gas buang sumber bergerak dan tidak bergerak dan air;

- Semakin meningkatnya aktivitas industri juga membawa konsekuensi pada
potensi ancaman bencana industri;

- Kurangnya penyediaan ruang terbuka hijau khususnya di Kawasan

Perkotaan.

h. Akses Pelayanan Air Bersih Masih Perlu Ditingkatkan
Beberapa permasalahan pencapaian prioritas peningkatan pelayanan air bersih
adalah sebagai berikut.
- Layanan air bersih masih perlu ditingkatkan baik dari aspek kualitas dan
kapasitas;
- Sumber daya air tanah masih menjadi satu-satunya sumber pemenuhan
kebutuhan layanan air bersih;
- Peningkatan penyediaan sumber air baku belum memadai untuk
mengimbangi laju pertumbuhan penduduk;
- Tingginya konversi lahan menjadi lahan terbangun yang berpotensi

mengurangi ketersediaan air.

i. Daya Saing Ekonomi Masih Perlu Ditingkatkan
Kemampuan ekonomi daerah vyaitu kemampuan daerah untuk bersaing
menyediakan fasilitas dan kemudahan bagi investor dan pelaku ekonomi untuk
berusaha pada masing-masing daerah otonomi, Fasilitas dan kemudahan
tersebut dapat berupa kebijakan pemerintah daerah untuk mempersehingga
pada daya saing daerah yaitu membuat daya tarik para pelaku ekonomi untuk
tetap berinvestasi ataupun menarik investor dari luar daerah untuk berinvestasi
di Kota Bontang. Prioritas Pembangunan Peningkatan Kemudahan Berusaha
dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan, dalam perspektif rencana
pembangunan Kota Bontang tahun 2019 diselenggarakan dan sejalan dengan
prioritas pembangunan Kota Bontang dalam upaya meningkatkan daya saing
ekonomi khususnya terkait dengan upaya peningkatan investasi dan

pengembagan sektor-sektor ekonomi rakyat yakni sektor UKM dan
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perdagangan. Beberapa permasalahan pencapaian prioritas peningkatan daya

saing ekonomi adalah sebagai berikut.

Belum tumbuhnya investasi secara memadai pada sektor-sektor ekonomi
lokal;

Belum optimalnya peran sektor UMKM dalam perekonomian Kota Bontang;
Belum optimalnya pengembangan sektor perikanan;

Rendahnya daya saing investasi sektor perikanan;

Belum optimalnya pengembangan daya tarik wisata pesisir dan laut;

Belum tumbuhnya sektor industri diluar industri basis;

Belum optimalnya daya dukung sarana prasarana perdagangan.

Daya Dukung Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Ekonomi Daerah Masih Perlu

Ditingkatkan

Pembangunan infrastruktur akan meningkatkan mobilitas manusia dan barang

antar daerah dan antara kabupaten/kota, yang meliputi fasilitas transportasi

(jalan, jembatan, pelabuhan), fasilitas kelistrikan, fasilitas komunikasi, fasilitas

pendidikan, dan fasilitas air bersih. Tersedianya infrastruktur yang memadai

merupakan nilai tambah bagi perwujudan pembangunan daerah. Beberapa

permasalahan pencapaian prioritas peningkatan Daya Dukung Infrastruktur

Dasar dan Infrastruktur Ekonomi Daerah adalah sebagai berikut.

Masih terdapat kawasan yang belum bebas banijir;

Sistem DAS belum tertata secara menyeluruh;

Pelayanan infrastruktur bandar udara masih sangat terbatas karena
merupakan pelayanan terbatas perusahaan;

Peran pelabuhan dalam menyediakan layanan angkutan orang dan barang
masih belum berfungsi sesuai yang diharapkan, hal ini berimplikasi pada

masih rendahnya perkembangan ekonomi dari jasa maritim.
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BAB Il. PERENCANAAN KINERJA

Pemerintah Kota Bontang sebagai salah satu instansi pemerintah
menyusun dokumen perencanaan yang merupakan landasan penyelenggaraan
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) selama kurun 5 (lima)
tahun yaitu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Bontang periode 2016 — 2021. RPJMD secara garis besar menuangkan visi, misi,

tujuan dan sasaran sebagai berikut.

2.1. Visi Pembangunan 2016 — 2021
Visi Pembangunan Kota Bontang 2016 — 2021 “Menguatkan Kota Bontang
sebagai Kota Maritim Berkebudayaan Industri Yang Bertumpu pada Kualitas

Sumber Daya Manusia dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat.”

2.2. Misi Pembangunan 2016 — 2021
Misi Pembangunan Kota Bontang 2016 — 2021 adalah sebagai berikut.

1) Menjadikan Kota Bontang sebagai Smart City melalui peningkatan kualitas
sumber daya manusia;

2) Menjadikan Kota Bontang sebagai Green City melalui peningkatan kualitas
lingkungan hidup;

3) Menjadikan Kota Bontang sebagai Creative City melalui pengembangan

kegiatan perekonomian berbasis sektor maritim.

2.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan 2016 — 2021

Tujuan merupakan penjabaran dan implementasi misi pembangunan yang
telah disusun. Untuk mewujudkan misi sebagaimana telah dirumuskan di atas,
maka ditetapkan tujuan dan sasaran selama 5 (lima) tahun. Penjabaran misi,

tujuan dan sasaran disajikan pada tabel di bawah ini.
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Tabel 2.1 Penjabaran Misi dalam Tujuan Pembangunan Daerah beserta Indikator dan Target Selama 5 (Lima) Tahun

Misi Tujuan Indikator Satuan Target
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Misi 1: Meningkatkan Indeks Persen 78,78 78,82 78,87 78,91 78,96 79
Menjadikan Kualitas Sumber | Pembangunan
Kota Bontang Daya Manusia Manusia
sebagai Smart
City melalui
peningkatan
kualitas
sumber daya
manusia
Mengembangkan | Indeks Kepuasan Indeks 78,99 80,23 81,48 82,72 83,97 85,21
masyarakat dan | Masyarakat
pemerintahan
yang cerdas
serta kompetitif,
berbasis
informasi dan
teknologi
Predikat Nilai B B B B BB BB
Akuntabilitas
Kinerja
Pemerintah
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Nilai Poin/skor 2,5 2,6 2,7 2,8 29 3,0
Pemeringkatan
e-Goverment
Indonesia (PeGi)
Misi 2 : Mengembangkan | Mempertahankan Ton CO:2 2.015,6 2.126,3 2.236,9 2.347,6 2.458,3 2.569,0
Menjadikan pembangunan laju pertumbuhan
Kota Bontang kota yang ramah | emisi
sebagai Green | lingkungan
City melalui
peningkatan
kualitas
lingkungan
hidup
Meningkatkan Cakupan Persentase 96,74 97,39 98,04 98,70 99,35 100
kuantitas dan pelayanan air
kualitas minum
pelayanan air
minum
Meningkatkan Kesesuaian Persentase 82,08 83,20 84,32 85,44 86,56 87,68
Penataan dan pemanfaatan
Pemanfaatan ruang terhadap
Ruang Rencana Tata
Berkelanjutan Ruang Wilayah
Misi 3 : Meningkatkan Pertumbuhan Persentase 7,74 7,40-8,24 | 7,80-8,68 | 8,20-9,12 | 8,60-9,56 8-10
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Menjadikan
Kota Bontang
sebagai
Creative City
melalui
pengembangan
kegiatan
perekonomian
berbasis sektor
maritim

Peran Sektor
Non Migas
Dalam Struktur
Ekonomi Daerah

PDRB Non
Migas

Peningkatan Jumlah usaha Unit 356 406 456 506 556 606
daya saing mikro/kecil yang
ekonomi Kota produktif
Bontang
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Mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kota Bontang Tahun 2016-2021, dokumen Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Kota Bontang Tahun 2019, dan dokumen Kebijakan Umum
Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Kota

Bontang Tahun 2019, serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Kota Bontang dan Perubahannya Tahun 2019, telah disusun

dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bontang Tahun 2019 yang

ditandatangani Wali Kota Bontang. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bontang
Tahun 2019 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bontang Tahun 2019

No | Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target
1 | Meningkatnya 1 | Rata-rata lama Sekolah Tahun 10,9
Kualitas Pendidikan Penduduk usia 15 tahun Ke
Untuk Semua Atas
2 | Harapan lama Sekolah Tahun 12,91
(HLS)
2. | Meningkatnya 3 | Angka Kematian Bayi Rasio 8,6
Kualitas Kesehatan : :
Untuk Semua 4 | Angka kematian Ibu Rasio 123
5 | Prevalensi Balita Gizi Buruk Persentase <5
6 | Angka Harapan Hidup Tahun 73,95
3. | Meningkatnya 7 | Tingkat Kemiskinan Persentase 4,42
Kesejahteraan :
Kehidupan Sosial 8 | Tingkat Pengangguran Persentase 10,14
4. | Terwujudnya 9 [ Predikat Akuntabilitas Nilai B
Penyelenggaraan Kinerja Pemerintah
Pemerintahan yang — —
Transparan, 10 | Nilai LPPD Nilai ST
A"“’?t?‘be_' B 11 | Indeks Kepuasan Indeks 82,72
Partisipatif
Masyarakat
12 | Indeks Reformasi Birokrasi Nilai B
13 | Nilai Pemeringkatan e- Poin/Score 3,4
Goverment Indonesia (PeGi)
5. | Meningkatnya 14 | Cakupan pelayanan Air Persentase 97,57
Cakupan Limbah Domestik
Pengelolaan
Sanitasi 15 | Cakupan penaganan Persentase 91
Sampah
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6. | Meningkatnya 16 | Kawasan Perumahan dan Luas (Ha) 35
Kualitas Permukiman Kumuh
Lingkungan
Permukiman

7. | Meningkatnya 17 | Cakupan Pelayan Air Minum Persentase 99
Akses Pelayanan
Air Minum

8. | Terselesaikannya 18 | Luas Wilayah Tergenang Luas (Ha) 23,86
Permasalahan
Banijir

9. | Meningkatnya 19 | Pertumbuhan PDRB Non Persen 3-5
Pertumbuhan Migas
Ekonomi Non
Migas

12. | Tersedianya 20 | Panjang Jalan Kondisi Baik Persen 98
Insfrastruktur Kota :
yang Memadai 21 | Jumlah Sarana Unit 3
untuk Mendukung Perdagangan Pasar
E(Erkeml_)ingtan 22 | Jaringan Gas Rumah Kelurahan 14

onomi Kota Tangga

Selanjutnya beberapa target pada indikator kinerja mengalami beberapa perubahan

dikarenakan beberapa target dianggap kurang relevan dengan realisasi kinerja pada

tahun sebelumnya. Berikut disajikan perjanjian kinerja perubahan Pemerintah Kota
Bontang Tahun 2019.

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Kota Bontang Tahun 2019

No | Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target
1 | Meningkatnya 1 | Rata-rata lama Sekolah Tahun 10,9
Kualitas Pendidikan Penduduk usia 15 tahun Ke
Untuk Semua Atas
2 | Harapan lama Sekolah Tahun 12,91
(HLS)
2. | Meningkatnya 3 | Angka Kematian Bayi Rasio 8,6
Kualitas Kesehatan . .
Untuk Semua 4 | Angka kematian Ibu Rasio 123
5 | Prevalensi Balita Gizi Buruk Persentase <2
6 | Angka Harapan Hidup Tahun 73,95
3. | Meningkatnya 7 | Tingkat Kemiskinan Persentase 4,42
Kesejahteraan :
Kehidupan Sosial 8 | Tingkat Pengangguran Persentase 10,14
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4. | Terwujudnya 9 | Predikat Akuntabilitas Nilai B (68,25)
Penyelenggaraan Kinerja Pemerintah
Pemerintahan yang — —
Transparan, 10 | Nilai LPPD Nilai ST
Akuntabel dan (3.1300)
TR 11 | Indeks Kepuasan Indeks 82,72
Masyarakat
12 | Indeks Reformasi Birokrasi Nilai B
13 | Nilai Pemeringkatan e- Poin/Score 3,4

Goverment Indonesia (PeGi)

5. | Meningkatnya 14 | Cakupan pelayanan Air Persentase 97,57
Cakupan Limbah Domestik
Pengelolaan
Sanitasi 15 | Cakupan penanganan Persentase 91

Sampah

6. | Meningkatnya 16 | Kawasan Perumahan dan Luas (Ha) 9,60
Kualitas Permukiman Kumuh
Lingkungan
Permukiman

7. | Meningkatnya 17 | Cakupan Pelayan Air Minum Persentase 99
Akses Pelayanan
Air Minum

8. | Terselesaikannya 18 | Luas Wilayah Tergenang Luas (Ha) 23,86
Permasalahan
Banjir

9. | Meningkatnya 19 | Pertumbuhan PDRB Non Persen 3-5
Pertumbuhan Migas
Ekonomi Non
Migas

12. | Tersedianya 20 | Panjang Jalan Kondisi Baik Persen 98
Insfrastruktur Kota .
yang Memadai 21 | Jumlah Sarana Unit 3
untuk Mendukung Perdagangan Pasar
Perkembaggsy 22 | Jaringan Gas Rumah Kelurahan 14

Ekonomi Kota
Tangga

Sedangkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bontang dituangkan dalam
Keputusan Wali Kota Bontang Nomor 060.4/261/0rg.3 Tahun 2016 tentang
Perubahan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bontang Tahun 2016-2021.
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bontang Tahun 2019 adalah sebagai
berikut:
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Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bontang Tahun 2019

No. Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Utama Penjelasan/Alasan Penanggung Sumber Data
Perhitungan Jawab
1. | Meningkatnya 1 | Rata-rata Lama Sekolah | Kombinasi antara Dinas Pendidikan Profil Pendidikan
Kualitas Pendidikan Penduduk Usia 15 partisipasi sekolah, Kota Bontang / BPS
untuk Semua Tahun Ke Atas jenjang pendidikan

yang sedang dijalani,
kelas yang diduduki
dan pendidikan yang

ditamatkan
2 | Harapan Lama Sekolah | Perbandingan antara | Dinas Pendidikan Profil Pendidikan
(HLS) jumlah penduduk usia Kota Bontang / BPS

tertentu yang
bersekolah pada thn
tertentu dengan
jumlah penduduk usia
tertentu pada tahun

tertentu
2. | Meningkatnya 3 | Angka Kematian Bayi (Jumlah kematian bayi | Dinas Kesehatan Profil Kesehatan
Kualitas Kesehatan dalam setahun : dan Keluarga
untuk Semua Jumlah kelahiran Berencana

hidup) x 1000

4 | Angka Kematian Ibu (Jumlah kematian ibu | Dinas Kesehatan Profil Kesehatan
dalam setahun : dan Keluarga
Jumlah kelahiran Berencana

hidup) x 100.000
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5 | Prevalensi Balita Gizi (Jumlah Balita gizi Dinas Kesehatan Profil Kesehatan
Kurang kurang : jumlah balita) | dan KB
x 100%
6 | Angka Harapan Hidup Total Usia Penduduk | Dinas Kesehatan DKPS dan BPS
Meninggal : Jumlah
Orang Meninggal
pada tahun
perhitungan

3 | Meningkatnya 7 | Tingkat kemiskinan (Jumlah penduduk DSP3M DSP3M dan BPS
Kesejahteraan miskin : Jumlah
Kehidupan Sosial penduduk) x 100%

8 | Tingkat Pengangguran (Jumlah DPMTKPTSP DPMTKPTSP dan
Pengangguran : BPS
Jumlah angkatan
kerja) x 100%

4 | Terwujudnya 9 | Predikat Akuntabilitas Nilai evaluasi laporan | Sekretariat Daerah Laporan Hasil
Penyelenggaraan Kinerja Pemerintah akuntabilitas Kinerja Evaluasi LKIP
Pemerintahan yang Pemerintah
Transparan, — — : . .
Akuntabel dan 10 | Nilai LPPD Nilai evaluasi LPPD Sekretariat Daerah Laporan_ Hasil
Partisipatif Evaluasi LPPD

11 | Indeks Kepuasan Nilai Indeks Kepuasan | Sekretariat Daerah, | Laporan hasil SKM
Masyarakat Masyarakat Perangkat Daerah
dan Unit Kerja
12 | Indeks Reformasi Nilai komponen 8 area | Sekretariat Daerah Laporan hasil IRB
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Birokrasi

perubahan

13

Nilai Pemeringkatan e-
Government Indonesia
(PeGi)

Nilai Pemeringkatan
e-Government
Indonesia (PeGi)

Dinas Komunikasi,
Informatika dan
Statistik

Laporan hasil PeGi

Meningkatnya
Cakupan Pengelolaan
Sanitasi

14

Cakupan Pelayanan Air
Limbah Domestik

(Jumlah limbah yang
dikelola : Total limbah)
x 100%

DPU dan PRK dan
DLH

Laporan pelayanan
air limbah domestik

15 | Cakupan Penanganan Jumlah sampah yang | DLH Laporan volume
Sampah tertangani : Jumlah sampah masuk TPA
produksi sampah
x100%
Meningkatnya 16 | Kawasan Perumahan (Luas wilayah DPKP2 DPKP2

Kualitas Lingkungan
Permukiman

dan Permukiman Kumuh

pemukiman kumuh :
luas wilayah) x 100%

Meningkatnya Akses

17

Cakupan Pelayanan Air

(Jumlah rumah tangga

Dinas PU dan Tata

Laporan cakupan

Pelayanan Air Minum Minum pengguna air bersih : | Ruang Kota pelayanan air minum
jumlah seluruh rumah yg dapat dilayani
tangga) x 100%

Terselesaikannya 18 | Luas Wilayah Tergenang | (Jumlah wilayah DPKP2 Laporan presentasi

Permasalahan Banjir

tergenang : Jumlah
Luas Wilayah) x 100%

Dinas PU dan Tata
Ruang Kota

wilayah tergenang

Meningkatnya
Pertumbuhan

19

Pertumbuhan PDRB Non

Hasil dari penetapan

DKUMP

Laporan BPS
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Ekonomi Non Migas

Migas

BPS

10

Tersedianya
Infrastruktur Kota
yang Memadai untuk
Mendukung
Perkembangan
Ekonomi Kota

20

Panjang Jalan Kondisi
Baik

(Jumlah panjang jIin
dalam kondisi baik :
jumlah jalan
keseluruhan) x 100%

Dinas PU dan Tata
Ruang Kota

Laporan monitoring
sarana prasarana
dasar

21

Jumlah sarana

Jumlah sarana

Dinas Koperasi

Dinas Koperasi UKM

perdagangan/pasar perdagangan/pasar UKM dan dan Perdagangan
yang dimodernisasi Perdagangan dan dan DPUTRK
DPUTRK
22 | Jaringan gas rumah Jumlah kelurahan DPKP2 Laporan pelayanan

tangga

yang tersambung
jargas

instalasi Gas RT.
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BAB Ill. AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Tahun 2019 dituangkan dalam pelaporan kinerja
Pemerintah Kota Bontang Tahun 2019 yang diwujudkan melalui pencapaian
kinerja pelaksanaan program dan kegiatan atas perencanaan kinerja yang telah
ditetapkan pada awal Tahun 2019. Bab ini menjelaskan analisis capaian kinerja
Pemerintah Kota Bontang beberapa tahun terakhir, membandingkan capaian
kinerja dengan target yang telah ditetapkan, membandingkan capaian kinerja
pada lingkup provinsi maupun nasional, cara mencapai serta faktor pendukung
dan faktor penghambat.

3.1. Capaian Kinerja Pemerintah Kota Bontang Tahun 2019

Adapun capaian kinerja Pemerintah Kota Bontang pada Tahun 2019
membandingkan realisasi dengan target yang telah ditetapkan adalah sebagai
berikut.

Tabel 3.1. Capaian Kinerja Pemerintah Kota Bontang Tahun 2019

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi %
(PK) Capaian
2 3 4 5 6 7
Meningkatnya 1 | Rata-rata lama Tahun 10,9 10,73 98,44 %
Kualitas Pendidikan Sekolah
Untuk Semua Penduduk usia
15 tahun Ke
Atas
2 | Harapan lama Tahun 12,91 12,89 99,92 %
Sekolah (HLS)
Meningkatnya 3 | Angka Kematian Rasio 8,6 11 78,18 %
Kualitas Kesehatan Bayi
Untuk Semua 4 | Angka kematian Rasio 123 79 155,69%
Ibu
5 | Prevalensi Balita | Persentase <2 0,2 105,26%
Gizi Kurang
6 | Angka Harapan Tahun 73,95 74,18 100,31%
Hidup
Meningkatnya 7 | Tingkat Persentase 4,42 4,22 104,73%
Kesejahteraan Kemiskinan
Kehidupan Sosial 8 | Tingkat Persentase 10,14 9,19 110,33%
Pengangguran
Terwujudnya 9 | Predikat Nilai B B 99,13%
Penyelenggaraan Akuntabilitas (68,25) (67,66)
Pemerintahan yang Kinerja
Transparan, Pemerintah
Akuntabel dan 10  Nilai LPPD Nilai ST ST 110,87%
Partisipatif (3.1300) | (3,4701)
11 | Indeks Indeks 82,72 84,08 101,64%
Kepuasan
Masyarakat
12 | Indeks Nilai B B (66,41) 100%
Reformasi
Birokrasi
13 | Nilai Poin/Score 34 3,30 97,05%
Pemeringkatan
e-Goverment
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Indonesia (PeGi)

5. | Meningkatnya 14 | Cakupan Persentase 97,57 99,52 101,99%
Cakupan Pengelolaan pelayanan Air
Sanitasi Limbah
Domestik
15 | Cakupan Persentase 91 95,05 104,45%
penanganan
Sampah
6.  Meningkatnya 16 = Kawasan Luas (Ha) 9,60 16,33 58,78%
Kualitas Lingkungan Perumahan dan
Permukiman Permukiman
Kumuh
7. | Meningkatnya Akses 17 | Cakupan Persentase 99 99,53 100,53%
Pelayanan Air Minum Pelayan Air
Minum
8. | Terselesaikannya 18 | Luas Wilayah Luas (Ha) 23,86 26,28 90,79%
Permasalahan Banijir Tergenang
9. | Meningkatnya 19 = Pertumbuhan Persen 3-5 11,51 230,2%
Pertumbuhan PDRB Non
Ekonomi Non Migas Migas
10. | Tersedianya 20 @ Panjang Jalan Persen 98 99,95 101,98%
Insfrastruktur Kota Kondisi Baik
yang Memadai untuk 21 Jumlah Sarana Unit 3 3 100%
Mendukung Perdagangan
Perkembangan Pasar
Ekonomi Kota 22 | Jaringan Gas Kelurahan 14 14 100%

Rumah Tangga

3.2. Analisis Capaian Kinerja Pemerintah Kota Bontang
Adapun pencapaian kinerja Pemerintah Kota Bontang beberapa tahun

terakhir disajikan seperti di bawah ini :

3.2.1. Sasaran 1 “Meningkatnya Kualitas Pendidikan Untuk Semua”
Sasaran “Meningkatnya Kualitas Pendidikan Untuk Semua” memiliki 2

(dua) indikator kinerja yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.2. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1

No Indikator Kinerja Satuan Tahun 2019
Target Realisasi % Capaian
1. Rata-rata lama Sekolah Tahun 10,9 10,73 98,44 %
Penduduk usia 15 tahun Ke
Atas
2, Harapan lama Sekolah (HLS) Tahun 12,91 12,90 99,92 %
Rata-rata Capaian 99,18 %

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kota Bontang, 2019

3.2.1.1. Indikator Kinerja Sasaran | “Rata-rata Lama Sekolah Penduduk
Usia 15 Tahun Ke Atas
Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas pada tahun

2019 ditetapkan target 10,9 tahun dengan realisasi 10,73 tahun dan capaian

kinerja sebesar 98,44%. Realisasi indikator kinerja Rata-rata Lama Sekolah
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Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas sejak tahun 2016 sampai dengan 2018
mengalami peningkatan dan telah melebihi dari target yang telah ditetapkan.
Namun pada tahun 2019 mengalami penurunan capaian kinerja sebesar 3,56%

seperti yang disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.3. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja
Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas

Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas
Tahun Target Realisasi Capaian Capaian Tingkat
Kinerja Anggaran Efisiensi
2016 10,37 tahun 10,38 tahun 99,33% 74,38% 24,95%
2017 10,39 tahun 10,39 tahun 100% 90,11% 9,89%
2018 10,41 tahun 10,70 tahun 102% 83,96% 18,04%
2019 10,90 tahun 10,72 tahun 98,44% 86,67% 11,77%

Sumber Data : LKjIP Kota Bontang 2016-2018, Dinas Pendidikan 2019

Realisasi indikator kinerja pertahun terhadap target akhir RPIJMD pada tahun
2021 disajikan seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.4. Realisasi Indikator Kinerja Rata-Rata Lama Sekolah
Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas terhadap Target RPJMD

No Indikator Satuan | Realisasi Realisasi Realisasi @ Realisasi @ Target
Kinerja 2016 2017 2018 2019 2021
1 Rata-Rata Lama tahun 10,38 10,39 10,70 10,72 10,45
Sekolah
Penduduk Usia
15 Tahun Ke
Atas

Sumber Data : LKjIP Kota Bontang 2016-2018, RPJMD 2016-2021

Grafik 3.1. Realisasi Rata-rata Lama Sekolah

M Rata-rata Lama Sekolah

10.70 10.72

10.38 10.39

2016 2017 2018 2019

3.2.1.2 Indikator Kinerja Sasaran | “Harapan Lama Sekolah (HLS)”
Harapan Lama Sekolah (HLS) pada tahun 2019 ditetapkan target 12,91

tahun dengan realisasi 12,89 tahun dan capaian kinerja sebesar 99,84%.

Realisasi tersebut dibandingkan tahun lalu mengalami penurunan sebesar
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0,16%. Realisasi Harapan Lama Sekolah (HLS) tahun 2016-2019 mengalami

peningkatan dan penurunan seperti yang disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.5. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan Lama Sekolah
. Capaian Capaian Tingkat
Tahun Target Realisasi Kinerja Anggaran Efisiensi %
2016 12,77 tahun 12,77 tahun 100% 74,38% 25,62%
2017 12,82 tahun 12,79 tahun 99,77% 68,53% 31,24%
2018 12,86 tahun 12,88 tahun 100% 89,94% 10,06%
2019 12,91 tahun 12,89 tahun 99,84 % 93,41% 6,43%

Sumber Data : LKjIP Kota Bontang 2016-2018, Dinas Pendidikan 2019

Realisasi indikator kinerja pertahun terhadap target akhir RPIJMD pada tahun
2021 disajikan seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.6. Realisasi Indikator Kinerja Harapan Lama Sekolah terhadap Target RPIJIMD

No Indikator Satuan @ Realisasi Realisasi Realisasi @ Realisasi @ Target
Kinerja 2016 2017 2018 2019 2021
1 Harapan Lama tahun 12,77 12,79 12,88 12,89 13
Sekolah

Sumber Data : LKjIP Kota Bontang 2016-2021, RPJMD 2016-2021

Grafik 3.2. Realisasi Harapan Lama Sekolah

W Harapan Lama Sekolah

12.88 12.89

2016 2017 2018 2019

Adapun sasaran 1 dicapai melalui beberapa program berikut.

Tabel 3.7. Perbandingan Realisasi Keuangan Program yang Mendukung Sasaran 1

Anggaran Perubahan

2019 Realisasi 2019

NO Program Anggaran 2019

1. Program Wajib Belajar 43.895.869.000,00 50.590.333.290,00 42.410.550.078,88

Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun

22.401.081.971,00 22.187.793.170,00 20.793.329.346,00

2. Program Peningkatan
Mutu Pendidik Dan

Tenaga Kependidikan

3. Program Pendidikan 200.000.000,00 605.975.000,00 597.500.855,00

Inklusif

4. Program Manajemen 2.348.855.000,00 2.507.995.000,00 2.124.063.810,00

Pelayanan Pendidikan
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5. Program Peningkatan 9.317.520.000,00 9.655.837.000,00 8.190.852.448,00
Pelayanan Pendidikan

6. Program Peningkatan 21.407.008.000,00 19.410.009.000,00 18.520.162.702,00
Manajemen Pendidikan

7. Program 852.969.000,00 1.363.094.460,00 1.330.616.400,00
Pengembangan
Budaya Baca Dan
Pembinaan
Perpustakaan

8. Program Peningkatan 19.519.838.500,00 24.116.243.000,00 23.131.897.819,00
Kualitas Kehidupan
Beragama Dan
Pelayanan Sarana
Peribadatan

9 Program Pembinaan 3.307.130.000,00 3.033.555.000,00 2.817.593.250,00
Dan Fasilitasi
Kesejahteraan Sosial
Masyarakat
Total 123.250.271.471,00 133.470.834.920,00 119.916.566.708,88

Sumber Data : LRA Kota Bontang 2019

Program anggaran murni untuk menunjang sasaran 1 tersebut di atas berjumlah
123.250.271.471,00 namun setelah terjadi perubahan menjadi sebesar Rp
133.470.834.920,00 atau terjadi peningkatan anggaran sebesar Rp
10.220.563.449,00 atau sebesar 7,66%. Realisasi anggaran sebesar Rp
119.916.566.708,88 atau 89,84%, dengan Capaian kinerja sebesar 99,18%

sehingga terjadi tingkat efisiensi sebesar 9,34%.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan capaian kinerja sasaran 1 adalah

sebagai berikut.

a. Adanya alokasi anggaran dari APBD dan dukungan dana dari Pemerintah
Pusat berupa DAK sehingga dapat meningkatkan akses pelayanan pendidikan
berupa sarana dan prasana yang memadai serta meningkatnya mutu tenaga
pendidik dan para siswa.

b. Adanya komitmen yang tinggi dari Dinas Pendidikan yang dituangkan ke dalam
Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan untuk meningkatkan Akses Pemerataan
Sehingga Kemudahan Akses Memperoleh Pendidikan dan Kesenjangan Mutu
Antar Sekolah dan Antar Wilayah Kecamatan Dapat Keseimbangan Secara

Proporsional.
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Prestasi dan Penghargaan di bidang Pendidikan dapat dilihat seperti tabel di

bawah ini.
Nama Kejuaraan/ Kegiatan/ Sekolah/
No Keterangan
Penghargaan Tahun 2019 Lembaga
) @ ©) 4 ®)
1  |Apresiasi Bunda PAUD Tingkat Nasional
2 |Panji Apresiasi Bunda PAUD Tingkat Nasional
3 |Himpaudi Award Tingkat Nasional
TPA Ash 4 .
4 |Gernas Baru Shibhyan Tingkat Nasional
LKP Sasana ! .
5 Juara 3 Lembaga Kursus dan Berprestasi Widya Tingkat Nasional
) Juara 3 Desain Poster SMP YPVDP . o
6 |Salma Hayek Safira FLS2N-SMP Bontang Tingkat Provinsi
. Juara 1 Cabor Renang 100 |SMP YPVDP . _
7 |Juan Lucas Sinaga M Gaya Bebas Putra O2SN [Bontang Tingkat Provinsi
. Juara 1 Cabor Renang 50 |SMP YPVDP . .
8 [Juan Lucas Sinaga M Gaya Bebas Putra O2SN |Bontang Tingkat Provinsi
_ Juara 2 Cabor Renang 50 SMP YPVDP _ o
9 [Juan Lucas Sinaga M Gaya Kupu - kupu Putra Tingkat Provinsi
Bontang
O2SN
10 |Lugman Doddy Rahmandani
Juara 3 Cerdas Cermat
11 |Dzakwan Dwi Ramadhani |Tingkat SMP pada SgAnF;aT]PVDP Tingkat Provinsi
PENTAS PAI 9
12 |Fayyad Haifan Akmal
Juara 2 Kaligrafi Tingkat
13 |Salsabila Putri SMP dalam PENTAS PAI SMP YPVDP Tingkat Provinsi
. L Bontang
Tingkat Provinsi
14 |Richa Dewi Asih
15 |Marsa Gufti Wahidah Juara 1_Cedras cermat SMP YPVDP Tingkat Provinsi
permusiuman SMP Bontang
16 |Adyatma Fikri
. . Juara 1 Musabagah Fahmil |SMP YPVDP . —
17 |Aisyah Amani Nurhasanah Quran Putri pada MTQ Bontang Tingkat Provinsi
. . Juara 1 Musabagah Fahmil |SMP YPVDP . o
18 |Dhio Pravi Fazza Soesanto Quran Putra pada MTQ Bontang Tingkat Provinsi
Juara 2 Kualifikasi Sesi 1
19 |Ma'ruf Amin Abdullah Divisi Compound Junior 30 ggﬂniaT]:VDP Tingkat Provinsi
meter
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Juara 2 Kualifikasi Sesi 2

20 |Ma'ruf Amin Abdullah Divisi Compound Junior 30 SMP YPVDP Tingkat Provinsi
Bontang
meter
Juara 2 Aduan Mix Team
21 |Ma'ruf Amin Abdullah Divisi Compound Junior 30 SMP YPVDP Tingkat Provinsi
Bontang
meter
Juara 1 Aduan Beregu
22 |Ma'ruf Amin Abdullah Divisi Compound Junior 30 SMP YPVDP Tingkat Provinsi
Bontang
meter
Juara 3 Kualifikasi Sesi 1
23 |Ma'ruf Amin Abdullah Divisi Compound Senior 50 SMP YPVDP Tingkat Provinsi
Bontang
meter
Juara 2 Aduan Mix Team
24 |Ma'ruf Amin Abdullah Divisi Compound Senior 50 SMP YPVDP Tingkat Provinsi
Bontang
meter
Juara 1 Aduan Beregu
25 |Ma'ruf Amin Abdullah Divisi Compound Senior 50 SMP YPVDP Tingkat Provinsi
Bontang
meter
Juara 3 Kriya
26 |Muhammad Farid Wajdi AnyngestlvaI c_ian R0 1I2E | SRRV Tingkat Provinsi
Seni Siswa Nasional Bontang
(FLS2N-SD)
Juara 1 Tingkat
27 Adgilla Rachil Zahrana Solo Vocal FLS2N Tingkat [SD YPVDP Provinsi & Juara
Rustam Nasional Tahun 2019 Bontang Harapan 3 Tingkat
Nasional
SDN 005
28 |Muhammad Fariz Fauzan (Juara 3 Panjat Tebing Bontang Tingkat Provinsi
Fahrezi Utara
Juara 1 Lead Classic fON 001 . o
29 Paniat Tebiin Bontang Tingkat Provinsi
Ulva Aulia I 9 Selatan
Juara 2 Speed Classic SDN 001 . —
30 Paniat Tebiin Bontang Tingkat Provinsi
Ulva Aulia J 9 Selatan
SDN 001
31 Juara 2 Tartil Bontang Tingkat Provinsi
Ahmad Syaugi Ramadhan Selatan
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Wali Kota Bontang menerima Penghargaan Bunda Paud Terbaik Tingkat Nasional dari Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Republik Indonesia
(18 November 2019)

3.2.2. Sasaran 2 “Meningkatnya Kualitas Kesehatan Untuk Semua”

Sasaran “Meningkatnya Kualitas Kesehatan Untuk Semua” memiliki 4

(empat) indikator kinerja yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.8. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 2

No Indikator Kinerja Satuan Tahun 2019

Target Realisasi % Capaian

1/ Angka Kematian Bayi Rasio 8,6 11 78,18 %

2, Angka kematian Ibu Rasio 123 79 155,69 %

3. Prevalensi Balita  Gizi  Persentase <2 0,2 105,26%

Kurang

4, Angka Harapan Hidup Tahun 73,95 74,18 100,31 %
Rata-rata Capaian 109,86 %

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Bontang, 2019

3.2.2.1.

Indikator Kinerja Sasaran 1 “Angka Kematian Bayi”
Pada tahun 2019 ditetapkan target Indikator Kinerja Angka Kematian

Bayi 8,6 rasio dengan realisasi 11 rasio dan capaian kinerja 78,18%. realisasi

dibandingkan tahun lalu terjadi penurunan sebesar 16%. Pada awal periode

RPJMD sampai dengan tahun 2017 realisasi mengalami peningkatan namun

pada periode ketiga RPIMD mengalami penurunan yang cukup signifikan sampai

dengan tahun 2019 seperti yang disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.9. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi

Tahun Target Realisasi Cgpalgn Capaian Tl'ngkat.
Kinerja Anggaran Efisiensi
2016 11 Rasio 11,6 Rasio 94,83% 78,53% 16,3%
2017 10,20 Rasio 7,63 Rasio 133,68 % 100% 33,68%
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2018 9,40 Rasio 10 Rasio 94 % 83,7% 10,3%
2019 8,6 Rasio 11 Rasio 78,18 % 69,71% 8,47%
Sumber Data : LKjIP Kota Bontang 2016-2019, Dinas Kesehatan 2019

Realisasi indikator kinerja angka kematian bayi seperti disajikan pada tabel di
atas diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut.

Anaka K tian Bayi (AKB) = Jumlah kematian bayi 1 tahun 1,000
ngra fematian Sayt B Jumlah kelahiran hidup X

=2 %1.000 = 11 Rasio
3807

Realisasi indikator kinerja pertahun terhadap target akhir RPJMD pada tahun
2021 disajikan seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.10. Realisasi Indikator Kinerja Angka Kematian Bayi terhadap Target RPIJMD

No Indikator Satuan = Realisasi | Realisasi @ Realisasi @ Realisasi | Target
Kinerja 2016 2017 2018 2019 2021
1  Angka Rasio 11,6 7,63 10 11 7

Kematian Bayi
Sumber Data : LKjIP Kota Bontang 2016-2018, RPJMD 2016-2021

Grafik 3.3. Realisasi Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi

11.60 7.63 10.00 11.00
e e o )

2016 2017 2018 2019

Dapat disimpulkan bahwa angka kematian bayi pada 2019 sebesar 11/ 1.000 KH
atau 42 kasus kematian bayi. Sebagian besar kematian bayi terjadi pada usia
yang sangat rentan yaitu usia neonatus (0-28 hari). Capaian Indikator kinerja
Angka Kematian Bayi dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 mengalami
peningkatan capaian realisasi yang cukup signifikan yaitu dari 7,6 per 1.000
kelahiran hidup dan pada tahun 2018 menjadi 10 per 1.000 kelahiran hidup dan
meningkat menjadi 11 per 1.000 kelahiran hidup di tahun 2019.

Angka Kematian Bayi dari tahun ke tahun disebabkan adanya beberapa faktor
antara lain:
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1) Adanya Bumil Kurang Energi Kronis (KEK),

2) Berat Badan Lahir Rendah (BBLR),

3) Ibu hamil dengan usia terlalu muda atau terlalu tua.

4)  Jarak melahirkan yang terlalu dekat.

5) Asfiksia dimana bayi baru lahir dengan keadaan sulit bernafas/gagal
bernafas secara sepontan;

6) Adanya faktor penyerta lain yang dapat menyebabkan kematian bayi

seperti terjangkit penyakit menular HIV/AIDS, TB dan DBD.

Solusi yang dilakukan diantaranya Pemberdayaan Masyarakat dalam
pembangunan kesehatan, utamanya mendorong masyarakat untuk senantiasa
melaksanakan program Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sehingga angka
kesakitan dan kematian dapat ditekan seminimal mungkin serta peningkatan
pengawasan dalam monitoring evaluasi pelayanan kesehatan anak terutama

audit maternal.

3.2.2.2. Indikator Kinerja Sasaran 2 “Angka Kematian Ibu”

Pada tahun 2019 ditetapkan target Indikator Kinerja Angka Ibu 123
rasio dengan realisasi 79 rasio dan capaian kinerja 155,69%. realisasi
dibandingkan tahun lalu terjadi penurunan sebesar 52%. Sejak tahun 2016
indikator kinerja angka kematian ibu mengalami peningkatan dan penurunan
secara bersamaan sampai dengan tahun 2019. Namun sejak tahun 2016
realisasi selalu melebihi target yang ingin dicapai. Seperti disajikan pada tabel di

bawah ini.

Tabel 3.11. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu

Tahun Target Realisasi C"’.‘pa“?‘” et Ti.n?qkat_

Kinerja Anggaran Efisiensi

2016 234 Rasio 110,9 Rasio 211 % 78,53% 132,47%
2017 197 Rasio 131,61 Rasio 149,68 % 94,56% 55,12%
2018 160 Rasio 77 Rasio 207,7 % 83,7% 124%
2019 123 Rasio 79 Rasio 155,69% 80,77% 74,92%

Sumber Data :

Realisasi indikator kinerja angka kematian ibu seperti disajikan pada tabel di atas

diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut.

Angka Kematian Ibu (AKI) =

LKjIP Kota Bontang 2016-2021, Dinas Kesehatan 2019

Jumlah kematian ibu 1 tahun

Jumlah kelahiran hidup

x 100.000
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— > x1.000 = 79 Rasio
3807

Realisasi indikator kinerja pertahun terhadap target akhir RPJMD pada tahun
2021 disajikan seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.12. Realisasi Indikator Kinerja Angka Kematian Ibu terhadap Target RPIJMD

No Indikator Satuan = Realisasi Realisasi Realisasi | Realisasi | Target
Kinerja 2016 2017 2018 2019 2021
1 | Angka Rasio 110,9 131,61 77 79 50
Kematian lbu

Sumber Data : LKjIP Kota Bontang 2016-2018, RPJMD 2016-2021

Grafik 3.4. Realisasi Angka Kematian lbu
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Indikator Angka Kematian Ibu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019
mengalami penurunan realisasi capaian yang fluktuatif yaitu dari 131,6 per
100.000 kelahiran hidup pada tahun 2017 menjadi 77 per 100.000 kelahiran
hidup kemudian pada tahun 2019 meningkat menjadi 79 per 100.000 kelahiran
hidup, namun indikator ini tidak melebihi target. Angka Kematian lbu dipengaruhi
oleh beberapa faktor utama yaitu penyakit penyerta, hipertensi saat hamil atau
pre eklamasi dan infeksi. Indikator kematian ibu menjadi hal yang sangat penting
untuk diperhatikan dimasa mendatang, meskipun capaian tidak melebihi target
MDG’s yaitu di bawah 120/100.000 kelahiran hidup. Hal ini perlu mendapatkan
perhatian terutama peningkatan kesadaran ibu hamil, keluarga dan masyarakat
terhadap resiko tinggi kematian ibu dan bayi, perbaikan pelayanan di tingkat
pelayanan dasar dan rujukan serta perbaikan sistem manual rujukan ibu

melahirkan.
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3.2.2.3. Indikator Kinerja Sasaran 3 “Prevalensi Balita Gizi Kurang”

Pada tahun 2019 ditetapkan target Indikator Kinerja Prevalensi Balita
Gizi Buruk <2 presentase dengan realisasi 0,2 presentase dan capaian kinerja
105,26%. Sejak tahun 2016 realisasi indikator kinerja Prevalensi Balita Gizi
Kurang telah melebihi target yang telah ditetapkan seperti disajikan pada tabel di

bawabh ini.

Tabel 3.13. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Prevalensi Balita Gizi Kurang

Prevalensi Balita Gizi Kurang

Tahun Target Realisasi Capaian Capaian Tingkat
Kinerja Anggaran Efisiensi
2016 <5% 0,39 % 1282,05% 82,33% 1199,72%
2017 <5% 0,17 % 2.922,83% 97,78% 2.823,05%
2018 <5% 0,14 % 2.857,14% 96,45% 2.760,69%
2019 <2% 0,2 % 105,26% 98,94% 6,32%

Sumber Data : LKjIP Kota Bontang 2016-2021, Dinas Kesehatan 2019

Dilihat dari tabel di atas, beberapa tahun terakhir capaian indikator kinerja
prevalensi balita gizi kurang mengalami peningkatan walaupun pada tahun 2018
mengalami penurunan dari tahun sebelumnya namun tidak signifikan. Hal ini
membuktikan bahwa Pemerintah Kota Bontang berusaha meningkatkan kualitas

kesehatan masyarakatnya.

Realisasi indikator kinerja prevalensi balita gizi kurang seperti disajikan pada

tabel di atas diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut.

Jumlah balita gizi kurang
Jumlah balita
38

X, © 100% = 79 Rasio

x 100%

Prevalensi Balita Gizi Kurang =

Realisasi indikator kinerja pertahun terhadap target akhir RPIJMD pada tahun
2021 disajikan seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.14. Realisasi Indikator Kinerja Prevalensi Balita Gizi Kurang terhadap Target RPJMD

No Indikator Satuan = Realisasi Realisasi Realisasi | Realisasi | Target
Kinerja 2016 2017 2018 2019 2021
1  Prevalensi % 0,39 0,17 0,14 0,2 <5
Balita Gizi
Kurang

Sumber Data : LKjIP Kota Bontang 2016-2018, RPJMD 2016-2021
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Grafik 3.5 Realisasi Prevalensi Balita Gizi Kurang
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Pada umumnya masalah gizi kurang disebabkan oleh mobilitas penduduk,
kurangnya pengetahuan tentang pola makan dan asuh, kurang baiknya kualitas
lingkungan (sanitasi) dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang gizi itu

sendiri.

3.2.2.4. Indikator Kinerja Sasaran 4 “Angka Harapan Hidup”

Pada tahun 2019 ditetapkan target Indikator Kinerja Angka Harapan
Hidup 73,95 tahun dengan realisasi 74,18 tahun dan capaian kinerja 100%.
Sejak tahun 2016 capaian kinerja indikator kinerja Angka Harapan Hidup belum

mengalami peningkatan seperti disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.15. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup
Tahun Target Realisasi Capaian Capaian Tingkat
Kinerja Anggaran Efisiensi
2016 73,94 th 73,69 th 99,6 % 0% 99,6%
2017 73,94 th 73,71 th 99,69 % 87,05% 12,64%
2018 73,95th 73,69 th 99,90 % 83,70% 16,20%
2019 73,95 th 74,18 th 100,31 % 88,15% 12,16%

Sumber Data : BPS Bontang Dalam Angka 2015-2020

Realisasi indikator kinerja pertahun terhadap target akhir RPIJMD pada tahun
2021 disajikan seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.16. Realisasi Indikator Kinerja Angka Harapan Hidup terhadap Target RPJMD

No Indikator Satuan | Realisasi Realisasi | Realisasi Realisasi | Target
Kinerja 2016 2017 2018 2019 2021
1  Angka Harapan tahun 73,69 73,71 73,69 74,18 73,96
Hidup

Sumber Data : LKjIP Kota Bontang 2016-2018, RPJMD 2016-2021
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Grafik 3.6. Realisasi Angka Harapan Hidup
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Angka harapan hidup merupakan rata-rata jumlah tahun kehidupan yang masih
dijalani oleh seseorang yang berhasil mencapai umur tertentu. Manfaat
mengetahui angka harapan hidup adalah untuk menentukan tingkat kemakmuran
penduduk dalam suatu Daerah/Negara. Indikator Kinerja Sasaran “Angka
Harapan Hidup” pada tahun 2019 sudah dianggap mampu mencapai target yang
telah ditetapkan dari 73,95 yang hanya mempunyai selisih sebesar 0,01. Usia
harapan hidup ditentukan oleh besarnya angka jumlah kematian bayi. Jika
kematian bayi jumlahnya besar, usia harapan hidup akan rendah. Oleh
karenanya, biasanya di negara-negara maju harapan hidupnya tinggi karena
pada umumnya tingkat kesehatan ibu dan bayinya tinggi. Sebaliknya, di negara
berkembang biasanya relatif rendah karena buruknya tingkat kesehatan.
Pencapaian tersebut juga didorong oleh komitmen dan pelaksanaan program
yang telah ditetapkan, selain itu hal ini dikarenakan adanya beberapa faktor
seperti perbaikan gizi masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu
dan anak,penyehatan lingkungan dan point terpenting adalah menerapkan pola
hidup bersih dan sehat (PHBS).

Sasaran 2 dicapai melalui beberapa program sebagai berikut.

Tabel 3.17. Perbandingan Realisasi Keuangan Program yang Mendukung Sasaran 2

NO Program Anggaran 2019 Perﬁggﬁzaagow Realisasi 2019

1 Program Peningkatan 546.209.200,00 546.209.200,00 537.718.116,00
Kesehatan Ibu dan Anak

2 Program 25.225.000,00 25.225.000,00 20.200.000,00
Pengembangan Bahan
Informasi Tentang
Pengasuhan Dan
Pembinaan Tumbuh
Kembang Anak

3 Program Perbaikan Gizi 753.720.000,00 750.905.000,00 732.599.808,00
Masyarakat
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Program Pengadaan,
Peningkatan Dan
Perbaikan Sarana Dan
Prasarana
Puskesmas/Puskesmas
Pembantu Dan
Jaringannya

18.404.813.334,00

26.558.959.683,00

17.443.744.354,00

Program Pengadaan,
Peningkatan Sarana
Dan Prasarana Rumah
Sakit/Rumah Sakit
Jiwa/Rumah Sakit Paru-
Paru/Rumah Sakit Mata

22.213.528.600,00

7.692.863.218,00

6.147.266.599,00

Program Pemeliharaan
Sarana Dan Prasarana
Rumah Sakit/Rumah
Sakit Jiwa/Rumah Sakit
Paru-Paru/Rumah Sakit
Mata

200.000.000,00

348.000.000,00

347.535.819,00

Program Kemitraan
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan

541.120.000,00

541.120.000,00

491.798.729,00

Program Peningkatan
Pelayanan Rumah Sakit
BLUD

47.500.000.000,00

58.000.000.000,00

57.674.496.414,00

Program Obat Dan
Perbekalan Kesehatan

4.211.066.000,00

4.222.896.955,00

4.188.674.906,00

10

Program Upaya
Kesehatan Masyarakat

12.355.317.000,00

15.860.645.923,00

15.441.594.946,00

11

Program Pengawasan
Obat Dan Makanan

91.050.000,00

91.050.000,00

89.423.950,00

12

Program Promosi
Kesehatan Dan
Pemberdayaan
Masyarakat

2.660.645.800,00

2.598.697.000,00

2.207.046.879,00

13

Program
Pengembangan
Lingkungan Sehat

1.052.219.200,00

1.006.219.200,00

922.939.117,00

14

Program Pencegahan
Dan Penanggulangan
Penyakit Menular

1.058.750.000,00

1.309.899.900,00

1.239.390.400,00

15

Program Pencegahan
Dan Pengendalian
Penyakit Tidak Menular
Dan Masalah Kejiwaan

143.050.000,00

143.050.000,00

117.865.900,00

16

Program Peningkatan
Pelayanan Kesehatan
Dasar Dan Rujukan

2.003.251.500,00

2.150.251.500,00

1.817.520.631,00

17

Program Peningkatan
Surveilans Penyakit,
Imunisasi Dan
Penanggulangan Wabah
Bencana

369.795.000,00

352.695.000,00

310.158.231,00

18

Program Pelayanan
Kesehatan Penduduk
Miskin

35.000.000,00

35.000.000,00

27.013.150,00

19

Program
Pengembangan
Manajemen Kesehatan

568.420.000,00

575.570.000,00

512.394.022,00

20

Program
Pengembangan
Sumberdaya Manusia
Kesehatan

137.497.500,00

137.497.500,00

135.880.672,00

21

Program Peningkatan
Pelayanan Laboratorium
Kesehatan Daerah
(Labkesda)

565.760.000,00

553.360.100,00

513.365.167,00

Total

115.436.438.134,00

123.500.115.179,00

110.918.627.810,00

Sumber Data : LRA Kota Bontang 2019
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Program anggaran murni untuk menunjang sasaran 2 tersebut di atas berjumlah
115.436.438.134,00 namun setelah terjadi perubahan menjadi sebesar Rp
123.500.115.179,00 atau terjadi peningkatan anggaran sebesar Rp
8.063.677.045,00 atau sebesar 6,53%. Realisasi anggaran sebesar Rp
110.918.627.810,00 atau sebesar 89,81%, dengan Capaian kinerja sebesar
109,86 % sehingga terjadi tingkat efisiensi sebesar 20,05%.

Prestasi dan Penghargaan di bidang Kesehatan :

Juara | Lomba Sekolah Sehat (LSS) Tingkat Nasional;

Juara Il Best Caracter Lomba Sekolah Sehat (LSS) Tingkat Nasional,
Gold Germas UKM Kategori Gold Indo-HCF;

Juara | Tenaga Kesehatan Teladan kategori Perawat;

® o 0o T 9

Juara Harapan | Posyandu Balita Tk Nasional.

ES e b i § e g b

Wali Kota Bontang menerima Penghargaan Wali Kota Bontang menerima Penghargaan
Kota Sehat Swasti Saba dari Menteri Inovasi di Bidang Kesehatan Indonesia
Kesehatan Republik Indonesia (19 November Healthcare Forum (IndoHCF)  Innovation
2019) Award Il Tahun 2019 ( November 2019)
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3.2.3. Sasaran 3 “Meningkatnya Kesejahteraan Kehidupan Sosial”
Sasaran “Meningkatnya Kesejahteraan Kehidupan Sosial” memiliki 2

(dua) indikator kinerja yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.18. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 3

No Indikator Kinerja Satuan Tahun 2019
Target Realisasi % Capaian
1/ Tingkat Kemiskinan Persentase 4,42 4,22 104,73%
2. Tingkat Pengangguran Persentase 10,14 9,19 110,33%
Rata-rata Capaian 107,53%

Sumber Data : DSPM, Disnaker, BPS Kota Bontang, 2019

3.2.3.1. Indikator Kinerja Sasaran 1 “Tingkat Kemiskinan”

Pada tahun 2019 ditetapkan target Indikator Kinerja Tingkat Kemiskinan
4,42 % dengan realisasi 4,22% dan capaian kinerja 104,73%. Pada tahun 2019,
penduduk miskin Kota Bontang mencapai 7.470 orang dengan jumlah penduduk
sebanyak 181.618 orang. Sejak tahun 2016 realisasi indikator kinerja tingkat
kemiskinan mengalami peningkatan signifikan dan pada tahun 2019, Pemerintah
Kota Bontang telah berhasil melampaui target yang telah ditetapkan seperti
disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.19. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tingkat Kemiskinan

Tingkat Kemiskinan
Tahun Target Realisasi Ca}paign Capaian Ti.ngkat.
Kinerja Anggaran Efisiensi
2016 5,04 % 10,33 % 48,78 % 99,43 % -50,64 %
2017 4,83 % 5,18 % 93,24 % 91,13 % 2,11 %
2018 4,62 % 4,67 % 98,92 % 81,31 % 17,61 %
2019 4,42 % 4,22 % 104,73% 97% 7,73%

Sumber Data : LKjIP Kota Bontang 2016-2018, DSPM 2019

Realisasi indikator kinerja pertahun terhadap target akhir RPJMD pada tahun
2021 disajikan seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.20. Realisasi Indikator Kinerja Tingkat Kemiskinan terhadap Target RPIMD

No Indikator Satuan | Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi | Target
Kinerja 2016 2017 2018 2019 2021
1 | Tingkat % 10,33 5,18 4,67 4,22 4
Kemiskinan

Sumber Data : LKjIP Kota Bontang 2016-2018, RPJMD 2016-2021
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Grafik 3.7. Realisasi Tingkat Kemiskinan
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Pemerintah Kota Bontang pada tahun 2019 telah berupaya mendata penduduk
miskin dengan cara memverifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan
Sosial (DTKS) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan pendampingan Program
Nasional di Kota Bontang seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan
Program Keluarga Harapan (PKH). Jumlah penerima BPNT tahun 2019 sejumlah
5.245 KPM, sedangkan untuk kepesertaan PKH tahun 2019 sejumlah 2.558
KPM. Pemerintah Kota Bontang juga telah menetapkan strategi dan arah
kebijakan selama 5 (lima) tahun ke depan untuk memberantas kemiskinan

sebagai berikut.

1. Peningkatan kualitas bantuan dan perlindungan sosial bagi masyarakat
miskin;

Pemberdayaan masyarakat dalam kemandirian bekerja;

Pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat miskin;

Penyediaan infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin;

Peningkatan dukungan perluasan kesempatan kerja;

© 0 &~ w N

Peningkatan pelatihan tenaga kerja terampil dan kewirausahaan.

Selanjutnya, beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan

pemberantasan kemiskinan di Kota Bontang adalah sebagai berikut.

1. Fasilitas manajemen usaha bagi keluarga miskin melalui kelompok usaha
bersama (KUBE);

2. Layanan dukungan psikososial melalui lembaga konsultasi kesejahteraan
keluarga;
Penanganan korban bencana;
Pemberian santunan kematian bagi warga yang tercatat pada kartu keluarga

di wilayah Kota Bontang;
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Jaminan Sosial bagi penyandang cacat berat dan lanjut usia tidak potensial;
Program keluarga harapan;

Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo;

© N o Ou

Bantuan pangan non tunai.

3.2.3.2. Indikator Kinerja Sasaran 2 “Tingkat Pengangguran”

Pada tahun 2019 ditetapkan target Indikator Kinerja Tingkat
Pengangguran 10,14% dengan realisasi 9,19% dan capaian kinerja 110,33%.
Sejak tahun 2016 indikator kinerja tingkat pengangguran mengalami peningkatan
sampai dengan tahun 2017, mengalami penurunan yang cukup signifikan pada
tahun 2018 dan mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2019 serta
telah melampaui dari target yang telah ditetapkan seperti disajikan pada tabel di

bawabh ini.

Tabel 3.21. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tingkat Pengangguran

Tingkat Pengangguran
Tahun Target Realisasi Cgpaign Capaian Ti.ngkat.
Kinerja Anggaran Efisiensi
2016 12,9 % 12,18 % 94,42 % 99,97 % -5,55 %
2017 11,98 % 12,08 % 99,17 % 88,78 % 10,39 %
2018 11,06 % 12,44 % 88,90 % 91,20 % -2,3%
2019 10,14 % 9,19 % 110,33 % 97,37 % 12,96 %

Sumber Data : LKjIP Kota Bontang 2016-2018, Disnaker 2019

Realisasi indikator kinerja tingkat pengangguran seperti disajikan pada tabel di

atas diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut.

Jumlah Pengangguran

% Tingkat Pengangguran = x 100%

Jumlah Angkatan Kerja

7.984
= m x100% = 9,19 %

Realisasi indikator kinerja pertahun terhadap target akhir RPJMD pada tahun
2021 disajikan seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.22. Realisasi Indikator Kinerja Tingkat Pengangguran terhadap Target RPJMD

No Indikator Satuan @ Realisasi | Realisasi @ Realisasi @ Realisasi | Target
Kinerja 2016 2017 2018 2019 2021
1 | Tingkat % 12,18 12,08 12,44 9,19 8,3
Pengangguran

Sumber Data : LKjIP Kota Bontang 2016-2018, RPIJMD 2016-2021
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Grafik 3.8. Realisasi Tingkat Pengangguran
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Sasaran 3 dicapai melalui beberapa program sebagai berikut.

Tabel 3.23. Perbandingan Realisasi Keuangan Program yang Mendukung Sasaran 3

Anggaran . .
NO Program Anggaran 2019 Perubahan 2019 Realisasi 2019
1 Program Pelayanan Dan 291.108.000,00 456.800.500,00 406.732.943,00
Rehabilitasi Kesejahteraan
Sosial
2 Program Pemberdayaan 258.733.000,00 254.803.000,00 243.499.500,00
Sosial
3 Program Perlindungan Dan 1.559.585.600,00 1.951.755.600,00 1.933.444.500,00
Jaminan Sosial
4 Program Perlindungan Dan 1.559.585.600,00 927.006.500,00 914.518.960,00
Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
5 Program Peningkatan 399.203.500,00 1.312.923.500,00 1.266.538.350,00
Kesempatan Kerja
Total 4.068.215.700,00 4.903.289.100,00 4.764.734.253,00

Program anggaran murni untuk menunjang sasaran 3 tersebut di atas berjumlah
4.068.215.700,00 namun setelah terjadi perubahan menjadi sebesar Rp
4.903.289.100,00 atau terjadi peningkatan anggaran sebesar Rp 835.073.400,00
atau sebesar 17,03%. Realisasi anggaran sebesar Rp 4.764.734.253,00 atau
sebesar 97,17%, dengan Capaian kinerja sebesar 107,53 % sehingga terjadi
tingkat efisiensi sebesar 10,36%. Beberapa faktor yang mempengaruhi

keberhasilan capaian kinerja tingkat pengangguran adalah sebagai berikut.

1. Adanya komitmen yang kuat dari segenap Sumber Daya Manusia Dinas
Ketenagakerjaan untuk mencapai target yang telah ditentukan;

2. Adanya program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas
pencari kerja serta menumbuhkan wirausaha baru guna menciptakan
lapangan kerja;

3. Ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rekruitmen

dan Penempatan Tenaga Kerja yang mewajibkan Pemberi Kerja
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memperkerjakan tenaga kerja lokal paling sedikit 75% (Tujuh Puluh Lima
Persen) dari seluruh jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan;

4. Melakukan kerjasama/MoU dengan Balai besar pengembangan latihan kerja
di Propinsi Kalimantan Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Sumatera
Utara untuk meningkatkan program pelatihan dan sertifikasi pencari kerja;

5. Melakukan kerjasama dengan Perusahaan yang ada di Kota Bontang seperti
PT. Pupuk Kalimantan Timur dan PT. Badak NGL untuk program
pemagangan.

3.2.4. Sasaran 4

Transparan, Akuntabel dan Partisipatif”

“Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang

Sasaran “Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan,
Akuntabel dan Partisipatif” memiliki 5 (lima) indikator kinerja yang disajikan pada
tabel berikut.

Tabel 3.24. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 4

No Indikator Kinerja Satuan Tahun 2019
Target Realisasi % Capaian

1] Predikat Akuntabilitas Kinerja Nilai B (68,25) B (67,66) 99,13%

Pemerintah
2! Nilai LPPD Nilai ST (3,1300) | ST (3,4701) 110,87%
3] Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks 82,72 84,08 101,64%
4| Indeks Reformasi Birokrasi Nilai B B (66,41) 100%
5/ Nilai Pemeringkatan e- | Poin/Score 3.4 3,30 97,05%

Goverment Indonesia (PeGi)

Rata-rata Capaian 101,73%

Sumber Data : Sekretariat Daerah, Diskominfo Kota Bontang, 2019

3.2.4.1. Indikator Kinerja Sasaran 1 “Predikat Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah”
Pada tahun 2019 ditetapkan target Indikator Kinerja Predikat

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah adalah B dengan realisasi B (67,66) dan
capaian kinerja 99,14%. Realisasi Indikator Kinerja Predikat Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah berdasarkan Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/637/AA.05/2019. Berikut
rincian penilaian SAKIP Kota Bontang Tahun 2019 yang disajikan dalam bentuk
tabel.
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Tabel 3.25. Rincian Penilaian SAKIP KemenpanRB atas AKIP Kota Bontang

No Komponen yang dinilai Bobot Nilai
2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 4 5
1 Perencanaan Kinerja 30 22,73 20,46 21,07 21,16
2 Pengukuran Kinerja 25 13,75 17,32 17,69 17,77
3 | Pelaporan kinerja 15 9,94 9,19 9,23 9,85
4 | Evaluasi Kinerja 10 5,10 6,18 6,29 6,67
5 | Capaian Kinerja 20 12,65 11,94 11,53 12,21
Nilai Hasil Evaluasi 100 64,74 65,10 65,81 67,66
Tingkat Akuntabilitas Kinerja B B B B

Realisasi dibandingkan tahun lalu terjadi peningkatan sebesar 1,85%. Sejak
tahun 2016 indikator kinerja Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota
Bontang dapat dikatakan selalu mengalami peningkatan sehingga dapat
disimpulkan bahwa Pemerintah berupaya memperbaiki kinerja di Kota Bontang.

Pada tabel di bawah ini disajikan pencapaian beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.26. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja
Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Tahun Target Realisasi Callpai:.;\n Capaian Ti.ngkat.
Kinerja Anggaran Efisiensi
2016 B 64,74/B 100% 99 % 1%
2017 B 65,10/B 100% 99,32 % 0,68 %
2018 B 65,81/B 100% 82,60 % 17,4 %
2019 B/68,25 67,66/B 99,13% 87,76 % 11,37 %

Sumber Data : LKjIP Kota Bontang 2016-2018, LHE SAKIP 2019

Realisasi indikator kinerja pertahun terhadap target akhir RPJMD pada tahun
2021 disajikan seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.27. Realisasi Indikator Kinerja Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
terhadap Target RPIMD

No Indikator Satuan @ Realisasi @ Realisasi @ Realisasi | Realisasi Target
Kinerja 2016 2017 2018 2019 2021
1  Predikat Nilai 64,74/B 65,1/B 65,81/B 67,66/B BB
Akuntabilitas
Kinerja
Pemerintah
Sumber Data : LKjIP Kota Bontang 2016-2018, RPIJMD 2016-2021

BAB [Il AKUNTABILITAS KINERJA - 51



LKjIP KOTA BONTANG TAHUN 2019

Grafik 3.9. Realisasi Predikat Akuntabiltas Kinerja Pemerintah
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3.2.4.2. Indikator Kinerja Sasaran 2 “Nilai LPPD”

Target yang ditetapkan untuk indikator kinerja Nilai LPPD Tahun 2019
adalah ST dengan realisasi ST (3,4701) dan capaian kinerja 100%. Nilai LPPD
2019 merupakan nilai sementara berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan
Timur Nomor 700/K.548/2019 tentang Penetapan Status dan Peringkat
Sementara atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Se
Kalimantan Timur Tahun 2018. Pemerintah Kota Bontang menjadi peringkat
kedua di Provinsi Kalimantan Timur setelah Kota Samarinda. Berikut disajikan

pencapaian selama beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.28. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Nilai LPPD

Nilai LPPD
Tahun Target Realisasi Ca.lpai’fm Capaian Ti.ngkat.
Kinerja Anggaran Efisiensi
2016 ST 3,2775/ST 100 % 76,63 % 23,37 %
2017 ST 3,2736/ST 100 % 97,42 % 2,58 %
2018 ST 3,2736/ST 100 % 85,80 % 14,2 %
2019 ST/3,1300 3,4701/ST 110,87 % 87,55 % 23,32 %

Sumber Data : LKjIP Kota Bontang 2016-2018, Setda 2019

Realisasi indikator kinerja pertahun terhadap target akhir RPJMD pada tahun

2021 disajikan seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.29. Realisasi Indikator Kinerja Nilai LPPD terhadap Target RPIMD

No Indikator Satuan Realisasi Realisasi | Realisasi @ Realisasi @ Target
Kinerja 2016 2017 2018 2021
1  Nilai LPPD Nilai 3,2775/ST 3,2736/ST = 3,2736/ST = 3,4701/ST ST

Sumber Data : LKjIP Kota Bontang 2016-2018, RPJMD 2016-2021
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Grafik 3.10. Realisasi Nilai LPPD
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3.2.4.3. Indikator Kinerja Sasaran 3 “Indeks Kepuasan Masyarakat”

Target yang ditetapkan untuk indikator kinerja Indeks Kepuasan
Masyarakat Tahun 2019 adalah 82,72 dengan realisasi 84,08 dan capaian
kinerja 101,64%. Sejak tahun 2016 capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat
mengalami peningkatan yang cukup signifikan sehingga dapat disimpulkan
bahwa pelayanan publik oleh Pemerintah Kota Bontang mampu mengakomodir
kebutuhan masyarakat. Capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Kota
Bontang 2019 diperoleh dari survei kepuasan masyarakat pada 37 Perangkat

Daerah. Berikut disajikan pencapaian selama beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.30. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat
Tahun Target Realisasi Ca.lpai’fm Capaian Ti.ngkat.
Kinerja Anggaran Efisiensi
2016 85,21/skor 79,43/skor 93,22 % 0 % -
2017 80,23/skor 75,36/skor 93,93 % 98,48 % -4,55 %
2018 81,48/skor 79,77/skor 97,90 % 93,26 % 4,64 %
2019 82,72/skor 84,08/skor 101,64 % 93,74 % 7,90 %

Sumber Data : Laporan SKM Kota Bontang, 2016-2019

Realisasi indikator kinerja pertahun terhadap target akhir RPJMD pada tahun

2021 disajikan seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.31. Realisasi Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Target RPIMD

No Indikator Satuan @ Realisasi @ Realisasi = Realisasi | Realisasi | Target
Kinerja 2016 2017 2018 2021
1 | Indeks Skor 79,43 75,36 79,77 85,21
Kepuasan
Masyarakat
Sumber Data : Laporan SKM Kota Bontang 2016-2019
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Grafik 3.11. Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat
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Realisasi Indeks Survei Kepuasan Masyarakat Kota Bontang tahun 2019 seperti

disajikan pada tabel di atas diperoleh dari akumulasi penilaian pada 37

Perangkat Daerah/unit kerja yang ditetapkan sebelumnya untuk dilakukan

penilaian oleh pihak ketiga yang dianggap mampu dan telah dilaksanakan survei

oleh Pemerintah Kota Bontang untuk melaksanakan Survei Kepuasan

Masyarakat pada 37 Perangkat Daerah/unit kerja yang telah ditetapkan. Adapun

37 Perangkat Daerah/unit kerja ditetapkan berdasarkan pertimbangan sebagai

berikut.

a. Perangkat Daerah/Unit kerja tersebut merupakan kebutuhan yang mendasar
serta paling berpengaruh bagi masyarakat atau stakeholders, dan seluruh
masyarakat atau stakeholders memerlukan pelayanan yang terbaik di sektor
ini;

b. Perangkat Daerah/ Unit kerja tersebut memerlukan dasar atau acuan dalam
pengelolaan, perbaikan serta pembenahan dalam memberikan pelayanan

publik yang optimal kepada masyarakat di Kota Bontang.

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat per satuan organisasi dan pemeringkatannya
adalah sebagai berikut.

Tabel 3.32. Peringkat Hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada
Pemerintah Kota Bontang Tahun 2019

No Perangkat Daerah/ Unit Layanan IKM 2019 Mutu
1 UPTD Puskesmas Bontang Utara | 97.30 A
2 UPTD Puskesmas Bontang Selatan | 95.93 A
3 UPTD Puskesmas Bontang Selatan Il 93.74 A
4 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 91.17 A
5 UPTD Puskesmas Bontang Utara Il 89.68 A
6 Kelurahan Gunung Telihan 89.24 A

a
I
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7 Kec. Bontang Selatan 85.77 B
8 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat 85.13 B
9 Kelurahan Bontang Lestari 85.02 B
10 Kelurahan Satimpo 84.95 B
11 Kelurahan Api-Api 84.56 B
12 Kelurahan Bontang Kuala 84.50 B
13 Kec. Bontang Barat 84.31 B
14 Kelurahan Guntung 84.26 B
15 RSUD Taman Husada 84.18 B
16 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 83.94 B
17 Kec. Bontang Utara 83.88 B
18 Kelurahan Berbas Pantai 83.67 B
19 Kelurahan Tanjung Laut Indah 83.03 B
20 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 82.91 B

Manusia
21 UPTD Puskesmas Bontang Lestari 82.57 B
22 Kelurahan Tanjung Laut 82.52 B
23 Kelurahan Gunung Elai 82.44 B
24 UPTD Puskesmas Bontang Barat 81.98 B
25 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 81.66 B

Pintu
26 Dinas Komunikasi dan Informatika 81.59 B
27 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 81.50 B
28 Kelurahan Kanaan 81.44 B
29 Kelurahan Berbas Tengah 81.18 B
30 Dinas Perhubungan 81.03 B
31 Kelurahan Belimbing 80.50 B
32 Dinas Kesehatan 80.33 B
33 Kelurahan Bontang Baru 80.24 B
34 Kelurahan Loktuan 80.12 B
35 Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata 79.60 B
36 UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah 78.02 B
37 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan 76.99 B

Perdagangan

Rata-rata SKM 84.08 B

Sumber data : Laporan SKM Kota Bontang tahun 2019

3.2.4.4. Indikator Kinerja Sasaran 4 “Indeks Reformasi Birokrasi”
Target yang ditetapkan untuk indikator kinerja Indeks Reformasi
Birokrasi Tahun 2019 adalah B dengan realisasi B. Berikut disajikan pencapaian

selama beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.33. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi
Tahun Target Realisasi Ca.lpaif.in Capaian Ti'ngkat.
Kinerja Anggaran Efisiensi
2016 B 62,27/B 100 % 73,34 % 26,66 %
2017 B 64,14/B 100 % 92,1 % 7,9 %
2018 B 64,72/B 100 % 86,57 % 13,43 %
2019 B 66,41/B 100 % 86,55 % 13,45 %

Sumber Data : LHE RB Kota Bontang, 2016 — 2019
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Realisasi indikator kinerja pertahun terhadap target akhir RPIJMD pada tahun
2021 disajikan seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.34. Realisasi Indikator Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi terhadap Target RPJMD

No Indikator Satuan | Realisasi = Realisasi | Realisasi | Realisasi | Target
Kinerja 2016 2017 2018 2019 2021
1 Indeks Nilai B B B B B
Reformasi
Birokrasi

Sumber Data : LHE RB 2016-2021, RPJMD 2016-2021

Grafik 3.12. Realisasi Indeks Reformasi Birokrasi
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Target yang ditetapkan untuk indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Tahun
2019 adalah B dengan realisasi B atau 66,41% dengan capaian kinerja 100%.
Sesuai Surat Kementerian PANRB Nomor: B/587/RB.06/2019 tanggal 30
Desember 2019 perihal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun
2019 menyimpulkan Indeks Reformasi Birokrasi Kota Bontang Tahun 2019
mencapai skor 66,41 atau kategori B. Walaupun telah mencapai target kinerja
100% tahun 2019, namun masih terdapat beberapa catatan yang perlu

mendapat perhatian yaitu :

1. Pelaksanaan reformasi birokrasi masih berfokus pada pemenuhan dokumen
saja dan masih dipandang sebagai tugas tambahan dan belum menjadi
bagian yang terintegrasi dengan strategi efesiensi dan efektifitas tupoksi
Perangkat Daerabh;

2. Pemantauan rencana aksi pelaksanaan RB belum dilakukan secara efektif
dan berkala;

3. Masih ditemukan beberapa produk hukum daerah yang beum

harmonis/sinkron dan sesuai kebutuhan stakeholders;
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Struktur organisasi yang dibangun belum sesuai dengan kinerja organisasi
serta belum dilakukan evaluasi evaluasi yang mengukur jenjang organisasi
dan Peta proses bisnis belum disusun dan ditetapkan;

Belum mengembangkan indikator kinerja individu untuk pengukuran capaian
kinerja pegawai melalui SKP dan pemberian reward and punishment;
Pembangunan ZI tahun 2019 belum dapat mewujudkan unit Kkerja
berpredikat WBK/WBBM,;

Penerapan kebijakan penegakan integritas dan penguatan pengawasan
belum sepenuhnya efektif dan memberikan dampak yang signifikan;

Sedangkan beberapa langkah perbaikan yang harus dilakukan adalah:

1.

Melakukan reviu atas Road Map Reformasi Birokrasi Kota Bontang yang
teringrasi dengan RPJMD Kota Bontang dan mengacu pada Road Map RB
Nasional serta hasil evaluasi tahun-tahun sebelumnya;

Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap capaian hasil
rencana aksi;

Melakukan pemetaan identifikasi dan pengendalian penyusunan produk
hukum daerah secara berkala;

Menerapkan performance based organization dengan menyusun struktur
organisasi didasarkan pada kinerja yang akan dicapai dan memperhatikan
bisnis proses yang lebih fleksibel dan efektif;

Menyempurnakan mekanisme penilaian kinerja individu sebagai dasar
dalam pemberian reward dan punishment dan pengembangan kompetensi
setiap pegawai;

Memperkuat penetapan sistem integritas penanganan benturan kepentingan
pengaduan masyarakat, WBS dan memantau efektivitas penerapan secara
berkala dan mendorong seluruh ASN di Pemerintah Kota Bontang
menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
Meningkatkan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas serta
memaksimalkan peran Inspektorat dalam mengawal pembangunan Zona

Integritas.

3.2.4.5. Indikator Kinerja Sasaran 5 “Nilai Pemeringkatan e-Government

Indonesia (PeGi)”

Target yang ditetapkan untuk indikator kinerja Nilai Pemeringkatan e-

Government Indonesia (PeGi) Tahun 2019 atau yang sekarang disebut Indeks
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Pemantik berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Kalimantan Timur Nomor 489/172/Ill/Diskominfo tentang Penetapan
Peringkat Penguatan Manajemen Tata Kelola TIK (PEMANTIK) Tingkat
Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur Tahun 2019 mendapat peringkat Il dengan
nilai rata-rata 3,30 setelah Kota Samarinda adalah 3,4 dengan realisasi 3,30 dan
capaian kinerja 97,05%. Sejak tahun 2017 capaian kinerja Nilai Pemeringkatan
e-Government Indonesia (PeGi) mengalami peningkatan yang cukup signifikan
sampai dengan tahun 2018 namun pada tahun 2019 mengalami penurunan.
Berikut disajikan pencapaian indikator kinerja Nilai Pemeringkatan e-Government

Indonesia (PeGi) selama beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.35. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja
Nilai Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGi)

Nilai Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGi)
Tahun Target Realisasi Capaian Capaian Tingkat
Kinerja Anggaran Efisiensi
2017 2,6/skor 3,29/skor 126,5 % 93,22 % 33,32 %
2018 3,3/skor 3,68/skor 111,5% 96,36 % 15,14 %
2019 3,4/skor 3,30/skor 97,05% 98,70 % -1,65 %

Sumber Data : LKjIP 2016-2018, Diskominfo 2019
Realisasi indikator kinerja pertahun terhadap target akhir RPIJMD pada tahun
2021 disajikan seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.36. Realisasi Indikator Kinerja Nilai Pemeringkatan
e-Government Indonesia (PeGi) terhadap Target RPIMD

No Indikator Kinerja Satuan @ Realisasi = Realisasi Realisasi Target 2021
2017 2018 2019
1 | Nilai Pemeringkatan Skor 3,29 3,68 3,30 3,0

e-Government
Indonesia (PeGi)
Sumber Data : LKjIP Kota Bontang 2016-2018, RPJMD 2016-2021

Grafik 3.13. Realisasi Nilai Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGi)
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Beberapa faktor yang menyebabkan target yang ditetapkan belum tercapai, hal

tersebut di sebakan:

1. Assecor gabungan dari Universitas Mulawarman, Dinas Kominfo Provinsi
Kalimantan Timur, dan Biro Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur.
Penilaiannya tidak ada narasi alasan skoring tersebut;

2. Ada beberapa data-data pendukung yang belum sampaikan.

Adapun solusi yang dilakukan adalah sebagai berikut.
1. Untuk rencana aksi, kita berencana menyusun dan melengkapi beberapa
regulasi yang memperkuat aspek kelembagaan.
2. Regulasi berupa penyusunan Perda/Perwali untuk penguatan
kelembagaan, seperti Raperda Smart City, Perwali SPPD Online, Perwali
CCTV, Perwali Tata Naskah Dinas Elektronik, dan Perwali Pedoman

Pengaduan Masyarakat (Kesah Etam).

Sasaran 4 dicapai melalui beberapa program sebagai berikut.

Tabel 3.37. Perbandingan Realisasi Keuangan Program yang Mendukung Sasaran 4

Anggaran . .
NO Program Anggaran 2019 Perubahan 2019 Realisasi 2019
1 Program Evaluasi 170.155.000,00 402.942.500,00 399.442.200,00
Perencanaan
Pembangunan Daerah
2 Program Peningkatan 236.442.500,00 218.142.500,00 207.813.115,00

Pelayanan Administrasi
Pemerintahan

3 Program Peningkatan 237.340.000,00 32.900.000,00 32.390.000,00
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan

4 Program Perencanaan 1.254.480.750,00 257.076.550,00 234.370.900,00
Pembangunan Daerah

5 Program Perencanaan 55.000.000,00 55.000.000,00 46.625.000,00
Pembangunan Ekonomi

6 Program Perencanaan 346.237.500,00 384.737.500,00 375.071.976,00
Sosial Dan Budaya

7 Program Perencanaan 280.775.000,00 260.775.000,00 118.288.796,00
Pengembangan Wilayah

8 Program Peningkatan 7.007.810.000,00 6.841.794.800,00 6.236.050.684,00

Dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan

Daerah

9 Program Peningkatan 2.055.655.000,00 2.590.600.000,00 2.058.659.933,00
Penerimaan Pendapatan
Daerah

10 | Program Peningkatan 2.722.165.000,00 2.057.185.500,00 1.636.917.780,00

Manajemen Informasi
Kekayaan/Aset Daerah
11 | Program Penataan 1.277.060.000,00 1.270.210.000,00 1.246.212.988,00
Peraturan Perundang-
Undangan
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12

Program Peningkatan
Pembinaan Dan Evaluasi
Pelaksanaan
Pembangunan

131.112.500,00

134.112.500,00

111.079.500,00

13

Program Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik

1.002.919.000,00

11.980.000,00

3.412.500,00

14

Program Penataan
Administrasi
Kependudukan

1.047.868.000,00

1.047.868.000,00

978.670.532,00

15

Program Fasilitasi
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Kecamatan/Kelurahan

1.337.784.000,00

848.253.000,00

831.360.020,00

16

Program Peningkatan
Sistem Pengawasan
Internal Dan
Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan
KDH

1.136.015.000,00

1.194.015.000,00

1.127.544.901,00

17

Program Peningkatan
Profesionalisme Tenaga
Pemeriksa Dan Aparatur
Pengawasan

291.750.000,00

232.252.000,00

231.100.000,00

18

Program
Pengintensifikasian
Penanganan Pengaduan
Masyarakat

411.690.000,00

416.690.000,00

333.274.145,00

19

Program Pengembangan
Layanan Pengadaan
Barang Dan Jasa

470.017.500,00

792.832.500,00

724.046.609,00

20

Program Pembinaan Dan
Pengembangan Aparatur

2.536.640.000,00

2.828.762.200,00

2.214.374.831,00

21

Program Peningkatan
Disiplin Aparatur

828.620.000,00

261.200.000,00

228.185.000,00

22

Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi
Dan Media Masa

1.186.425.000,00

1.713.884.500,00

1.692.484.210,00

23

Program Kerjasama
Informasi Dengan Mass
Media

3.129.145.000,00

3.549.145.000,00

3.521.315.290,00

24

Program Optimalisasi
Pemanfaatan Teknologi
Informasi

5.582.132.700,00

2.543.622.000,00

2.528.635.970,00

25

Program Diseminasi
Informasi Dan Komunikasi
Publik

209.640.000,00

322.720.000,00

320.618.400,00

Total 34.944.879.450,00
Sumber Data : LRA Kota Bontang 2019

30.268.701.050,00 27.437.945.280,00

Program anggaran murni untuk menunjang sasaran 4 tersebut di atas berjumlah
Rp 34.944.879.450,00 namun setelah terjadi perubahan menjadi sebesar Rp
30.268.701.050,00 atau
4.676.178.400,00 atau sebesar 13,38%. Realisasi anggaran sebesar Rp

terjadi  penurunan anggaran sebesar Rp
27.437.945.280,00 atau sebesar 90,65%, dengan capaian kinerja sebesar

101,73 % sehingga terjadi tingkat efisiensi sebesar 11,08%.

Dilihat dari capaian beberapa indikator kinerja sasaran 4 di atas dapat
disimpulkan bahwa sasaran 4 telah mencapai dari target yang telah ditetapkan.

Namun masih terdapat beberapa permasalahan yang harus ditindaklanjuti
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sebagai upaya perbaikan di masa mendatang. Adapun beberapa permasalahan

tersebut adalah sebagai berikut.

a.

Belum sepenuhnya memanfaatkan dokumen perencanaan dalam
pengambilan keputusan manajemen, perbaikan perencanaan, program,
kegiatan dan peningkatan kinerja;

Hasil pengukuran capaian kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai
dasar pemberian reward dan punishment;

Masyarakat masih mengeluhkan kecepatan pelayanan pada 7 perangkat
daerah/unit layanan, kualitas sarana dan prasarana pada 4 perangkat
daerah/unit layanan, prosedur pelayanan pada 3 perangkat daerah/unit
layanan, kesesuaian/kewajaran biaya pada 2 perangkat daerah/unit layanan

dan kesesuaian pelayanan pada 1 perangkat daerah/unit layanan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan capaian kinerja sasaran 4 adalah

sebagai berikut.

1.

Pemerintah Kota Bontang telah berupaya meningkatkan kualitas dokumen
perencanaan dengan melaksanakan asistensi pada IKU Perangkat Daerah
sehingga hasil yang diperoleh mampu diukur;

Pemerintah Kota Bontang telah menerapkan beberapa aplikasi manajemen
kinerja yaitu e-finance, e-controlling, e-planing, e-SKP dan e-SAKIP;
Pemanfaatan teknologi informasi yang semakin baik dalam penyelenggaraan
pelayanan publik;

Penyediaan dan publikasi standar pelayanan, mekanisme pelayanan dan
penanganan pengaduan serta inovasi pelayanan publik;

Pemerintah Kota Bontang telah melaksanakan seleksi terbuka jabatan
pimpinan tinggi pratama;

Penggunaan e-government dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan.

Pemerintah Kota Bontang telah menerima beberapa penghargaan, antara lain :

1.

Predikat “B” untuk Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bontang
oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
sesuai surat Kementerian PAN dan RB tanggal 30 Desember 2019 Nomor
B/637/AA.05/2019 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah Tahun 2019;
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2. Nilai LPPD Sangat Tinggi (ST) dari Gubernur Provinsi Kalimantan Timur
berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 700/K.548/2019
tentang Penetapan Status dan Peringkat Sementara atas Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Se Kalimantan Timur Tahun 2018
dan memperoleh urutan kedua setelah Kota Samarinda;

3. Predikat “B” untuk Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bontang
oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi.

Wakil Wali Kota Bontang menerima Hasil Penilaian SAKIP Kota Bontang Tahun 2019 dari Kementerian PANRB

3.2.5. Sasaran 5 “Meningkatnya Cakupan Pengelolaan Sanitasi”
Sasaran “Meningkatnya Cakupan Pengelolaan Sanitasi” memiliki 2 (dua)

indikator kinerja yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.38. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 5 Tahun 2019

No Indikator Kinerja Satuan Tahun 2019
Target Realisasi % Capaian
1 Cakupan Pelayanan Air Limbah = Persentase 97,57 99,52 101,99%
Domestik
2 Cakupan Penanganan Sampah @ Persentase 91 95,05 104%
Rata-rata Capaian 102,99%

Sumber Data : DLH & DPUPRK Kota Bontang, 2019

3.2.5.1 Indikator Kinerja Sasaran 1 “Cakupan Pelayanan Air Limbah
Domestik”
Realisasi Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik Pemerintah Kota

Bontang Tahun 2019 adalah sebesar 99,52% dapat dihitung dari :

Jumlah Limbah yang dikelola

% Cakupan Pelayanan Aiwr Limbah Domestik = Total Lumbah x100%
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_21.193

x 100% =99,52%
21.295

Berikut disajikan pencapaian indikator kinerja Cakupan Pelayanan Air Limbah

Domestik selama beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.39. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja
Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik

Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik
Tahun Target Realisasi Capaian Capaian Tingkat
2019 Kinerja Anggaran Efisiensi
2016 79,20 % 96,54 % 121,89 % 77,79 % 44,10 %
2017 96,54 % 98,76 % 102,30% 98,06 % 4,24 %
2018 96,35 % 99,51 % 103,27% 92,74 % 10,53 %
2019 97,57 % 99,52 % 101,99% 91,46 % 10,53 %

Sumber Data : LKjIP Kota Bontang 2016-2018, DPUPRK 2019

Dilihat dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi indikator kinerja
cakupan pelayanan air limbah domestik beberapa tahun terakhir mengalami
peningkatan yang cukup signifikan. Jika dibandingkan dengan target akhir
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Bontang 2016-2021
maka realisasi beberapa tahun terakhir hampir mencapai target yang ditetapkan

yaitu sebesar 100%.

Realisasi indikator kinerja pertahun terhadap target akhir RPJMD pada tahun
2021 disajikan seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.40. Realisasi Indikator Kinerja Cakupan Pelayanan
Air Limbah Domestik terhadap Target RPJMD

No Indikator Satuan @ Realisasi Realisasi @ Realisasi | Realisasi Target
Kinerja 2016 2017 2018 2019 2021
1  Cakupan % 96,54 98,76 99,51 99,52 100
Pelayanan
Air Limbah
Domestik

Sumber Data : LKjIP Kota Bontang 2016-2018, RPJMD 2016-2021

Grafik 3.14. Realisasi Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik

[ Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik
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3.2.5.2 Indikator Kinerja Sasaran 2 “Cakupan Penanganan Sampah”
Indikator Kinerja Cakupan Penanganan Sampah dapat dihitung dari :

Jumlah Sampah yang terlayant

% Cakupan Penanganan Sampah = Jumlah Trmbulan Sampah x 100%

432,56 m3/hr
454,05 m3/hr

x 100% = 95,05 %

Dilihat dari perhitungan di atas, realisasi cakupan penanganan sampah pada
tahun 2019 mencapai 95,05%. Dibandingkan dengan target yang telah
ditetapkan sebesar 91% maka indikator kinerja cakupan penanganan sampah
memperoleh capaian kinerja sebesar 104%. Berikut disajikan pencapaian

indikator kinerja cakupan penanganan sampah 2016-2019.

Tabel 3.41. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja
Cakupan Penanganan Sampah

Cakupan Penanganan Sampah
Tahun Target Realisasi Capaian Capaian Tingkat
2019 Kinerja Anggaran Efisiensi
2016 74,08 % 94,85 % 128,04 % 79,81 % 48,23 %
2017 94,85 % 94,87 % 102,30 % 98,31 % 1,71 %
2018 78,45 % 95 % 121,09% 95,78 % 25,31 %
2019 91 % 95,05 % 104 % 94,24 % 9,76 %

Sumber Data : LKjIP Kota Bontang 2016-2018, DPUPRK 2019

Realisasi indikator kinerja pertahun terhadap target akhir RPIJMD pada tahun
2021 disajikan seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.42. Realisasi Indikator Kinerja Cakupan Penanganan Sampah
terhadap Target RPIMD

No Indikator Satuan = Realisasi @ Realisasi @ Realisasi @ Realisasi Target
Kinerja 2016 2017 2018 2019 2021
1  Cakupan % 94,85 94,87 95 95,05 85
Penanganan
Sampah

Sumber Data : LKjIP 2016-2018, RPIJMD 2016-2021

Grafik 3.15. Realisasi Cakupan Penanganan Sampah
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Sasaran 4 dicapai melalui beberapa program sebagai berikut.

Tabel 3.43. Perbandingan Realisasi Keuangan Program yang Mendukung Sasaran 5

Anggaran . .
NO Program Anggaran 2019 Perubahan 2019 Realisasi 2019
1 Program 23.461.160.600,00 26.805.124.600,00 24.517.720.301,00
Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Air Minum
dan Air Limbah
2 Program 18.711.334.748,00 20.863.639.817,00 19.661.984.952,00
Pengembangan Kinerja
Pengolahan Sampah
Total 42.172.495.348,00 47.668.764.417,00 44.179.705.253,00
Sumber Data : LRA Kota Bontang 2019

Program anggaran murni untuk menunjang sasaran 5 tersebut di atas berjumlah

Rp

42.172.495.348,00 namun setelah terjadi perubahan menjadi sebesar Rp

47,668.764.417,00 atau terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp 5.496.269.069,00
atau sebesar 11,53%. Realisasi anggaran sebesar Rp 44.179.705.253,00 atau

sebesar 92,68%, dengan capaian kinerja sebesar 102,99 % sehingga terjadi

tingkat efisiensi sebesar 10,31%.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan capaian kinerja sasaran 5 adalah

sebagai berikut.

a.

Tersedianya Sumber Daya Manusia (Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Kontrak
Daerah dan Pekerja Harian Lepas);

Tersedianya Sarana dan Prasarana (Armada angkut, tempat sampah,
fasilitas pemilah sampah, Tempat Pembuangan Akhir (TPA), Bank Sampabh;
Adanya kebijakan pemerintah daerah tentang pengurangan penggunaan
plastik di lingkungan Kota Bontang berupa peraturan daerah dan peraturan
kepala daerah;

Adanya dukungan stake holder seperti, hibah sarana angkut roda 3.
Pelaksanaan kegiatan optimalisasi sistem IPAL Bontang Kuala, optimalisasi
sistem IPAL Guntung, optimalisasi sistem IPAL Loktuan, optimalisasi sistem
IPAL Berbas Pantai, optimalisasi sistem IPAL Api-Api, pengembangan
jaringan sistem IPAL Berbas Pantai yang outputnya berupa pemasangan
sambungan rumah (SR) warga.

Pelaksanaan kegiatan sistem pengolahan air limbah Kota Bontang yang
outputnya berupa pembangunan 10 tangki septik tank komunal dan
pemasangan 60 SR.

Peran serta dan aktif masyarakat Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).
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Pemerintah Kota Bontang telah menerima penghargaan sebagai berikut.

a. Penghargaan Adipura Tahun 2018 yang diberikan pada tahun 2019;

b. Penghargaan Adiyawita Mandiri Tingkat Provinsi pada SDN 006 Bontang
Selatan, SDN 011 Bontang Selatan dan SDN 002 Bontang Selatan;

c. Penghargaan Adiyawita Mandiri Tingkat Kota pada MI Jamiyyatul Qurra,
Madrasah Arriyadh dan SLB YPK;

d. Penghargaan PROPER Nasional pada PT. Badak LNG dan PT. Pupuk

Kalimantan Timur.

Wali Kota Bontang didampingi Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah Kota Bontang menerima Piala
Adipura dan Nirwasita Tantra dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (14 Januari 2019)

3.2.6. Sasaran 6 “Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman”

Sasaran “Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman” memiliki 1

(satu) indikator kinerja yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.44. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 6 Tahun 2019

No Indikator Kinerja Satuan Tahun 2019
Target Realisasi % Capaian
1. Kawasan Perumahan dan Ha 9,60 16,33 58,78 %

Permukiman Kumuh
Sumber Data : DPKP2 Kota Bontang, 2019

Berikut disajikan pencapaian indikator kinerja Kawasan perumahan dan
permukiman kumuh 2016-2019.

Tabel 3.45. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja
Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh

Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh

Tahun Target Realisasi Capaian Capaian Tingkat
2019 Kinerja % Anggaran Efisiensi
2016 24 Ha 104,51 Ha 22,96 % 62,30 % -39,34 %
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2017 19,20 Ha 73,56 Ha 26,10 % 87,10 % -61 %
2018 14,40 Ha 26,13 Ha 55,10 % 62,33% -7,23%
2019 9,60 Ha 16,33 Ha 58,78 % 42,56 % 16,22 %

Sumber Data : LKjIP Kota Bontang 2016-2018, DPKP2 Kota Bontang 2019

Pada Tanggal 16 Januari Tahun 2018 dilakukan pembaruan SK Walikota Nomor
106 Tahun 2015 menjadi SK Walikota Nomor 32 Tahun 2018, adapun dasar
pembaruan SK tersebut yaitu pada SK nomor 106 tahun 2015 wilayah kumuh
sebagian besar berupa spot atau titik kumuh sehingga diperlukan penggabungan
spot-spot kumuh tersebut ke dalam beberapa kawasan kumuh. Adapun luasan
kawasan yang dipakai adalah sisa luasan kumuh dari SK no 106 Tahun 2015
sampai dengan akhir tahun 2017 dimana luasan kumuh awal sebesar 123,21 Ha
tersisa menjadi 73,56 Ha pada akhir tahun 2017, maka pada SK Walikota No 32
Tahun 2018 menetapkan sisa luasan kumuh tersebut yaitu sebesar 73,56 Ha

menjadi luas wilayah kumuh Kota Bontang. Yang terdiri dari :

1. Kampung nelayan di daerah Keluurahan Loktuan, Gunung Elai dan Bontang
Baru berjumlah 15,31 Ha.

2. Kampung Pesisir pada Kelurahan Tanjung Laut Indan dan Kelurahan
Tanjung Laut dengan berjumlah 12,45 Ha.

3. Kampung Mangrove pada Kelurahan Berbas Tengah dan Kelurahan Tanjung
Laut berjimlah 10,97 Ha.

4. Kampong Etnis pada Kelurahan Guntung berjumlah 7,5 Ha.
Spot Pemukiman Kumuh pada Kelurahan Api-api dan Berbas Tengah
berjumlah 16,91 Ha.

Realisasi indikator kinerja pertahun terhadap target akhir RPJMD pada tahun
2021 disajikan seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.46. Realisasi Indikator Kinerja Kawasan Perumahan
dan Permukiman Kumuh terhadap Target RPIMD

No Indikator Satuan @ Realisasi = Realisasi Realisasi | Realisasi Target
Kinerja 2016 2017 2018 2019 2021
1 | Kawasan Ha 104,51 73,56 26,13 16,33 0
Perumahan
dan
Permukiman
Kumuh

Sumber Data : LKjIP Kota Bontang 2016-2018, RPJMD 2016-2021
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Grafik 3.16. Realisasi Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh
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Adapun tingkat kemajuan penanganan kumuh tahun 2019 dapat dilihat seperti di
bawah ini.

Tinakat K 2019 = Kawasan Kumuh Y g Ditetapkan Th. 2015 — Realisast 2019 100%
tngkat femajuan P Kawasan Kumuh yg ditetapkan th 2015 x 0

_123,21-16,33
T 12321

= 86,74%

Sasaran 6 dicapai melalui beberapa program sebagai berikut.

Tabel 3.47. Perbandingan Realisasi Keuangan Program yang Mendukung Sasaran 6

Anggaran . .
NO Program Anggaran 2019 Perubahan 2019 Realisasi 2019
Program
1 Pengembangan 6.677.500.000,00 5.642.820.840,00 5.029.638.240,00
Perumahan
Program Lingkungan
2 Sehat Perumahan 1.575.000.000,00 415.170.000,00 315.635.000,00
Program Penataan
3 Permukiman 300.000.000,00 300.000.000,00 274.463.590,00
Lingkungan
Program Penataan
4 Permukiman Kumuh 1.381.500.000,00 1.006.272.000,00 925.582.061,00
Program Pengelolaan
5 Ruang Terbuka Hijau 10.504.566.032,00 37.397.181.863,00 12.508.953.939,00
(Rth)
g | Program Fagiitasi 37.389.300.000,00 15.492.600.000,00 15.132.368.405,00
Partisipasi Masyarakat
Total 57.827.866.032,00 60.254.044.703,00 34.186.641.235,00

Sumber Data : LRA Kota Bontang 2019

Program anggaran murni untuk menunjang sasaran 6 tersebut di atas berjumlah
Rp 57.827.866.032,00 namun setelah terjadi perubahan menjadi sebesar Rp
60.254.044.703,00 atau terjadi kenaikan anggaran sebesar 2.426.178.671,00
atau sebesar 4,03%. Realisasi anggaran sebesar Rp 34.186.641.235,00 atau
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sebesar 56,74%, dengan capaian kinerja sebesar 58,78% sehingga terjadi

tingkat efisiensi sebesar 16,22%.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan capaian kinerja sasaran 6 adalah
sebagai berikut.

1.

Program pengembangan perumahan dapat dilaksanakan sesuai target yang
salah satunya yaitu pengelolaan rusunawa oleh UPT Rusunawa, dimana
keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini sebagai bentuk pelayanan kepada
penghuni rusunawa berupa pemeliharaan sarana dan prasarana rusunawa,
Program lingkungan sehat perumahan dan program penataan permukiman
lingkungan target pelaksanaan tercapai berupa pelaksanaan rehabilitasi
permukiman dan penatanaan permukiman di bantaran sungai, dimana ini
sebagai target dalam keberhasilan penataan kawasan permukiman di Kota
Bontang;

Program penataan permukiman kumuh target keberhasilan berupa program
kotaku yang sebagian bersumber dana dari APBN, dimana untuk program ini
lokasinya di kelurahan loktuan untuk permukiman diatas air. Adapun
program ini merupakan pembangunan sarana dan prasarana melalui
program kotaku;

Program pengelolaan ruang terbuka hijau target pelaksanaaanya berupa
penataan dan pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Bontang, dimana
keberhasilan program ini dapat menyediaakan taman bermain yang ramah
anak dan tempat olah raga outdoor;

Program Pemeliharaan/Pengembangan Sistem Kelistrikan dan Penerangan
Jalan keberhasilannya vyaitu terpenuhinya penerangan lampu jalan dan
penerangan lampu lingkungan dapat terpenuhi di 3 kecamatan;

Melakukan kegiatan bedah rumah dan bedah kampung khusus pada

masyarakat miskin dan lingkungan kumuh.

3.2.7. Sasaran 7 “Meningkatnya Akses Pelayanan Air Minum”

Sasaran “Meningkatnya Akses Pelayanan Air Minum” memiliki 1 (satu)

indikator kinerja yang disajikan pada tabel berikut.

No

Tabel 3.48. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 7 Tahun 2019

Indikator Kinerja Satuan Tahun 2019
Target Realisasi % Capaian
1/ Cakupan Pelayanan Air Minum % 99 99,53 100,53 %

Sumber Data : Dinas PUPRK Kota Bontang, 2019
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Realisasi indikator kinerja cakupan pelayanan air minum dapat dihitung dengan
cara berikut ini.
‘Jumlah Rumah Tangga yg terlayani

% Cakupan Pelayanan Air Minum = Jumlah Rumah Tangga x 100%

_ 180.764
"~ 181618

x100% =99,53%

Berikut disajikan pencapaian indikator kinerja Cakupan Pelayanan Air Minum
2016-2019.

Tabel 3.49. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja
Cakupan Pelayanan Air Minum

Cakupan Pelayanan Air Minum
Tahun Target Realisasi Capaian Capaian Tingkat
2019 Kinerja Anggaran Efisiensi
2016 80 % 98,32 % 122,9 % 77,79 % 45,11 %
2017 98,32 % 98,74 % 100,43 % 98,06 % 2,37 %
2018 98,04 % 99,52 % 101,50 % 94,45 % 7,05 %
2019 99 % 99,53 % 100,53 % 91,08 % 9,45 %

Sumber Data : LKjIP Kota Bontang 2016-2018, DPUPRK 2019

Realisasi indikator kinerja pertahun terhadap target akhir RPJMD pada tahun
2021 disajikan seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.50. Realisasi Indikator Kinerja Cakupan Pelayanan Air Minum
terhadap Target RPIMD

No Indikator Satuan @ Realisasi Realisasi Realisasi | Realisasi | Target
Kinerja 2016 2017 2018 2019 2021
1  Cakupan % 98,32 98,74 99,52 99,53 100
Pelayanan
Air Minum

Sumber Data : LKjIP Kota Bontang 2016-2018, RPJMD 2016-2021

Grafik 3.17. Realisasi Cakupan Pelayanan Air Minum
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Sasaran 7 dicapai melalui beberapa program sebagai berikut.

Tabel 3.51. Perbandingan Realisasi Keuangan Program yang Mendukung Sasaran 7

Anggaran . .
NO Program Anggaran 2019 Perubahan 2019 Realisasi 2019
Program Pengembangan
1 ’ifAlnerJa Pengelolaan Air 23.461.160.600,00 10.153.390.600,00 9.249.568.975,00
num

Program Perencanaan

Pengembangan
2 | Infrastruktur Prasarana 465.768.500,00 320.533.500,00 290.925.600,00
Wilayah Dan Sumber
Daya Alam
Total 23.926.929.101,00 10.473.924.100,00 9.540.494.575,00

Sumber Data : LRA Kota Bontang 2019

Program anggaran murni untuk menunjang sasaran 7 tersebut di atas berjumlah
Rp 51.150.366.032,00 namun setelah terjadi perubahan menjadi sebesar Rp
54.611.223.863,00 atau terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp 3.460.857.831,00
atau sebesar 6,34%. Realisasi anggaran sebesar Rp 19.157.002.995,00 atau
sebesar 91,08%, dengan capaian kinerja sebesar 100,53 % sehingga tidak

terjadi efisiensi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan capaian kinerja sasaran 7 adalah

sebagai berikut.

1. Telah dilaksanakan kegiatan pengembangan jaringan air minum Kota
Bontang, Peremajaan pipa air bersih Kota Bontang, Peningkatan sarana dan
prasarana WTP Kota Bontang serta pembuatan sumur dalam di 3 lokasi
kelurahan.

2. Pencapaian ini juga di dukung dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
Reguler Bidang Air Minum TA 2019 melalui kegiatan pengembangan
jaringan perpipaaan SPAM untuk Kelurahan Kanaan & Kelurahan Gunung
Telihan Kecamatan Bontang Barat dan dari Bantuan Keuangan Propinsi
melalui kegiatan penambahan jaringan pipa air minum Kota Bontang di

anggaran perubahan.

3.2.8. Sasaran 8 “Terselesaikannya Permasalahan Banjir”
Sasaran “Terselesaikannya Permasalahan Banjir’ memiliki 1 (satu)

indikator kinerja yang disajikan pada tabel berikut.
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Tabel 3.52. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 8 Tahun 2019

No Indikator Kinerja Satuan Tahun 2019
Target Realisasi % Capaian
1. ' Luas Wilayah Tergenang Ha 23,86 26,28 90,79 %

Sumber Data : Dinas PUPRK Kota Bontang, 2019

Pencapaian indikator kinerja Luas Wilayah Tergenang pada tahun 2019 telah
melampaui dari target yang telah ditetapkan. Namun, masih ada beberapa
permasalahan yang terjadi untuk mencapai target akhir RPIJMD yaitu semakin
luasnya wilayah banjir yang disebabkan adanya banijir kiriman dari hulu, belum
terbangunnya waduk akibat belum pembebasan lahan dan dana penanganan
banjir belum mencapai 10% dari total APBD. Capaian kinerja tahun 2019
dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan telah melampaui walaupun
masih ada beberapa permasalahan yang terjadi seperti dijelaskan di atas. Berikut
disajikan pencapaian indikator kinerja Luas Wilayah Tergenang 2016-2019.

Tabel 3.53. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja
Luas Wilayah Tergenang

Luas Wilayah Tergenang
Tahun Target Realisasi Capaian Capaian Tingkat
2019 Kinerja Anggaran Efisiensi
2017 33,81 Ha 29,81 Ha 113,42 % 93,10 % 20,32 %
2018 28,83 Ha 29,19 Ha 98,76 % 81,38 % 17,38 %
2019 23,86 Ha 26,28 Ha 90,79 % 91,73 % 0,94 %

Sumber Data : LKjIP 2016-2018, DPUPRK 2019

Realisasi indikator kinerja pertahun terhadap target akhir RPJMD pada tahun
2021 disajikan seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.54. Realisasi Indikator Kinerja Luas Wilayah Tergenang terhadap Target RPJMD

No Indikator Satuan Realisasi Realisasi Realisasi Target 2021
Kinerja 2017 2018 2019
1 | Luas Wilayah Ha 29,81 29,19 26,28 13,91
Tergenang

Sumber Data : LKjIP 2017-2018, RPIJMD 2016-2021

Grafik 3.18. Realisasi Luas Wilayah Tergenang
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Sasaran 8 dicapai melalui beberapa program sebagai berikut.

Tabel 3.55. Perbandingan Realisasi Keuangan Program yang Mendukung Sasaran 8

Anggaran . .
NO Program Anggaran 2019 Perubahan 2019 Realisasi 2019
1 Program Pembangunan 31.614.938.000,00 32.849.490.384,00 30.300.451.211,00
Saluran Drainase/Gorong-
Gorong
2 Program Pembangunan 24.756.406.900,00 32.519.485.897,00 29.393.309.161,00
Turap/Talud/Bronjong
3 Program Pengendalian 4.808.692.215,00 7.728.882.215,00 7.207.321.479,00
Banijir
4 Program Peningkatan 20.330.052.000,00 34.126.896.000,00 31.460.864.692,00
Jalan Dan Jembatan
Total 81.510.089.115,00 107.224.754.496,00 98.361.946.543,00

Sumber Data : LRA Kota Bontang 2019

Program anggaran murni untuk menunjang sasaran 8 tersebut di atas berjumlah
Rp 81.510.089.115,00 namun setelah terjadi perubahan menjadi sebesar Rp
107.224.754.496,00 atau terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp
25.714.665.381,00 atau sebesar 23,98%. Realisasi anggaran sebesar Rp
98.361.946.543,00 atau sebesar 91,73%, dengan capaian kinerja sebesar 90,79
% sehingga tidak terjadi efisiensi sumber daya.

Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan capaian kinerja sasaran

8 adalah sebagai berikut.

1. Adanya peran serta masyarakat membersihkan saluran drainase dan
sedimentasi yang tersumbat serta tidak membuang sampah ke sungai;

2. Bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk terus
mensosialisasikan serta memberi pengertian kepada masyarakat untuk
membuang sampah pada tempatnya;

3. Melakukan normalisasi sungai-sungai yang ada di Kota Bontang.

3.2.9. Sasaran 9 “Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Non Migas”
Sasaran “Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Non Migas” memiliki 1

(satu) indikator kinerja yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.56. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 9 Tahun 2019

No Indikator Kinerja Satuan Tahun 2019
Target Realisasi % Capaian
1. | Pertumbuhan PDRB Non % 3-5 11,51 230,2 %
Migas

Sumber Data : DKUKMP Kota Bontang, 2019
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Berikut disajikan pencapaian indikator kinerja Pertumbuhan PDRB Non Migas

2016-2019.
Tabel 3.57. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja

Pertumbuhan PDRB Non Migas

Pertumbuhan PDRB Non Migas
Tahun Target Realisasi Capaian Capaian Tingkat
2019 Kinerja Anggaran Efisiensi
2016 7,74 % 12,26 % 158,40 % 82,33 % 76,07 %
2017 8-10 % 2,64 % 35,68% 94,38 % -58,70 %
2018 3-5% 6,52 % 163% 92,63 % 70,37 %
2019 3-5% 11,51 % 230,2 % 95,32 % 134,88 %

Sumber Data : LKjIP Kota Bontang 2016-2018, DKUKMP 2019

Realisasi indikator kinerja pertahun terhadap target akhir RPJMD pada tahun
2021 disajikan seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.58. Realisasi Indikator Kinerja Pertumbuhan PDRB Non Migas
terhadap Target RPIMD

No Indikator Satuan Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Target
Kinerja 2016 2017 2018 2019 2021
1 | Pertumbuhan % 12,26 2,64 6,52 11,51 8-10
PDRB Non
Migas

Sumber Data : LKjIP 2016-2018, RPJMD 2016-2021

Grafik 3.19. Realisasi Pertumbuhan PDRB Non Migas
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Sasaran 9 dicapai melalui beberapa program sebagai berikut.

Tabel 3.59. Perbandingan Realisasi Keuangan Program yang Mendukung Sasaran 9

Anggaran . .
NO Program Anggaran 2019 Perubahan 2019 Realisasi 2019
1 Program Penciptaan 92.406.250,00 92.406.250,00 92.256.250,00

Iklim Usaha Kecil
Menengah Yang
Kondusif
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Program Pengembangan
Kewirausahaan Dan
Keunggulan Kompetitif
Usaha Kecil Dan
Menengah

554.592.500,00

360.129.000,00

358.691.000,00

Program Peningkatan
Kualitas Kelembagaan
Koperasi

489.935.750,00

489.935.750,00

470.344.985,00

Program Pengembangan
Industri Kecil Dan
Menengah

446.702.500,00

1.079.702.500,00

1.072.603.935,00

Program Peningkatan
Kemampuan Teknologi
Industri

199.180.000,00

192.680.000,00

190.066.000,00

Program Peningkatan
Iklim Investasi Dan
Realisasi Investasi

475.000.000,00

680.275.120,00

674.173.524,00

Program Pengembangan
Budidaya Perikanan

588.680.600,00

753.188.800,00

746.075.200,00

Program Pengembangan
Perikanan Tangkap

2.725.651.000,00

4.672.094.000,00

4.628.795.067,00

Program Pengembangan
Pemasaran Pariwisata

1.612.887.500,00

1.660.867.500,00

1.535.165.670,00

10

Program Pengembangan
Destinasi Pariwisata

7.144.110.000,00

6.684.420.000,00

6.450.062.360,00

11

Program Peningkatan
Kesejahteraan Petani

540.975.000,00

898.395.000,00

884.668.349,00

12

Program Peningkatan
Penerapan Teknologi
Pertanian/Perkebunan

26.415.000,00

26.415.000,00

25.550.000,00

13

Program Peningkatan
Produksi
Pertanian/Perkebunan

407.123.000,00

469.393.000,00

252.143.200,00

14

Program Pencegahan
Dan Penanggulangan
Penyakit Ternak

116.000.000,00

119.375.000,00

117.625.600,00

15

Program Peningkatan
Produksi Hasil
Peternakan

422.660.000,00

422.660.000,00

404.842.400,00

16

Program Peningkatan
Pemasaran Hasil
Produksi Peternakan

920.417.000,00

1.157.317.000,00

1.151.612.323,00

17

Program Perlindungan
Konsumen Dan
Pengamanan
Perdagangan

149.875.000,00

149.875.000,00

144.484.100,00

18

Program Peningkatan
Dan Pengembangan
Ekspor

240.776.000,00

440.776.000,00

430.295.967,00

19

Program Peningkatan
Efisiensi Perdagangan
Dalam Negeri

1.326.791.000,00

2.717.075.968,00

2.643.352.355,00

20

Program Pembinaan
Pedagang Kaki Lima
Dan Asongan

677.752.500,00

833.532.500,00

825.532.500,00

21

Program Koordinasi
Perumusan Dan
Implementasi Kebijakan
Ekonomi

248.300.500,00

446.100.500,00

403.148.869,00

22

Program Penataan
Struktur Industri

321.160.000,00

321.160.000,00

320.085.600,00

23

Program Pengembangan
Kemitraan

579.370.000,00

610.880.000,00

562.716.750,00
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24 | Program Peningkatan 200.000.000,00 200.000.000,00 198.590.189,00
Penerapan Teknologi
Peternakan

25 | Program Pengelolaan 2.171.755.340,00 2.267.955.340,00 1.905.053.769,00
Kekayaan Budaya

26 | Program Pengelolaan 1.321.405.000,00 1.540.523.700,00 1.430.170.100,00
Keragaman Budaya

Total 23.999.921.440,00 29.287.132.928,00 27.918.106.062,00

Program anggaran murni untuk menunjang sasaran 9 tersebut di atas berjumlah
Rp 23.999.921.440,00 namun setelah terjadi perubahan menjadi sebesar Rp
29.287.132.928,00 atau terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp 5.287.211.488,00
atau sebesar 18.05%. Realisasi anggaran sebesar Rp 27.918.106.062,00 atau
sebesar 95,33%, dengan capaian kinerja sebesar 230,2 % sehingga terjadi

tingkat efisiensi sebesar 134,87%

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan capaian kinerja sasaran 9 adalah

sebagai berikut.

a. Pendampingan dan monitoring terhadap IKM dan UKM yang terus menerus
dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan sehingga para
pelaku industri kecil menengah serta usaha kecil mikro dapat meningkatkan
kualitas dan mutu produksinya.

b. Promosi produk unggulan Kota Bontang yang dilakukan melalui even seperti
pameran dagang dalam negeri tingkat nasional, propinsi dan lokal mampu
menambah daya saing produk IKM.

Prestasi dan Penghargaan di bidang koperasi yaitu Satya Lencana
Pembangunan Bidang Koperasi dari Pemerintah Rl untuk Walikota Bontang
Tahun 2019 serta Satya Lencana Wira Karya dari Kementerian Koperasi & UKM
untuk Koperasi KPN Praja Sejahtera Kota Bontang

Dokumentasi Satya Lencana Pembangunan Bidang Koperasi Tahun 2019
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3.2.10. Sasaran 10 “Tersedianya Infrastruktur Kota yang Memadai untuk
Mendukung Perkembangan Ekonomi Kota”
Infrastruktur Kota yang Memadai untuk

Sasaran “Tersedianya

Mendukung Perkembangan Ekonomi Kota” memiliki 3 (tiga) indikator kinerja

yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.60. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 10 Tahun 2019

No Indikator Kinerja Satuan Tahun 2019
Target Realisasi % Capaian
1, Panjang Jalan Kondisi Baik % 98 99,95 101,98 %
2, Jumlah sarana Unit 3 3 100 %
perdagangan/pasar
3. Jaringan gas rumah tangga Kelurahan 14 14 100 %
100,66 %

Sumber Data : DKUKMP, DPUPRK Kota Bontang, 2019

3.2.10.1 Indikator Kinerja Sasaran 1 “Panjang Jalan Kondisi Baik”
Indikator Kinerja Panjang Jalan Kondisi Baik dapat dihitung dari :

Jumlah Panjang Jalan Kondis: Baik

1 0,
Jumlah Jalan Keseluruhan x 100%

% Panjang Jalan Kondist Baik =

195.237

e 1)
195337 © 100%

= 99,95%

Dilihat dari perhitungan di atas, realisasi indikator kinerja panjang jalan kondisi
baik pada tahun 2019 mencapai 99,95%. Dibandingkan dengan target yang telah
ditetapkan sebesar 98% maka indikator kinerja panjang jalan kondisi baik
memperoleh capaian kinerja sebesar 101,98%. Berikut disajikan pencapaian

indikator kinerja panjang jalan kondisi baik 2016-2019.

Tabel 3.61. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja
Panjang Jalan Kondisi Baik

Panjang Jalan Kondisi Baik

Tahun Target Realisasi Capaian Capaian Tingkat

2019 Kinerja Anggaran Efisiensi

2016 87,87 % 95,8 % 109,02 % 60,70 % 48,32 %
(179,615 km) (195,826 km)

2017 95,80 % 97,64 % 101,92 % 95,75 % 6,17 %
(195,825 m) (199,586 m)

2018 90,63 % 99,35 % 109,62 % 96,64 % 12,98 %
(194,072 m)

2019 98 % 99,95 % 101,98% 87,42 % 14,56 %
(195.237 m)
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Sumber Data : LKjIP Kota Bontang 2016-2018, DPUPRK 2019

Realisasi indikator kinerja pertahun terhadap target akhir RPJMD pada tahun
2021 disajikan seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.62. Realisasi Indikator Kinerja Panjang Jalan Kondisi Baik terhadap Target RPIMD

No Indikator Satuan = Realisasi | Realisasi @ Realisasi | Realisasi Target
Kinerja 2016 2017 2018 2019 2021
1 | Panjang % 95,8 97,64 99,35 99,95 91,45
Jalan
Kondisi Baik

Sumber Data : LKjIP 2016-2018, RPJMD 2016-2021

Grafik 3.20. Realisasi Panjang Jalan Kondisi Baik
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3.2.10.2 Indikator Kinerja Sasaran 2 “Jumlah Sarana Perdagangan/Pasar”
Berikut disajikan pencapaian indikator kinerja Jumlah Sarana
Perdagangan/Pasar 2016-2019.

Tabel 3.63. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja
Jumlah Sarana Perdagangan/Pasar

Jumlah Sarana Perdagangan/Pasar
Tahun Target Realisasi Capaian Capaian Tingkat
2019 Kinerja Anggaran Efisiensi
2016 3 unit 3 unit 100 % 36,93 % 63,07 %
2017 3 unit 3 unit 100 % 26,71 % 73,29 %
2018 3 unit 3 unit 100 % 90,11 % 9,89 %
2019 3 unit 3 unit 100 % 99,94 % 0,06 %

Sumber Data : LKjIP 2016-2018, DKUKMP 2019

Pasar adalah sarana prasarana kegiatan ekonomi dan perdagangan yang sangat
vital dalam mendukung perkembangan perekonomian masyarakat sekaligus juga
merupakan sarana pelayanan publik. Sesuai dengan target yang ditetapkan
dalam Perjanjian Kinerja (PK) Kota Bontang 2019, ketersediaan sarana dan

prasarana pasar berjumlah 3 unit. Target ini tidak mengalami penambahan
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dibanding target tahun sebelumnya. Namun fokusnya adalah meningkatkan
kualitas sarana dan prasarana pasar, baik sebagai infrastruktur ekonomi daerah
maupun sebagai sarana pelayanan publik. Dalam rangka pencapaian target
tersebut peningkatan kualitas sarana dan prasarana pasar dilaksanakan melalui
program dan kegiatan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan
Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan. Adapun program tersebut adalah
Program Peningkatan Dan Pengembangan Sarana Dan Prasarana

Perdagangan.

Realisasi indikator kinerja pertahun terhadap target akhir RPJMD pada tahun
2021 disajikan seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.64. Realisasi Indikator Kinerja Jumlah Sarana Perdagangan/Pasar
terhadap Target RPIMD

No Indikator Satuan | Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Target
Kinerja 2016 2017 2018 2019 2021
1 | Jumlah unit 3 3 3 3 4
Sarana
Perdaganga
n/Pasar

Sumber Data : LKjIP 2016-2018, RPJMD 2016-2021

Grafik 3.21. Realisasi Jumlah Sarana Perdagangan/Pasar
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3.2.10.3 Indikator Kinerja Sasaran 3 “Jaringan Gas Rumah Tangga”
Berikut disajikan pencapaian indikator kinerja Jaringan Gas Rumah
Tangga 2016-2019.

Tabel 3.65. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja
Jaringan Gas Rumah Tangga

Jaringan Gas Rumah Tangga
Tahun Target Realisasi Capaian Capaian Tingkat
2019 Kinerja Anggaran Efisiensi
2016 3 kelurahan 3 kelurahan 100 % 0% -
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2017 5 kelurahan 14 kelurahan 280 % 0% -
2018 14 kelurahan 14 kelurahan 100 % 0% -
2019 14 Kelurahan 14 Kelurahan 100 % 0% -

Sumber Data : LKjIP Kota Bontang 2016-2018, DKUKMP 2019

Realisasi indikator kinerja pertahun terhadap target akhir RPIJMD pada tahun
2021 disajikan seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.66. Realisasi Indikator Kinerja Jaringan Gas Rumah Tangga
terhadap Target RPIMD

No Indikator Satuan Realisasi = Realisasi Realisasi | Realisasi Target
Kinerja 2016 2017 2018 2019 2021
1  Jaringan kelurahan 3 14 14 14 15
Gas Rumah
Tangga

Sumber Data : LKjIP Kota Bontang 2016-2018, RPJMD 2016-2021

Grafik 3.22. Realisasi Jaringan Gas Rumah Tangga
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Dijelaskan bahwa Jaringan Gas (Jargas) adalah salah satu program strategis
pemerintah Kota Bontang yang terdapat dalam Dokumen RPJMD tahun 2016-
2021. Sasaran utamanya adalah program nasional subtitusi energi, khususnya
untuk penggunaan rumah tangga. Program Jargas pada tahun 2019 seluruhnya
dibiayai oleh Dana APBN melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Sebelum menjadi urusan Pemerintah Pusat, pada tahun 2013 dan 2014
sebanyak 1472 Sambungan dan Pemerintah Kota Bontang telah
mengalokasikan anggaran untuk program dan kegiatan jaringan gas rumah
tangga, namun dengan berlakunya Undang-undang 23 tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah yang mengatur bahwa urusan Migas bukan menjadi urusan
Pemerintah Kabupaten/Kota. Jumlah gas sambungan rumah tangga sejak tahun
2017 sampai 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.67. Jumlah Sambungan Gas Rumah Tangga

. Jumlah Sambungan Gas Ke Rumah (SR)
Lokasi Yang Total
Disambung/Dipasang Tahun Sambungan

2011 | 2014 | 2017 [ 2018 [ 2019

No.

1. Kecamatan Bontang Utara
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1) Kelurahan Bontang Baru; 979 749 1.728
2) Kelurahan Bontang Kuala; 422 201 623
3) Kelurahan Api-Api; 1.822 667 2.489
4) Kelurahan Loktuan; 562 420 982
5) Kelurahan Guntung; dan 493 309 802
6) Kelurahan Gunung Elai. 1.694 469 2.163
2. Kecamatan Bontang Selatan
1) Kelurahan Berbas Tengabh; 1.385 325 1710
2) Kelurahan Berbas Pantai; 497 186 683
3) Kelurahan Tanjung Laut; 1.001 166 1.167
4) Kelurahan Tanjung Laut 737 265 1.002
Indah;
5) Kelurahan Satimpo; dan 397 257 654
6) Kelurahan Bontang - - - -
Lestari.
3. Kecamatan Bontang Barat

1) Kelurahan Belimbing; 999 479 1.478
2) Kelurahan Kanaan; dan 528 127 655
3) Kelurahan Telihan 1.395 1.472 385 1.780

Total 4911 1.472 8.000 5.005 0 19.388

Sumber data : PT. Bontang Migas Energi Th.2020

Keberadaan jaringan gas di Kota Bontang, tentu harus ada pengolah atau
instansi yang bertanggungjawab atas pemberdayaan jaringan gas tersebut.
Maka melalui kebijakan Pemerintah Kota Bontang dibentuklah suatu badan
usaha atau BUMD yang diberi nama PT. Bontang Migas dan Energi atau yang
disingkat PT. BME melalui Peraturan Daerah Wali Kota Bontang Nomor 2 Tahun
2012 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bontang Migas Dan Energi tanggal
26 April 2012, dengan dasar pertimbangan untuk memberdayakan dan
memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Bontang dan keikutsertaan dalam

pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam nasional di Kota Bontang.

Adapun tujuan dari pembentukan Peraturan Daerah tersebut adalah:

1. Memanfaatkan sumber daya alam, khususnya minyak dan gas bumi serta
mengembangkan industri hulu dan hilir yang organik maupun bukan organik
untuk kesejahteraan masyarakat Bontang;

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;

Membuka lapangan kerja;

Serta menguasai teknologi, manajerial dan finansial yang berkaitan dengan
sumber daya alam, khususnya minyak, gas bumi dan energi baik dari energi

fosil maupun energi baru dan terbarukan.

Pemerintah Kota Bontang melalui RPJMD 2016-2021 mentargetkan sebanyak 15
Kelurahan untuk mendapatkan jaringan sambungan gas. sampai 31 Desenber
2019 target yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja sudah tercapai
sebanyak 14 Kelurahan sebanyak 5.005 Sambungan Rumah (SR). Jadi jumlah
total sambungan rumah sampai tahun 2019 berjumlah 19.388 SR. Sedangkan
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untuk Kelurahan Bontang Lestari ditargetkan tahun 2021 dengan target anggaran
APBN.

Sasaran 10 dicapai melalui beberapa program sebagai berikut.

Tabel 3.68. Perbandingan Realisasi Keuangan Program yang Mendukung Sasaran 10

Anggaran . .

NO Program Anggaran 2019 Perubahan 2019 Realisasi 2019

1 Program Pembangunan 7.030.196.000,00 5.784.882.000,00 5.617.961.023,00
Jalan Dan Jembatan

2 Program 7.662.174.000,00 7.563.020.000,00 7.076.370.648,00
Rehabilitasi/Pemeliharaan
Jalan Dan Jembatan

3 Program Peningkatan 76.083.395.100,00 29.101.333.100,00 24.381.067.368,00
Infrastruktur Permukiman

4 Program Pembangunan 531.460.000,00 531.460.000,00 500.633.750,00
Sistem Informasi/Data Base
Jalan Dan Jembatan

5 Program Peningkatan Dan 26.638.515.464,00 59.000.000.000,00 58.965.875.704,00

Pengembangan Sarana
Dan Prasarana
Perdagangan

Total

117.945.740.564,00

101.980.695.100,00

96.541.908.493,00

Sumber Data : LRA Kota Bontang 2019

Program anggaran murni untuk menunjang sasaran 10 tersebut di atas berjumlah

Rp 117.945.740.564,00 namun setelah terjadi perubahan turun menjadi sebesar

Rp 101.980.695.100,00 atau terjadi penghematan atau pengurangan anggaran
sebesar Rp 15.965.045.464,00 atau sebesar 15,65%. Realisasi anggaran

sebesar Rp 96.541.908.493,00 atau sebesar 94,67%, dengan capaian kinerja

sebesar 100,66 % sehingga terjadi tingkat efisiensi sebesar 5,99%

3.3. Realisasi Anggaran

NO

41

411
4.1.2

Realisasi APBD Kota Bontang tahun 2019 tergambar pada tabel berikut ini.

Tabel 3.69 Laporan realisasi APBD Kota Bontang tahun 2019

Uraian

PENDAPATAN
DAERAH
Pendapatan Asli
Daerah

Hasil Pajak Daerah

Hasil Retribusi

Pagu Anggaran

1.428.087.425.185,31
180.514.947.621,00

100.047.500.000,00
3.245.750.000,00

Realisasi

1.477.726.740.345,66

218.743.530.945,38

116.864.297.801,00
6.331.946.328,25

% Lebih/(Kurang)

5 6
103,48 49.639.315.160,35
121,18 38.228.583.324,38
116,81 16.816.797.801,00
195,08 3.086.196.328,25
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4.1.3

4.1.4

4.2
421

422
4.2.3
4.3

43.1

4.3.3

4.3.4

4.3.5

4.3.6

51

511
51.2
513
514
515

5.1.6

517

5.1.8

5.2
521
522

5.2.3

Daerah

Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan
Lain-lain Pendapatan
Asli Daerah yang Sah

Dana Perimbangan

Bagi Hasil Pajak/Bagi
Hasil Bukan Pajak
Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Khusus

Lain-lain
Pendapatan Daerah
yang Sah
Pendapatan Hibah

Dana Bagi Hasil
Pajak dari Provinsi
dan Pemerintah
Daerah Lainnya
Dana Penyesuaian
dan Otonomi Khusus
Bantuan Keuangan
dari Provinsi atau
Pemerintah Daerah
Lainnya
Penerimaan Lain-
Lain

BELANJA DAERAH

Belanja Tidak
Langsung
Belanja Pegawai

Belanja Bunga
Belanja Subsidi
Belanja Hibah

Belanja Bantuan
Sosial

Belanja Bagi Hasil
Kepada
Provinsi/Kabupaten/K
ota dan
Pemerintahan Desa
Belanja Bantuan
Keuangan Kepada
Propinsi/Kabupaten/K
ota dan
Pemerintahan Desa
dan Partai Politik
Belanja Tidak
Terduga

Belanja Langsung

Belanja Pegawai

Belanja Barang dan
Jasa
Belanja Modal

Surplus/(Defisit)

LKjIP KOTA BONTANG TAHUN 2019

4.504.000.000,00

72.717.697.621,00

964.106.316.000,31
660.141.500.000,31

233.360.408.000,00
70.604.408.000,00
283.466.161.564,00

14.608.200.000,00

204.634.679.564,00

31.973.282.000,00

30.750.000.000,00

1.500.000.000,00

1.685.828.021.759,00
487.200.024.317,00

458.369.062.817,00
0,00

0,00
19.549.836.500,00
1.315.000.000,00

0,00

6.016.100.000,00

1.950.025.000,00

1.198.627.997.442,00
53.855.581.541,00
598.196.815.143,00

546.575.600.758,00
(257.740.596.573,69)

4.504.282.490,23

91.043.004.325,90

996.123.411.211,00
698.202.723.351,00

233.360.408.000,00
64.560.279.860,00
262.859.798.189,28

10.773.080.000,00

186.353.421.578,00

31.973.282.000,00

30.750.000.000,00

3.010.014.611,28

1.553.770.272.149,61
471.131.196.672,95

446.614.560.879,95
0,00

0,00
17.999.916.155,00
619.935.699,00

0,00

5.726.793.289,00

169.990.650,00

1.082.639.075.476,66
43.665.807.915,00
555.764.359.144,66

483.208.908.417,00
(76.043.531.803,95)

100,01

125,20

103,32
105,77

100,00
91,44
92,73

73,75

91,07

100,00

100,00

200,67

92,17
96,70

97,44
0,00
0,00

92,07

47,14

0,00

95,19

8,72

90,32
81,08
92,91

88,41
29,50

282.490,23

18.325.306.704,90

32.017.095.210,69
38.061.223.350,69

0,00
(6.044.128.140,00)
(20.606.363.374,72)

(3.835.120.000,00)

(18.281.257.986,00)

0,00

0,00

1.510.014.611,28

132.057.749.609,39
16.068.827.644,05

11.754.501.937,05
0,00

0,00
1.549.920.345,00
695.064.301,00

0,00

289.306.711,00

1.780.034.350,00

115.988.921.965,34
10.189.773.626,00
42.432.455.998,34

63.366.692.341,00
181.697.064.769,74
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6.1

6.1.1

6.2

6.3

PEMBIAYAAN
DAERAH
Penerimaan
Pembiayaan
Daerah

Sisa Lebih
Perhitungan
Anggaran Daerah

Tahun Sebelumnya

Pengeluaran
Pembiayaan
Daerah

Pembiayaan Netto

Sisa Lebih
Pembiayaan
Anggaran Tahun
Berkenaan

LKjIP KOTA BONTANG TAHUN 2019

257.740.596.573,69

257.740.596.573,69

257.740.596.573,69

0,00

257.740.596.573,69
0,00

257.728.040.488,69 100,00
257.728.040.488,69 100,00
257.728.040.488,69 100,00
0,00 0,00
257.728.040.488,69 100,00
181.684.508.684,74 100,00

(12.556.085,00)

(12.556.085,00)

(12.556.085,00)

0,00

(12.556.085,00)
181.684.508.684,74

Sumber : LRA 2019 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bontang

Pada akhir Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Kota Bontang memiliki

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) sebesar Rp.
181.684.508.684,74. SILPA tersebut terdiri dari surplus APBD sebesar Rp.
76.043.531.803,95 dan pembiayaan netto sebesar Rp. 257.728.040.488,69.

Hasil analisis persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dan persentase

penyerapan anggaran, disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 3.70 Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2019

No Sasaran % Rata- Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Ket
rata Realisasi
Capaian Anggaran
Kinerja
Sasaran
1. Meningkatnya 99,18 % 133.470.834.920 119.916.566.708,88 89,84% Efisien
Kualitas
Pendidikan Untuk
Semua
2. Meningkatnya 109,86 % 123.500.115.179 110.918.627.810 89,81% Efisien
Kualitas
Kesehatan Untuk
Semua
3. Meningkatnya 107,53 % 4.903.289.100. 4.764.734.253 97,17% Efisien
Kesejahteraan
Kehidupan Sosial
4. Terwujudnya 101,73 % 30.268.701.050 27.437.945.280 90,65% Efisien
Penyelenggaraan
Pemerintahan
yang Transparan,
Akuntabel  dan
Partisipatif
5. Meningkatnya 102,99 % 47.668.764.417 44.179.705.253 92,68% Efisien
Cakupan
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Pengelolaan
Sanitasi

6. Meningkatnya 58,78 % 60.254.044.703 34.186.641.235 56,74%
Kualitas
Lingkungan
Permukiman

7. Meningkatnya 100,53 % 10.473.924.100 9.540.494.575 91,08%
Akses Pelayanan
Air Minum

8. Terselesaikannya 110,14 % 107.224.754.496 98.361.946.543 91,73%
Permasalahan
Banijir

9. Meningkatnya 230,2 % 29.287.132.928 27.918.106.062 95,32%
Pertumbuhan
Ekonomi Non
Migas

10. Tersedianya 100,66 % 101.980.695.100 96.541.908.493 94,66%

Insfrastruktur

Kota yang

Memadai  untuk

Mendukung

Perkembangan

Ekonomi Kotall

Jumlah 1121,60% 644.128.966.893 573.766.676.212,88  889,68%

Rata-rata capaian 112,16% - - 88,968%

Tabel diatas menunjukkan terdapat 10 (sepuluh) sasaran strategis dan 21
(dua puluh satu) indikator kinerja yang didukung oleh 105 (Seratus Lima)
program. Dalam tabel tersebut tersaji 105 (Seratus Lima) program karena
terdapat 2 (dua) program yang sama pada indikator yang berbeda. Jumlah pagu
anggaran program pendukung indikator kinerja utama sebesar Rp,
644,128,966,893 dengan realisasi sebesar Rp,- 573,766,676,212.88 atau 88,968
persen. Sehingga terjadi efisien sebesar Rp, 70,362,290,680.12 - atau 23,192

persen.

3.4. Tindak Lanjut Rekomendasi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan
Timur
Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur melalui surat nomor
700/2060/SAKIP-Kab-Kota/IX/2019 tanggal 15 November 2019 perihal Laporan
Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
(SAKIP) Tahun 2019 pada Pemerintah Kota Bontang, telah memberikan
rekomendasi atas evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota

Bontang tahun 2019, dan ditindaklanjuti sebagai berikut.
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1. Evaluasi terhadap IKU yang merupakan core business perangkat daerah
yaitu masih berproses secara bertahap hingga akhir tahun 2019.
Rencana Aksi :
- Pemerintah Kota Bontang akan melakukan evaluasi serta pendampingan
penyusunan dokumen perencanaan seluruh Perangkat Daerah sebagai
upaya menyelaraskan perencanaan perangkat daerah dengan

perencanaan Kota Bontang.

2. Beberapa perangkat daerah belum menerapkan indikator kinerja utama
sesuai dengan tujuan akhir (goal) organisasi tersebut.
Rencana Aksi :
- Akan melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan terhadap
Indikator Kinerja Utama perangkat daerah, terutama ketika melakukan

penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

3. Hasil pengukuran capaian kinerja (IKU) dimanfaatkan sebagai dasar dalam
penyusunan perencanaan dan penganggaran.
Rencana Aksi :
- Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kepada tim terkait berkaitan

dengan penyusunan perencanaan dan penganggaran.

4. Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai setingkat eselon IV ke atas
dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward dan punishment terkait
dengan pejabat/pegawai yang berkinerja dengan yang tidak berkinerja.
Rencana Aksi :

- Akan melakukan kajian dan analisa terhadap pemberian reward dan
punishment kepada seluruh pegawai serta menyesuaikan dengan

peraturan perundang-undangan.

5. Meningkatkan kualitas laporan kinerja perangkat daerah khususnya dalam
hal penyajian gambaran analisis efisiensi penggunaan sumber daya dan
informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja
instansi, memanfaatkan informasi dalam upaya perbaikan perencanaan,
program-kegiatan, dan peningkatan kinerja.

Rencana Aksi :
- Hasil penyajian gambaran analisis dan efisiensi penggunaan sumber

daya dan informasi keuangan terkait dengan capaian sasaran kinerja
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instasi akan dilakukan evaluasi dan monitoring terkait dengan

perencanaan program-kegiatan, dan peningkatan kinerja.

6. Melaksanakan kegiatan peningkatan kualitas SDM terkait pelaksanaan
evaluasi akuntabilitas kinerja perangkat daerah.
Rencana Aksi :
- Inspektorat Daerah akan merencanakan peningkatan SDM melalui

kegiatan Pendidikan dan pelatihan aparatur di bidang pengawasan

7. Dalam upaya peningkatan kualitas agar hasil evaluasi akuntabilitas kinerja
menggambarkan akuntabilitas kinerja yang dievaluasi.
Rencana Aksi :
- Tim evaluator kedepan akan melakukan evaluasi yang menggambarkan
akuntabilitas kinerja yang dievaluasi serta akan melakukan studi

pembelajaran di Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur.
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BAB IV. PENUTUP

Hasil analisis pencapaian kinerja Pemerintah Kota Bontang secara umum
menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan dalam RPJMD
Kota Bontang 2016-2021. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bontang
Tahun 2019 terdapat 10 Sasaran Strategis dan 22 Indikator Sasaran dimana 15
indikator sasaran telah mencapai/melampaui target yang telah ditetapkan.
Pencapaian target indikator kinerja Pemerintah Kota Bontang juga didukung dengan
adanya alokasi anggaran belanja daerah sebesar RP. 1.685.828.021.759,00
dengan realisasi Rp. 1.553.770.272.149,61. Capaian kinerja Pemerintah Kota

Bontang pada tahun 2019 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.1. Rekapitulasi Capaian Kinerja Sasaran

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Realisasi % Capaian Kinerja
1 2 3 6 7
1 Meningkatnya 1 Rata-rata lama 10,73 98,44 %
Kualitas Pendidikan Sekolah
Untuk Semua Penduduk usia
15 tahun Ke Atas
2  Harapan lama 12,89 99,92 %
Sekolah (HLS)
2. Meningkatnya 3  Angka Kematian 11 78,18 %
Kualitas Kesehatan Bayi
Untuk Semua 4  Angka kematian 79 155,69%
Ibu
5 Prevalensi Balita 0,2 105,26%
Gizi Kurang
6  Angka Harapan 74,18 100,31%
Hidup
3.  Meningkatnya 7  Tingkat 4,22 104,73%
Kesejahteraan Kemiskinan
Kehidupan Sosial 8  Tingkat 9,19 110,33%
Pengangguran
4.  Terwujudnya 9  Predikat B 99,13%
Penyelenggaraan Akuntabilitas (67,66)
Pemerintahan yang Kinerja
Transparan, Pemerintah
Akuntabel dan 10 Nilai LPPD ST (3,4701) 110,87%
Partisipatif 11 Indeks Kepuasan 84,08 101,64%
Masyarakat
12 Indeks Reformasi B (66,41) 100%
Birokrasi
13 Nilai 3,30 97,05%
Pemeringkatan e-
Goverment
Indonesia (PeGi)
5.  Meningkatnya 14 Cakupan 99,52 101,99%
Cakupan pelayanan Air
Pengelolaan Limbah Domestik
Sanitasi 15 Cakupan 95,05 104,45%
penanganan
Sampah
6. Meningkatnya 16 Kawasan 16,33 58,78%
Kualitas Perumahan dan
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Lingkungan Permukiman
Permukiman Kumuh

7. Meningkatnya 17 Cakupan Pelayan 99,53 100,53%
Akses  Pelayanan Air Minum
Air Minum

8. Terselesaikannya 18 Luas Wilayah 26,28 90,79%
Permasalahan Tergenang
Banijir

9.  Meningkatnya 19 Pertumbuhan 11,51 230,2%
Pertumbuhan PDRB Non Migas
Ekonomi Non
Migas

10. Tersedianya 20 Panjang Jalan 99,95 101,98%
Insfrastruktur Kota Kondisi Baik
yang Memadai 21 Jumlah Sarana 3 100%
untuk  Mendukung Perdagangan
Perkembangan Pasar
Ekonomi Kota 22 Jaringan Gas 14 100%

Rumah Tangga

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa
indikator kinerja yang dicantumkan dalam Perjanjian Kinerja Kota Bontang Tahun
2019 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Adanya solusi yang dilakukan untuk
mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal menjadi
salah satu faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja Tahun 2019. Terhadap
target indikator kinerja yang belum tercapai, Pemerintah Kota Bontang akan
mengambil langkah konkrit seperti mengoptimalkan pelaksanaan program dan
kegiatan serta melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan
yang telah dilaksanakan sebagai upaya perbaikan dan meminimalisir resiko

kegagalannya.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bontang Tahun 2019 ini.
Secara garis besar penyusunan laporan ini dalam rangka untuk memperbaiki dan

meningkatkan kinerja Pemerintah Kota Bontang dimasa-masa mendatang.
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DAFTAR PRESTASI DAN PENGHARGAAN
PEMERINTAH KOTA BONTANG TAHUN 2019

No. Jenis Penghargaan Dokumentasi

1. Predikat AKIP B (nilai 67,66)
atas hasil evaluasi penerapan
Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP)

2. Penghargaan Adipura 2018
diserahkan langsung kepada
Wali Kota Bontang oleh Menteri
Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (14 Januari 2019)

3. Penghargaan Paniji
Keberhasilan Pembangunan
dari Pemerintah Provisi
Kalimantan Timur (9 Januari
2019)

a. Terbaik | Bidang Kinerja
Penyelengaraan
Pemerintahan Daerah
(LPPD) Kategori Kota

b. Terbaik | Bidang
Pemberdayaan Masyarakat
dan Penyelenggaraan
Pemerintahan Kelurahan

c. Terbaik | Bidang
Penyelenggaraan Penataan
Ruang

d. Terbaik | Bidang
Kondusifitas

e. Terbaik Il Bidang
Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi

f.  Terbaik Il Bidang
Keberhasilan Keterbukaan
Informasi Publik

g. Terbaik Il Bidang Kesehatan

h. Terbaik Il Bidang
Perpustakaan dan Minat




Baca

i. Terbaik Il Bidang
Penanggulangan Bencana
Daerah

j-  Terbaik Il Bidang
Lingkungan Hidup

k. Terbaik Il Bidang
Pengelolaan Keuangan
Daerah

I. Terbaik Il Bidang
Keberhasilan E-Government

m. Terbaik Ill Bidang Koperasi

Terbaik Ill Bidang

Kebudayaan Kota

0. Terbaik Ill Bidang
Pelayanan Administrasi
Kecamatan Terpadu
(PATEN)

p. Terbaik Il Bidang
Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
Kategori Kota

g. Terbaik Ill Bidang
Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
Kategori Kota

r. Terbaik Ill Bidang
Pariwisata Kategori Kota

.| Penghargaan NIRWASITA

TANTRA oleh Kementerian

Lingkungan Hidup dan

Kehutanan (14 Januari 2019)

=

Penghargaan penghargaan Best
Overall, dalam Indonesia
Visionary Leader (29 Maret
2019)




6.| Penghargaan Indonesian ol pewan
. . Walikota Batu Dari/AstansH
Innovation Award 2019

i awah Lunto
Walikota Muhammad Ru

Oded Muhamm
Ibnu Sina, S.Pi.,
Dr Ir.GS Vicky |
H. Syaharie Dja

PNV AW

7. Piagam Penghargaan Menteri
Hukum dan HAM RI (27 April
2019)

8.| Penghargaan Inspiring Women
Leader 2019 (30 APRIL 2019)

9. Penghargaan WTP Tahun 2019 PENVLAAN LAPORAN 1Al i
Ke 5 kali (25 Mei 2019) R BOURST KA ATAN T

10 Penghargaan Satyalancana
Pembangunan 2019 (Jakarta, 8
Julia 2019)




11

12

13

14

15

Penghargaan keempat kalinya
Kota Layak Anak 2019 (KLA
2019) dari Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak RI (PPPA
RI)

Penghargaan Innovative
Government Award IGA Award
2019 dari Kementerian Dalam
Negeri Rl (7 Oktober 2019)

Penghargaan Apresiasi
Perempuan Hebat Indonesia
2019 SINDOmedia (18 Oktober
2019)

Penghargaan Opini Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP) dari
Pemerintah Republik Indonesia
(22 Oktober 2019)

Penghargaan Bontang sebagai
Kota yang menerapkan Smart
City dari Menteri Komunikasi
dan Informatika Republik
Indonesia (6 November 2019)

SELAMAT*&*SUKSE
Atos Diterimat
Penghargaan Pemerintah R
Kepada Pemerintah Daerah Lingkup Prov Kalti
Untuk Capaian Opini
Atas Laporan Keuangan T. A. 201




16

17

18

19

20

Penghargaan Bunda Paud
Terbaik Tingkat Nasional dari
Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia
(18 November 2019)

Penghargaan Riset dan Rating
Kota Cerdas Tahun 2019 dari
Rektor Institut Teknologi
Bandung (18 November 2019)

Penghargaan Kota Sehat Swasti
Saba dari Menteri Kesehatan
Republik Indonesia (19
November 2019)

Penghargaan Inovasi di Bidang
Kesehatan Indonesia
Healthcare Forum (IndoHCF)
Innovation Award Il Tahun 2019
(November 2019)

Penganugerahan Predikat
Kepatuhan Standar Pelayanan
Publik Tertinggi Kategori Kota
Tahun 2019 dari Ketua
Ombudsman Republik
Indonesia (27 November 2019)

ks




21 Penghargaan Sebagai Kota
Peduli Hak Azazi Manusia Pada
Tahun 2018 (10 Desember
2019)

22 Apresiasi Ketua Pengurus Pusat
Himpaudi Kepada Kepala
Daerah Peduli Pendidikan Anak
Usia Dini (12 Desember 2019)

23 Penghargaan HIMPAUID
AWARD Tahun 2019 dari
Menteri Kelautan dan Perikanan
(13 Desember 2019)




KEPUTUSAN WALIKOTA BONTANG

NOMOR 060.4/219.1/0rg.3. TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH

Menimbang

Mengingat

KOTA BONTANG TAHUN 2016-2021

WALIKOTA BONTANG,

a. bahwa dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan

1.

kinerja dilingkungan Pemerintah Kota Bontang, perlu

menetapkan indikator kinerja utama;

. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, perlu

menetapkan Keputusan Walikota Bontang tentang
Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota

Bontang.

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,
Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota
Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3839) Sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4641);

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan

Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi

Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bontang

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum
KESATU merupakan acuan untuk menetapkan rencana
kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, menyusun
dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas
kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai
dengan dokumen Rencana Strategis Pemerintah Kota

Bontang;



KETIGA :  Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya

akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 23 September 2016
WALIKOTA BONTANG,

/

NENI MOERNIAENI



Lampiran . Keputusan Walikota Bontang

Nomor : 060.4/ 219.1/0rg.3. Tahun 2016
Tanggal . 23 SEPTEMBER 2016
Tentang . PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA BONTANG PERIODE 2016-2021

1. Nama Unit Organisasi : Pemerintah Kota Bontang
2. Tugas X
a. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi wewenang Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan
bersama DPRD;
b. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
c. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJMD dan rancangan Perda tentang RPIJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan
menetapkan RKPD;
d. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD , rancangan perda tentang perubahan APBD, dan rangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama,;
e. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan;
f. Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah;
g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundanng-undangan.

No. Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Utama Penlgglrisi,ﬁjnr{g;san Per‘ljzrs\?agbung Sumber Data
1. | Meningkatnya kualitas 1 | Indeks Pembangunan Manusia - Angka harapan hidup pada waktu lahir Dinas Kesehatan | Profil Pendidikan Kota
Pendidikan untuk semua (IPM) - Angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah | dan Dinas Bontang / BPS
- Kemampuan daya beli Pendidikan
2 Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang Profil Pendidikan Kota
Rata-rata lama sekolah penduduk | hengidikan yang sedang dijalani, kelas yang Dinas Pendidikan | Bontang / BPS
usia 15 tahun ke atas diduduki, dan pendidikan yang ditamatkan
3 Perbandingan antara jumlah penduduk usia Dinas Pendidikan | Profil Pendidikan Kota
Harapan Lama Sekolah (HLS) gertentu yang bersekolah pa(_ja thn tertentu Bontang / BPS
engan jumlah penduduk usia tertentu pada
tahun tertentu
2. | Meningkatnya kualitas 4 | Angka Kematian Bayi (rasio) (Jumlah kematian bayi dalam setahun : Jumlah | Dinas Kesehatan | Profil Kesehatan
Kesehatan untuk semua kelahiran hidup) x 1000
5 | Angka kematian ibu (Jumlah kematian ibu dalam setahun : Jumlah Dinas Kesehatan | Profil Kesehatan




No. Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Utama Penlgzlrarllsiﬁjnr:g;san Per;zr\;\?agbung Sumber Data
per 100.000 kelahiran (rasio) kelahiran hidup) x 100.000
6 | Prevalensi Balita Gizi kurang (Jumlah Balita gizi kurang : jumlah balita) x 100 | Dinas Kesehatan | Profil Kesehatan
(persen)
3 | Meningkatnya kesejahteraan 7 | Tingkat Kemiskinan (%) (Jumlah KK miskin : Jumlah KK) x 100% Dinas Sosial dan | Disosnaker dan BPS
kehidupan sosial tenaga kerja
8 | Tingkat Pengangguran (%) (Penduduk yang bekerja : penduduk yang tidak | Dinas Sosial dan | Disosnaker dan BPS
bekerja) x 100% tenaga kerja
4 | Terwujudnya Penyelenggaraan | 9 | Predikat Akuntabilitas Kinerja Nilai evaluasi laporan akuntabilitas Kinerja SETDA Laporan Hasil Evaluasi
Pemerintahan yang Pemerintah Pemerintah LKIP
Transparan, Akuntabel dan
Partisipatif 10 | Nilai LPPD Nilai evaluasi LPPD SETDA Laporan Hasil Evaluasi
LPPD
11 | Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat SETDA, Laporan hasil SKM
Perangkat
Daerah dan Unit
Kerja
12 | Indeks Reformasi Birokrasi Nilai komponen 8 area perubahan SETDA Lporan hasil IRB
13 | Indeks Kota Cerdas Indonesia Nilai Indeks Kota Cerdas Dinas terkait Laporan hasil Indeks
Kota Cerdas
5 | Meningkatnya cakupan 14 | Cakupan pelayanan air limbah (Jumlah limbah yang dikelola : Total limbah) x DKP Laporan pelayanan air
pengelolaan sanitasi domestik 100% limbah domestik
15 | Cakupan Penanganan sampah Jumlah sampah yang tertangani : Jumlah DKP Laporan volume
produksi sampah x100% sampah masuk TPA
6 | Meningkatnya Kualitas 16 | Kawasan perumahan dan (Luas wilayah pemukiman kumuh : luas Dinas PU/ PU
Lingkungan Permukiman Permukiman kumuh wilayah) x 100% DPKP2
7 | Menekan laju pertumbuhan 17 | Mempertahankan laju Menggunakan kalkulator IPCC BLH, Dinas Laporan hasil
emisi Gas Rumah Kaca pertumbuhan emisi Perhubungan pemantauan
kandungan emisi
8 | Meningkatnya akses pelayanan | 18 | Cakupan pelayanan air (Jumlah rumah tangga pengguna air bersih : Dinas PU Laporan cakupan
air minum minum jumlah seluruh rumah tangga) x 100% pelayanan air minum
yang dapat dilayani
9 | Terselesaikannya 19 | Luas wilayah tergenang (Jumlah wilayah tergenang : Jumlah Luas Wilayah) x Dinas PU Laporan presentasi




Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Utama Penlgzlrarllsiﬁjnr:g;san Per;zr\;\?agbung Sumber Data
permasalahan banijir 100% wilayah tergenang
Meningkatnya pertumbuhan 20 | Pertumbuhan PDRB Non Migas Hasil dari penetapan BPS Disperindagkop/ | Laporan PDRB
ekonomi non migas Bappeda
Meningkatnya kegiatan 21 | Kontribusi sektor ekonomi maritim | Hasil dari penetapan BPS Disperindagkop/ | Laporan PDRB
perekonomian berbasis sektor terhadap PDRB non migas Bappeda/DPKP
maritim
Tersedianya infrastruktur kota 22 | Panjang jalan kondisi baik (Jumlah panjang jIn dalam kondisi baik : jumlah | Dinas PU Laporan monitoring
yang memadai untuk jalan keseluruhan) x 100% sarana prasarana
mendukung perkembangan dasar
ekonomi kota 23 | Jaringan gas rumah tangga Jumlah kelurahan yang tersambung jargas Disperindagkop Laporan pelayanan

instalasi Gas RT.

WALIKOTA BONTANG,

/

NENI MOERNIAENI




KEPUTUSAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 060.4/146/0Org.3. TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA BONTANG

Menimbang

Mengingat

1.

TAHUN 2016-2021

WALI KOTA BONTANG,

bahwa dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan kinerja dilingkungan

Pemerintah Kota Bontang, perlu menetapkan indikator kinerja utama;

bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Wali Kota Bontang tentang Penetapan Indikator Kinerja
Utama Pemerintah Kota Bontang.

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat,
Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3839) Sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3962);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4641);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator
Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

8. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

MEMUTUSKAN :

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bontang sebagaimana tercantum

dalam Lampiran Keputusan ini;

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum KESATU
merupakan acuan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, rencana
kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun
laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja
sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pemerintah Kota Bontang;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 25 Oktober 2017
WALI KOTA BONTANG,

/

NENI MOERNIAENI



Lampiran . Keputusan Wali Kota Bontang

Nomor : 060.4/146/0rg.3. Tahun 2017
Tanggal 25 Oktober 2017
Tentang : PERUBAHAN KEDUA INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA BONTANG PERIODE 2016-2021
1. Nama Unit Organisasi  : Pemerintah Kota Bontang
2. Tugas
a. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi wewenang Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang
ditetapkan bersama DPRD;
b. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
c. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJMD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta
menyusun dan menetapkan RKPD;
d. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD , rancangan perda tentang perubahan APBD, dan rangan Perda tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
e. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-
undangan;
f.  Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah;
g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundanng-undangan.
No Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Utama Penjelas_an/AIasan Penanggung Jawab Sumber Data
Perhitungan
1 2 3 4 5 6
1. | Meningkatnya Kualitas 1 | Rata-rata Lama Sekolah Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang Dinas Pendidikan Profil Pendidikan Kota
Pendidikan untuk Penduduk Usia 15 Tahun Ke | pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang Bontang / BPS
Semua Atas diduduki dan pendidikan yang ditamatkan
2 | Harapan Lama Sekolah Perbandingan antara jumlah penduduk usia Dinas Pendidikan Profil Pendidikan Kota
(HLS) tertentu yang bersekolah pada thn tertentu Bontang / BPS
dengan jumlah penduduk usia tertentu pada
tahun tertentu




Penjelasan/Alasan

No Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Utama . Penanggung Jawab Sumber Data
Perhitungan
1 2 3 4 5 6
2. | Meningkatnya Kualitas 3 | Angka Kematian Bayi (Jumlah kematian bayi dalam 1 tahun : Jumlah | Dinas Kesehatan dan KB Profil Kesehatan
Kesehatan untuk kelahiran hidup dalam 1 tahun) x 1000
Semua 4 | Angka Kematian Ibu (Jumlah kematian ibu dalam 1 tahun : Jumlah Dinas Kesehatan dan KB Profil Kesehatan
kelahiran hidup dalam 1 tahun) x 100.000
5 | Prevalensi Balita Gizi Kurang | (Jumlah Balita gizi kurang : Jumlah balita) x Dinas Kesehatan dan KB Profil Kesehatan
100%
6 | Angka Harapan Hidup Total usia penduduk meninggal : Jumlah orang | Dinas Kesehatan dan KB DKPS dan BPS
meninggal pada tahun perhitungan
3 | Meningkatnya 7 | Tingkat kemiskinan (Jumlah penduduk miskin : Jumlah penduduk) | DSP3M DSP3M dan BPS
Kesejahteraan x 100%
Kehidupan Sosial 8 | Tingkat Pengangguran (Jumlah pengangguran terbuka usia angkatan | DPMTKPTSP DPMTKPTSP dan BPS
kerja : Jumlah penduduk angkatan kerja) x
100%
4 | Terwujudnya 9 | Predikat Akuntabilitas Kinerja | Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Laporan Hasil Evaluasi LKIP
Penyelenggaraan Pemerintah Pemerintah
Pemerintahan yang — — - - - -
Transparan, Akuntabel 10 | Nilai LPPD Nilai evaluasi LPPD Sekretariat Daerah Laporan Hasil Evaluasi LPPD
dan Partisipatif __ i i
11 | Indeks Kepuasan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah Laporan hasil SKM
Masyarakat
12 | Indeks Reformasi Birokrasi Nilai komponen 8 area perubahan Sekretariat Daerah Laporan hasil IRB
13 | Nilai Pemeringkatan e- Nilai Pemeringkatan e-Government Indonesia | Dinas Komunikasi, Informatika | Laporan hasil PeGi
Government Indonesia (PeGi) dan Statistik
(PeGi)
5 | Meningkatnya Cakupan | 14 | Cakupan Pelayanan Air (Jumlah rumah tangga bersanitasi : Jumlah DPU dan PRK dan DLH Laporan pelayanan air limbah
Pengelolaan Sanitasi Limbah Domestik rumah tangga) x 100% domestik
15 | Cakupan Penanganan (Jumlah sampah yang ditangani : Jumlah DLH Laporan volume sampah
Sampah timbulan sampah) x100% masuk TPA
6 | Meningkatnya Kualitas 16 | Kawasan Perumahan dan (Luas wilayah pemukiman kumuh : luas DPKP2 DPKP2
Lingkungan Permukiman Kumuh wilayah) x 100%
Permukiman
7 | Meningkatnya Akses 17 | Cakupan Pelayanan Air (Jumlah rumah tangga pengguna air bersih : Dinas PU dan Tata Ruang Laporan cakupan pelayanan

Pelayanan Air Minum

Minum

jumlah seluruh rumah tangga) x 100%

Kota

air minum yg dapat dilayani




Penjelasan/Alasan

No Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Utama . Penanggung Jawab Sumber Data
Perhitungan

1 2 3 4 5 6

8 | Terselesaikannya 18 | Luas Wilayah Tergenang (Jumlah wilayah tergenang : Jumlah Luas DPKP2 Laporan presentasi wilayah

Permasalahan Banijir

Wilayah) x 100%

Dinas PU dan Tata Ruang
Kota

tergenang

9 | Meningkatnya 19 | Pertumbuhan PDRB Non Hasil dari penetapan BPS DKUMP Laporan BPS
Pertumbuhan Ekonomi Migas
Non Migas

10 | Tersedianya 20 | Panjang Jalan Kondisi Baik (Jumlah panjang jalan dalam kondisi baik : Dinas PU dan Tata Ruang Laporan monitoring sarana

Infrastruktur Kota yang
Memadai untuk
Mendukung
Perkembangan
Ekonomi Kota

jumlah jalan keseluruhan) x 100%

Kota

prasarana dasar

21

Jumlah sarana
perdagangan/pasar

Jumlah sarana perdagangan/pasar yang
dimodernisasi

Dinas Koperasi UKM dan
Perdagangan dan DPUTRK

Dinas Koperasi UKM dan
Perdagangan dan DPUTRK

22

Jaringan gas rumah tangga

Jumlah kelurahan yang tersambung jargas

DPKP2

Laporan pelayanan instalasi
Gas RT.

WALI KOTA BONTANG

/

NENI MOERNIAENI




PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel

serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NENI MOERNIAENI
Jabatan : WALI KOTA BONTANG

berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka
mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen

perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Bontang, 2 Januari 2019
WALI KOTA BONTANG

NENI MOERNIAENI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
PEMERINTAH KOTA BONTANG

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target
1 2 3 4 5
1 | Meningkatnya 1 | Rata-rata lama Sekolah Tahun 10,9
Kualitas Pendidikan Penduduk usia 15 tahun Ke
Untuk Semua Atas
2 | Harapan lama Sekolah (HLS) Tahun 12,91
2. | Meningkatnya 3 | Angka Kematian Bayi Rasio 8,6
Kualitas Kesehatan 4 | Angka kematian Ibu Rasio 123
Untuk Semua 5 | Prevalensi Balita Gizi Buruk Persentase <5
6 | Angka Harapan Hidup Tahun 73,95
3. | Meningkatnya 7 | Tingkat Kemiskinan Persentase 4,42
Kesejahteraan 8 | Tingkat Pengangguran Persentase | 10,14
Kehidupan Sosial
4. | Terwujudnya 9 | Predikat Akuntabilitas Kinerja Nilai B
Penyelenggaraan Pemerintah
Pemerintahan yang 10 | Nilai LPPD Nilai ST
Transparan, 11 | Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks 82,72
Akur_1t§1be_l dan 12 | Indeks Reformasi Birokrasi Nilai B
Partisipatif — : _
13 | Nilai Pemeringkatan e- Poin/Score 3,4
Goverment Indonesia (PeGi)
5. | Meningkatnya 14 | Cakupan pelayanan Air Persentase | 97,57
Cakupan Pengelolaan Limbah Domestik
Sanitasi 15 | Cakupan penaganan Sampah | Persentase 91
6. | Meningkatnya 16 | Kawasan Perumahan dan Luas (Ha) 35
Kualitas Lingkungan Permukiman Kumuh
Permukiman
7. | Meningkatnya Akses | 17 | Cakupan Pelayan Air Minum Persentase 99
Pelayanan Air Minum
8. | Terselesaikannya 18 | Luas Wilayah Tergenang Luas (Ha) 23,86
Permasalahan Banijir
9. | Meningkatnya 19 | Pertumbuhan PDRB Non Persen 3-5
Pertumbuhan Migas
Ekonomi Non Migas
12. | Tersedianya 20 | Panjang Jalan Kondisi Baik Persen 98
Insfrastruktur Kota 21 | Jumlah Sarana Perdagangan Unit 3
yang Memadai untuk Pasar
Mendukung 22 | Jaringan Gas Rumah Tangga | Kelurahan 14
Perkembangan
Ekonomi Kota
PROGRAM ANGGARAN (RP)
1. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 43.895.869.000
2. Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan 22.401.081.971
3. Program Pendidikan Inklusif 200.000.000
4.  Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 2.348.855.000
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10.
11.

12.
13.

14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24,

25.
26.

27.
28.
29.
30.

31
32.
33.
34.

35.
36.
37.
38.

39.
40.
41.
42.

Program Peningkatan Pelayanan Pendidikan
Program Peningkatan Manajemen Pendidikan
Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan

Program Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama Dan Pelayanan
Sarana Peribadatan

Program Pembinaan Dan Fasilitasi Kesejahteraan Sosial Masyarakat
Program Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak

Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan Dan
Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan
Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah
Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah
Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit BLUD
Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Program Pengawasan Obat Dan Makanan

Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat
Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular

Program Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Dan
Masalah Kejiwaan

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar Dan Rujukan

Program Peningkatan Surveilans Penyakit, Imunisasi Dan
Penanggulangan Wabah Bencana

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
Program Pengembangan Manajemen Kesehatan
Program Pengembangan Sumberdaya Manusia Kesehatan

Program Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah
(Labkesda)

Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Program Pemberdayaan Sosial
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial

Program Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan

Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Program Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Pemerintahan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan

Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Program Perencanaan Sosial Dan Budaya
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah

9.317.520.000
21.407.008.000
852.969.000
19.519.838.500

3.307.130.000
546.209.200
25.225.000

753.720.000
18.404.813.334

22.213.528.600

200.000.000

541.120.000
47.500.000.000
4.211.066.000
12.355.317.000
91.050.000
2.660.645.800
1.052.219.200
1.058.750.000
143.050.000

2.003.251.500
369.795.000

35.000.000
568.420.000
137.497.500
565.760.000

291.108.000
258.733.000
1.559.585.600
511.262.500

399.203.500
170.155.000
236.442.500
237.340.000

1.254.480.750
55.000.000
346.237.500
280.775.000



43.

44,
45,
46.
47.

48.
49.
50.

51.

52.

53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

70.

71.
72.
73.
74.
75.
76.

7.

78.
79.
80.

Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah

Program Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah
Program Peningkatan Manajemen Informasi Kekayaan/Aset Daerah
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Program Peningkatan Pembinaan Dan Evaluasi Pelaksanaan
Pembangunan

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Program Penataan Administrasi Kependudukan

Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Kecamatan/Kelurahan

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan
Aparatur Pengawasan

Program Pengintensifikasian Penanganan Pengaduan Masyarakat
Program Pengembangan Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa
Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Masa
Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Program Diseminasi Informasi Dan Komunikasi Publik

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air
Limbah

Program Pengembangan Kinerja Pengolahan Sampah
Program Pengembangan Perumahan

Program Lingkungan Sehat Perumahan

Program Penataan Permukiman Lingkungan

Program Penataan Permukiman Kumuh

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Rth)
Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air
Limbah

Program Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Prasarana
Wilayah Dan Sumber Daya Alam

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Program Pengendalian Banjir

Program Peningkatan Jalan Dan Jembatan

Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif

Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif
Usaha Kecil Dan Menengah

Program Pengembangan Sistem Pendukung Bagi Usaha Mikro Kecil
Dan Menengah

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

7.007.810.000

2.055.655.000
2.722.165.000
1.277.060.000

131.112.500

1.002.919.000
1.047.868.000
1.337.784.000

1.136.015.000

291.750.000

411.690.000
470.017.500
2.536.640.000
828.620.000
1.186.425.000
3.129.145.000
5.582.132.700
209.640.000
23.461.160.600

18.711.334.748
6.677.500.000
1.575.000.000
300.000.000
1.381.500.000
10.504.566.032
37.389.300.000
23.461.160.600

465.768.500

31.614.938.000
24.756.406.900
4.808.692.215
20.330.052.000
92.406.250
554.592.500

115.410.000

489.935.750
446.702.500
199.180.000



81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.

97.
98.
99.

100.
101.
102.
103.
104.
105.

106.

Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi
Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan
Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dan Asongan

Program Koordinasi Perumusan Dan Implementasi Kebijakan
Ekonomi

Program Penataan Struktur Industri

Program Pengembangan Kemitraan

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan
Program Peningkatan Infrastruktur Permukiman

Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan Dan
Jembatan

Program Peningkatan Dan Pengembangan Sarana Dan Prasarana
Perdagangan

475.000.000
588.680.600
2.725.651.000
1.612.887.500
7.144.110.000
540.975.000
26.415.000
407.123.000
116.000.000
422.660.000
920.417.000
149.875.000
240.776.000
1.326.791.000
677.752.500
248.300.500

321.160.000
579.370.000
200.000.000
2.171.755.340
1.321.405.000
7.030.196.000
7.662.174.000
76.083.395.100
531.460.000

26.638.515.464

Bontang, 2 Januari 2019
WALI KOTA BONTANG

NENI MOERNIAENI
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PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel

serta berororientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama - NENI MOERNIAENI
Jabatan : WALI KOTA BONTANG

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini,
dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan

dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab

kami.

Bontang, Oktober 2019
WALI KOTA BONTANG

NENI MOERNIAENI



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019
PEMERINTAH KOTA BONTANG

No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Satuan | Target
1 2 3 4 5
1 | Meningkatnya 1 | Rata-rata lama Sekolah Tahun 10,9
Kualitas Pendidikan Penduduk usia 15 tahun Ke
Untuk Semua Atas
2 | Harapan lama Sekolah (HLS) Tahun 12,91
2. | Meningkatnya 3 | Angka Kematian Bayi Rasio 8,6
Eualiliaé Kesehatan 4 | Angka kematian Ibu Rasio 123
htuk Semua 5 | Prevalensi Balita Gizi Buruk Persentase <2
6 | Angka Harapan Hidup Tahun 73,95
3. | Meningkatnya 7 | Tingkat Kemiskinan Persentase 4,42
Kesejahteraan 8 | Tingkat Pengangguran Persentase 10,14
Kehidupan Sosial
4. | Terwujudnya 9 | Predikat Akuntabilitas Kinerja Nilai B (68,25)
Penyelenggaraan Pemerintah
Pemerintahan yang 10 | Nilai LPPD Nilai ST (3.1300)
X&anspsr?fg 11 | Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks 82,72
untabel dan 12 | Indeks Reformasi Birokrasi Nilai B
Partisipatif ___ . .
13 | Nilai Pemeringkatan e- Poin/Score 34
Goverment Indonesia (PeGi)
5. | Meningkatnya 14 | Cakupan pelayanan Air Persentase 97,57
Cakupan Pengelolaan Limbah Domestik
Sanitasi 15 | Cakupan penaganan Sampah | Persentase 91
6. | Meningkatnya 16 | Kawasan Perumahan dan Luas (Ha) 9,60
Kualitas Lingkungan Permukiman Kumuh
Permukiman
7. | Meningkatnya Akses | 17 | Cakupan Pelayan Air Minum Persentase 99
Pelayanan Air Minum
8. | Terselesaikannya 18 | Luas Wilayah Tergenang Luas (Ha) 23,86
Permasalahan Banijir
9. | Meningkatnya 19 | Pertumbuhan PDRB Non Persen 3-5
Pertumbuhan Migas
Ekonomi Non Migas
10 | Tersedianya 20 | Panjang Jalan Kondisi Baik Persen 98
Insfrastruktur Kota 21 | Jumalah Sarana Perdagangan Unit 3
yang Memadai untuk Pasar
Mendukung 22 | Jaringan Gas Rumah Tangga | Kelurahan 14
Perkembangan
Ekonomi Kota
NO PROGRAM PAGU
1 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun  Rp 50,590,333,290.00
5 Program I?enmgkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Rp 22,187,793,170.00
Kependidikan
3 Program Pendidikan Inklusif Rp 605,975,000.00
4 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Rp 2,507,995,000.00




10

11

12

13

14

15

16
17
18
19
20

21

22

23

24

25

26

27
28

29

30

Program Peningkatan Pelayanan Pendidikan

Program Peningkatan Manajemen Pendidikan

Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan
Perpustakaan

Program Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama Dan
Pelayanan Sarana Peribadatan

Program Pembinaan Dan Fasilitasi Kesejahteraan Sosial
Masyarakat

Program Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak

Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang
Pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana
Dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan
Jaringannya

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana
Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-
Paru/Rumah Sakit Mata

Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rumah
Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah
Sakit Mata

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit BLUD
Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Program Pengawasan Obat Dan Makanan

Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan
Masyarakat

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit
Menular

Program Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tidak
Menular Dan Masalah Kejiwaan

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar Dan
Rujukan

Program Peningkatan Surveilans Penyakit, Imunisasi Dan
Penanggulangan Wabah Bencana

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

Program Pengembangan Manajemen Kesehatan

Program Pengembangan Sumberdaya Manusia
Kesehatan

Program Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan
Daerah (Labkesda)

Rp
Rp

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Rp
Rp

Rp

Rp

9,655,837,000.00
19,410,009,000.00

1,363,094,460.00

24,116,243,000.00

3,033,555,000.00
546,209,200.00
25,225,000.00

750,905,000.00

26,558,959,683.00

38,508,518,218.00

348,000,000.00

541,120,000.00
58,000,000,000.00
4,222,896,955.00
15,860,645,923.00
91,050,000.00

2,898,697,000.00
1,006,219,200.00

1,309,899,900.00

143,050,000.00

2,150,251,500.00

352,695,000.00

35,000,000.00
575,570,000.00

137,497,500.00

553,360,100.00



31

32
33

34

35
36

37

38

39
40
41
42

43

44

45

46

47

48
49

50

51

52

53

54

55
56

57

58
59

Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan
Sosial

Program Pemberdayaan Sosial

Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial

Program Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Program Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Peningkatan Pelayanan Administrasi
Pemerintahan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja Dan Keuangan

Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Program Perencanaan Sosial Dan Budaya

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah

Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah

Program Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah

Program Peningkatan Manajemen Informasi
Kekayaan/Aset Daerah

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Program Peningkatan Pembinaan Dan Evaluasi
Pelaksanaan Pembangunan

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Kecamatan/Kelurahan

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa
Dan Aparatur Pengawasan

Program Pengintensifikasian Penanganan Pengaduan
Masyarakat

Program Pengembangan Layanan Pengadaan Barang
Dan Jasa

Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan
Media Masa

Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Rp
Rp
Rp

Rp

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Rp
Rp

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Rp
Rp

Rp

Rp
Rp

456,800,500.00

254,803,000.00
1,951,755,600.00

927,006,500.00

1,312,923,500.00
402,942,500.00

218,142,500.00

231,795,000.00

257,076,550.00

55,000,000.00
384,737,500.00
260,775,000.00

6,841,794,800.00
2,590,600,000.00
2,057,185,500.00
1,270,210,000.00

134,112,500.00

1,987,506,400.00
1,047,868,000.00

1,956,049,000.00

1,194,015,000.00

232,252,000.00

416,690,000.00

792,832,500.00

2,869,562,200.00
7,650,457,034.00

1,713,884,500.00

3,549,145,000.00
7,051,481,920.00
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64
65
66
67
68
69

70

71
72
73
74

75

76

77
78
79

80

81
82
83
84
85

86

87

88

89

90

Program Diseminasi Informasi Dan Komunikasi Publik
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah
Program Pengembangan Kinerja Pengolahan Sampah
Program Pengembangan Perumahan

Program Lingkungan Sehat Perumahan

Program Penataan Permukiman Lingkungan

Program Penataan Permukiman Kumuh

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Rth)
Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum

Program Perencanaan Pengembangan Infrastruktur
Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
Program Pengendalian Banijir

Program Peningkatan Jalan Dan Jembatan

Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang
Kondusif

Program Pengembangan Kewirausahaan Dan
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Dan Menengah

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi
Investasi

Program Pengembangan Budidaya Perikanan
Program Pengembangan Perikanan Tangkap
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Program Peningkatan Penerapan Teknologi
Pertanian/Perkebunan

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit
Ternak

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi
Peternakan

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Rp

322,720,000.00
10,153,390,600.00
20,863,639,817.00
5,642,820,840.00
415,170,000.00
300,000,000.00
1,006,272,000.00
37,397,181,863.00
37,389,300,000.00
16,651,734,000.00

320,533,500.00

32,849,490,384.00
32,519,485,897.00
15,475,302,215.00
34,126,896,000.00

92,406,250.00

360,129,000.00

489,935,750.00
1,079,702,500.00
192,680,000.00

680,275,120.00

753,188,800.00
4,672,094,000.00
1,660,867,500.00
6,684,420,000.00
898,395,000.00

26,415,000.00
469,393,000.00
119,375,000.00
422,660,000.00

1,157,317,000.00
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92

93

94

95

96
97
98
99
100
101
102
103

104

105

Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan
Perdagangan

Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam
Negeri

Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dan Asongan

Program Koordinasi Perumusan Dan Implementasi
Kebijakan Ekonomi

Program Penataan Struktur Industri

Program Pengembangan Kemitraan

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan

Program Peningkatan Infrastruktur Permukiman

Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan

Dan Jembatan
Program Peningkatan Dan Pengembangan Sarana Dan
Prasarana Perdagangan

Bontang,

WALI KOTA BONTANG

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Rp

Rp

149,875,000.00
440,776,000.00
2,717,075,968.00
833,532,500.00
446,100,500.00

321,160,000.00
610,880,000.00
200,000,000.00
2,267,955,340.00
1,540,523,700.00
5,784,882,000.00
7,563,020,000.00
29,101,333,100.00

531,460,000.00

75,434,136,737.00

Oktober 2019

NENI MOERNIAENI



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NENI MOERNIAENI
Jabatan : WALI KOTA BONTANG

perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Bontang, 2. Januari 2020
WALI KOTA BONTANG

NENI MOERNIAEN]I




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
PEMERINTAH KOTA BONTANG

Meningkatnya Rata-rata lama Sekolah
1| Kualitas Pendidikan | Penduduk usia 15 tahun Ke Atas | 12007 11,30
Untuk Semua 2 | Harapan lama Sekolah (HLS) Tahun 12,95
. 3 Angka Kematian Bayi Rasio 7,8
Mem_ngkatnya 4 Angka kematian Tbu Rasio 75
2. | Kualitas Kesehatan P Provalens: Balita Gizi B p
Untuk Semua revalensi Balita Gizi Buruk Persentase 2
6 Angka Harapan Hidup Tahun 73,96
Meningkatnya 7 Tingkat Kemiskinan Persentase 4,21
3. | Kesejahteraan .
Kehidupan Sosial 8 Tingkat Pengangguran Persentase 922
Predikat Akuntabilitas Kinerja -
Temfujudnya 9 Pemerintah Nilai BB
Peﬂyel_eni%afaaﬂ 10 Nilai LPPD Nilai ST
4, ?:;Z?::an an yang 11| Indeks Kepuasan Masyarakat Tndeks 83,97
Akuntabel dan 12 Indeks Reformasi Birokrasi Nilai 12,95
Partisipatif Nilai Pemeringkatan e- . "
13 Goverment Indonesia (PeGi) Poin/Score 3,80
. Cakupan pelayanan Air
5. Meningkatnya C_akupan 14 Limbah Domestik Persentase 100
Pengelolaan Sanitasi
15 Cakupan penaganan Sampah Persentase 100
Meningkatnya
6. | Kualitas Lingkungan 16 K‘;,‘Zfﬁf;g;‘”gﬁﬂg“ Luas (Ha) 10
Permukiman
Meningkatnya Akses g
7. Pelayanan Air Minum 17 Cakupan Pelayan Air Minum Persentase 100
Terselesaikannya .
8. Permasalahan Banjir 18 Luas Wilayah Tergenang Luas (Ha) 23
Meningkatnya
9. | Pertumbuhan 19 Pertumbul;éain :SDRB Non Persen g"fb d
Ekonomi Non Migas &
Tersedianya 20 Panjang Jalan Kondisi Baik Persen 98
Insfrastruktur Kota 21 Jumalah Sar;na Perdagangan Unit 89
10 | Yang Memadai untuk asar
Mendukung
Perkembangan 22 Jaringan Gas Rumah Tangga Kelurahan 14
Ekonomi Kota
PROGRAM ANGGARAN

1) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan

Tahun

2) Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga

Kependidikan

51.446.456.000

21.867.035.107




3) Program Pendidikan Inklusif

4) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
5) Program Peningkatan Pelayanan Pendidikan
6) Program Peningkatan Manajemen Pendidikan

7) Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan
Perpustakaan

8} Program Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama
Dan Pelayanan Sarana Peribadatan

9} Program Pembinaan Dan Fasilitasi Kesejahteraan Sosial
Masyarakat

10) Program Peningkatan Kesehatan Tbu dan Anak

11} Program Perbaikan Gizi Masyarakat

12) Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana
Dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan
Jaringannya

13) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana
Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-
Paru/Rumah Sakit Mata

14) Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rumah
Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah
Sakit Mata

15) Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

16) Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit BLUD
17) Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan

18) Program Upaya Kesehatan Masyarakat

19) Program Pengawasan Obat Dan Makanan

20) Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan
Masyarakat
21) Program Pengembangan Lingkungan Sehat

22) Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit
Menular

23) Program Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tidak
Menular Dan Masalah Kejiwaan

24) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar Dan
Rujukan

25) Program Peningkatan Surveilans Penyakit, Imunisasi
Dan Penanggulangan Wabah Bencana

26) Program Pengembangan Manajemen Kesehatan

27) Program Pengembangan Sumberdaya Manusia
Kesehatan

28) Program Peningkatan Pelayanan Laboratorium
Kesehatan Daerah (Labkesda)

29) Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan
Sosial

30) Program Pemberdayaan Sosial

31) Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial

1.014.957.800
7.803.561.000
11.837.970.000
8.961.224.000
1.121.883.500

35.045.634.350
4.101.355.000

494.653.000
563.539.600
20.177.764.405

24.009.761.250

2.734.600.000

577.282.900
47.500.000.000
4.331.338.900
17.986.267.0060
65.935.000
2.798.880.200

876.329.000
989.831.600

496.012.500
629.034.000
719.345.000

657.200.000
45.360.000

2.589.239.400
1.101.660.732

1.023.308.500
1.991.150.600



32) Program Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
33) Program Peningkatan Kesempatan Kerja

34) Program Evalunasi Perencanaan Pembangunan Daerah

35) Program Peningkatan Pelayanan Administrasi
Pemerintahan

36) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja Dan Keuangan

37) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja Dan Keuangan

38) Program Perencanaan Pembangunan Daerah

39) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
40) Program Perencanaan Sosial Dan Budaya
41) Program Perencanaan Pengembangan Wilayah

42) Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
43) Program Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah

44} Program Peningkatan Manajemen Informasi
Kekayaan/Aset Daerah
45) Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

46) Program Peningkatan Pembinaan Dan Evaluasi
Pelaksanaan Pembangunan
47) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

48) Program Penataan Administrasi Kependudukan

49) Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Kecamatan/Kelurahan

50) Program Peningkatan Sistern Pengawasan Internal Dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

51) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga
Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan

52) Program Pengintensifikasian Penanganan Pengaduan
Masyarakat

53) Program Pengembangan Layanan Pengadaan Barang
Dan Jasa

54) Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur

55) Program Peningkatan Disiplin Aparatur

56) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan
Media Masa
57) Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media

58) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
59) Program Diseminasi Informasi Dan Komunikasi Publik

60) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air
Minum Dan Air Limbah
61) Program Pengembangan Kinerja Pengolahan Sampah

62) Program Pengembangan Perumahan

1.062.416.700

374.315.000
278.785.000
379.672.500

10.137.500
10.137.500

1.266.835.000
54.687.500
567.812.500
103.277.500
8.098.881.147

5.536.514.600
1.980.014.500

1.086.320.000
500.580.000

1.212.855.636
942.520.000
332.278.500

1.539.126.570
933.400.000
300.712.000
562.810.000

2.026.530.000
875.540.000
2.104.382.000

1.893.776.264
407.040.000
458.000.000
4.249.206.000

12.584.423,385
3.929.444.000




B A s e S R

63) Program Lingkungan Sehat Perumahan

64) Program Penataan Permukiman Kumuh

65) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Rth)
66) Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat

67) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air
Minum Dan Air Limbah

68) Program Perencanaan Pengembangan Infrastruktur
Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam

69) Program Pembangunan Saturan Drainase/Gorong-
Gorong

70) Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

71} Program Pengendalian Banjir
72) Program Peningkatan Jalan Dan Jembatan

73) Program Pengembangan Kewirausahaan Dan
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Dan Menengah

74) Program Pengembangan Sistem Pendukung Bagi Usaha
Mikro Kecil Dan Menengah

75) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

76) Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah
77) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

78) Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi
Investasi
79) Program Pengembangan Budidaya Perikanan

80) Program Pengembangan Perikanan Tangkap
81) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
82) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
83) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

84) Program Peningkatan Penerapan Teknologi
Pertanian/Perkebunan
85) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

80) Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit
Ternak
87) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

88) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi
Peternakan

89) Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan
Perdagangan

90) Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor

91) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam
Negeri
92) Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dan Asongan

93) Program Koordinasi Perumusan Dan Implementasi
Kebijakan Ekonomi

1.260.442.000
503.325.000
42.101.125.000
32.869.500.000
4.249.206.000

1.736.486.000

476.904.000

50.779.423.000
1.851.449.000
1.150.648.540
136.257.500

131.790.000

817.134.000
1.142.610.000
98.210.000
721.005.500

2.123.222.500
12.892.049.000
1.250.064.000
1.479.963.000
1.160.139.000
18.690.000

793.718.000
550.313.500

788.845.000
702.490.600

576.019.000

1.945.352.000
13.574.590.000

1.175.780.000
133.176.000




94) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

95) Program Pengelolaan Keragaman Budaya

96) Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan

97) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan
98) Program Peningkatan Infrastruktur Permukiman

99) Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base
Jalan Dan Jembatan

100)Program Peningkatan Dan Pengembangan Sarana Dan
Prasarana Perdagangan

101)Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam
Negeri

2.491.210.000
2.128.545.000
10.325.712.000
8.140.790.404
30.809.068.296
386.592.000

20.115.204.606

13.574.590.000

Bontang, 2, Januari 2020
WALI KOTA BONTANG

RNIAENI
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